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ABSTRAK

Nama : Virra Wirdiningsih
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Judul : Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentuan status

kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas.

Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan subyek dari
kewarganegaraan ganda terbatas dalam menentukan status kewarganegaraannya
pada saat yang telah ditentukan itu telah tiba berdasarkan pasal 6 UU No. 12
Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

Undang-Undang No 12 Tahun 2006 dibuat dan diundangkan untuk memfasilitasi
keinginan dari pelaku pernikahan beda bangsa untuk mendapatkan hak terhadap
anak. Pemerintah Indonesia memperjelasnya dalam Peraturan Pemerintah No. 2
Tahun 2007 untuk pelaksanaanya.

Pengertian mengenai fungsi keluarga yang diutarakan oleh Abu Ahmadi dan
tangga hierarki motivasi manusia dari Abraham Maslow tentang kebutuhan akan
aktualisasi diri yang akan digunakan dalam meneliti persoalan tersebut. Penelitian
ini bersifat kualitatif dan metode yang digunakan adalah wawancara dan studi
pustaka.

Dari analisis terhadap data dan hasil wawancara, disimpulkan bahwa Undang-
Undang No. 12 tahun 2006 telah dibuat untuk memberikan hak kepada anak dari
perikahan beda ncgara orang tuanya, akan tetapi hal ini perlu diimbangi dengan
peran orang tua dalam kelparga dalam membantu anak dalam fungsinya
membantu anak menemukan status sosialnya (kewarganegaraan) dan kejelasan
dari kebijakan yang ditetapkan oleh negara dalam hal batas waktu yang telah
ditetapkan bagi anak untuk memilith dan konsekuensi yang harus diterima secara
hukum yang berlaku.

Kata Kunci :
Warga Negara, Keluarga, dan Penentuan Status Kewarganegaraan bagi Subyek
Kewarganegaraan ganda terbatas
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ABSTRACT

Name : Virra Wirdiningsih
Study Program: National Security Assessment
Title : Factors to be considered in determining a citizenship status to the

subject of limited dual citizenship

This thesis discusses the factors into consideration the subject of limited dual
citizenship in determining the citizenship status at the time that has been
determined that has come under article 6 of Law no. 12 of 2006 concerning
citizenship.

Act No. 12 of 2006 created and enacted to facilitate the desire of the perpetrators
of marriage different from nation to gain the rights of children. Indonesian
government to clarify the Government Regulation no. 2 Year 2007 for its
implementation.

Understanding of family function expressed by Abu Ahmad and staircase
hierarchy of human motivation from Abraham Maslow's about self-actualization
needs to be used in researching the issue. This study is qualilative and the
methods used are interviews and literature study.

From the analysis of the data and interviews, concluded that the Act. 12 in 2006
was created to give rights to the child from histher parents' marriage different
countries, but this needs to be balanced with the role of parents in families in
helping children in its function of helping children find their social status
(citizenship) and the clarity of a policy set by the state in terms of a predetermined
time limit for children to choose and the consequences that must be accepted laws.

Keywords:
Citizen, Family, and Citizenship Status Defermination for the subject of limited
dual citizenship
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BAB I
PENDAHULUAN

L1  LATAR BELAKANG

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas
masyarakai. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah
menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat
kaya dan orang Indonesia. Jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda
kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui intemnet,
kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman
sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campur juga terjadi pada tenaga
kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya
perkawinan cantpur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam
perkawinan campur ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di
Indonesia guna melindungi hak dari pelaku perkawinan campuran khususnya
wanita Indonesia yang menikah dengan pria warga negara lain serta anak-anak
mereka dari perkawinan campuran dilihat dari hukum tata negara.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran
didefinisikan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal
57:

" yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang
ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada
hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah
satu pthak berkewarganegaraan Indonesia. ™
Perkawinan it harus dilakukan dalam satu keyakinan yang sama. Meskipun
berbeda kewarganegaraan.

Sclama hampir kurang lebih setengah abad berlalu, Indonesia

menggunakan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan.

Dimana Undang-Undang ini menganut asas [us Sanguinis (berkewargancgaraan

berdasarkan hubungan darah) dengan pengertian jika perkawinan itu dilaksanakan

' Indonesia, Undang-Undang tentang Peckawinan, UL No.d Tahen 1974, Lembaran Negare Republik Indonesia Tabun
[974 No.[ dan Tambahan Lembaran Negara No.209. ps 57,

1
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secara sah dengan pencatatan maka anak-anak dari penikahan ini mendapatkan

garis keturunan dari ayah mereka. Jika seorang anak tanpa diketahui keberadaan

ayahnya, maka anak ini hanya mendapatkan pengakuan dan hubungan darah
dengan ibunya saja. '

Dalam Undang-Undang ini pun. Diatur masalah status anak yang
diiahirkan dari perkawinan antar dua kewarganegaraan yang berbeda. Dimana jika
ayah mereka berkewarganegaraan asing, maka mereka akan menjadi warganegara
asing sesuai dengan kewarganegaraan ayah mercka. Dalam Undang-Undang No.
62 Tahun 1958 belum mengatur tentang hak yang dimiliki oleh seorang wanita
warga negara Indonesia yang menikah dengan pria warga negara asing dan hak
seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, dalam Bab IIl Bagian Kedua
Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
yaitu:

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah.

2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas
calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuat dengan ketentuan
peraturan perundang—undangan.2

Bila kita mundur ke sejarah awal perjuangan bangsa Indonesia Hak asasi
manusia telah dikumandangkan dalam perjuangan membentuk negara Republik
Indonesia. Semua itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
landasan konstitusional menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas
Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, menurut pasal 28 E ayat (1)
Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa :

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
memilih  pendidikan dan pengajaran, memilih  pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tempat tinggal di wilayah Negara dan
meninggatkan serta berhak kembali”,

* Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, Lembaran Negam Republik indonesia
Tahun 1993 Ko. 56.
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Lebih lanjut ayat (2) menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan,

menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.’

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, adalah sebagai usaha
pemerintah untuk melakukan pembenahan di bidang hukum perkawinan. Hal ini
membuktikan betapa besarnya minat yang dicurahkan secara nasional terhadap
masalah perkawinan. Untuk pernikahan campuran lebih diperjelas dalam pasal 58
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

“Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakikan
perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari
suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannyu, menurut
cara-cara  yang  lelah  ditentukan  dalam  Undang-Undang
kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.”*

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana
kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1)} UU No.62 Tahun
1958 :

“Anck yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai
hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu
memperoleh kewarga-negaraan Republik Indoncsia, twrut memperoleh
kewarga-negaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan
berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di
Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karenua ayahnya
memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menjadi tanpa
kewarga-negaraan.” |

Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan
campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara
asing :
1. Menjadi warganegara Indonesia

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga

negara asing dengan pria warganegara Indonesta (pasal 1 huruf b UU No.62

* Indoncsia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 E ayat (1) dan (2} Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945,

! Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No.i Tahun 1974, Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun
1974 No.[ dan Tambahan [Lembarar: Negara No.209, ps. 58,
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Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, kalaupun {bu
dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan
kewarganegaraan Indonesianya. Bila snami meninggal dunia dan anak anak
masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak
anak nya yang menjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai
negeri)meningggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapat memperoleh pensiun
suami.
2. Menjadi warganegara asing

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita
warganegara Indonesia dengan warganegara asing. Anak tersebut sejak
lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan
Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal
Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya
tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh
anaknya, walaupun pada pasal 3 UU No.62 tahun 1958 dimungkinkan bagi
seorang itbu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia
bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya,

namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.

Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan yang
berlaku di Indonesia selama ini belum dapat memberikan perlindungan dari
pelaku perkawinan campuran terufama istri dan anak. Persoalan yang paling
rentan dan sering (imbul dalam perkawinan campuran adalah masalah
kewarganegaraan anak. Undang-Undang ini hanya menganut prinsip
kewarganegaraan tunggal, schingga anak yang lahir dari perkawinan campuran
hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan
bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya.’ Hal ini masih belum
dapat mengakomodir hak scorang ibu terhadap anak yang dilahirkannya dengan

penuh perjuangan.

" Indonesiz. Undang-Undang tentang Kewargancgaraan Republik Indonesia. UU No. 62 Tahun 1958, Lembaran Negara
Tahun 1938 No. 113, Tambahan Lembaran Negara No. 1647 Tahun 1958, ps. 1 hurui'b.

. o i Universitas Indonesia
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Menjawab permasalahan dan desakan dan pelaku perkawinan campur ini

maka pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006

fentang kewarganegaraan yang lebih dapat mengakomodir keinginan dari wanita

Indonesia dan anak dalam perkawinan campuran. Berdasarkan UU No. 12 Tahua

2006, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA,

maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI,

sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak fersebut akan
berkewarganegaraan ganda , dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin
maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus
disampaikan paling l[ambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau
setelah kawin.®

Pada dasarnya UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan memuat asas-
asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut
adalah:

1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan sescorang berdasarkan keturunan, bukan tempat kelahiran;

2. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang
diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketenfuan yang diatur
datam Undang-Undang;

3. Asas kewarganegaraan funggal adalah asas yang imenentukan satu
kewarganegaraan bagi setiap orang;

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewargancgaraan
ganda (bipatride) ataupun tanpa kewargancgaraan (apairide). Kewarganegaraan
ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu

pengecualian dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

“ Indoaesia, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarpaneparann pasal 6 ayat (3) dan diperjelas dalam Peratoran Pemerintih
Republik indonesia Ne. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatafan, dan memperolen kerbali
kewargancgaraan RI pasal €0 ayai (1)
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Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bemegara adalah masa depan
bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban
memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,
berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara,
pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung
jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karepa anak dari sisi
perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemazh, belum
dewasa dan masih memburuhkan perlindungan. Posisi Anak dalam Konstitusi
UUD 1945, terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu :

“Setiap Anak Berhak Atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh dan
Berkembang, Serta Berhak Atas Perlindungan Dari Kekerasan dan
Diskriminasi”.

Dalam pengertiannya secara umum Warga Negara adalah anggota suatu
negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan nzgaranya. Sedangkan
dalam dasar negara Indonesia, UUD 1945 pasa! 26 tercantum bahwa Warga
Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang
disahkan Undang-Undang sebagai warga negara ® dimana bangsa Indonesia asli
adalah orang-orang pribumi asli Indonesia yang lahir, besar, berdomisili, berkarya
di Indonesia, serta mengakui Indonesia sebagai lanah airnya. Kemudian yang
dikatakan sebagai bangsa Asing adalah peranakan Belanda, Cina, Arab, dan
lainnya yang menetap di wilayah RI dimana mercka mengakui dan setia terhadap
Republik Indonesia.

Namun berdasarkan Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang
kewarganegaraan bahwa yang dikatakan sebagar Warga Negara Indonesia adalah:
a)  Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangan dan/atau berdasarkan

perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini

berlaku sudah menjadi WNI,
b)  Anak yang lahir dart perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI;

¢)  Anak vang lahir dari perkawinan vang sah dari avah WNT dan ibu WNA;

" Indongsiz, Undang-Undang Dasar 19435, pasal 28 B ayat {2) Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945,

" Indonesia, Undang-Undany Dasar Negara Indoncsia 1945 pasal 26.
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d)

g)

h)

i)

i),

k)

D

Anak yang lahir dart perkawinan yang sah dari ibu WNI dan ayah WNA;
Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi
ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum asal ayahnya tidak
memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

Anak vang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal
dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI;

Anak yang lzhir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warganegara
Indonesia;

Anak yang lahir di lvar Perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara
asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia scbagai
anaknya

dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan
belas) tahun dan/atau belum kawin;

Anak yang lahir di wilayah RI yang pada waktu lahir tidak jelas status
kewarganegaraan ayah dan ibunya.

Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia
selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan
ibunya tidak mecmpunyai Kewarzanegaraan atau tidak diketahui
keberadaannya;

Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari
seorang ayah dan ibu Warga Negara Republik Indonesia yang karena
ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan
kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

Anak darl seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganeparaannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum

mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.’

Setelah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 resmi diundangkan pada 1]

Juli 2006 dan secara nyata muilai dilaksanakan pada 1 Agustus 2006 maka banyak

* Indonesia, Undang-Undung No. 12 Tahun 2006 Tentung Kewarganegarun Republik Indonesia pasal 4,

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011 Universitas Indonesia



para orang tua yang memiliki anak dari pernikahan campuran untuk mendaftarkan
anak-anak mereka mendapatkan kewarganegaraan ganda. Seiring dengan itu
masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Sosialisasi terhadap pelaksanaan
Undang-Undang ini kurang mendapat koordinasi dari instansi terkait dan warga

negara Indonesia yang terkait langsung dengan Undang-Undang ini.

Menurut data yang ada pada Direktorat Administrasi Hukum Umum tercatat
sejak 2006 subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang terdaftar dalam
permohonan dan telah mendapatkan status Warga Negara Republik Indonesia
dikarenakan sebelumnya yang bersangkutan menurut Undang-Undang No.
62/1958 dinyatakan sebagai asing karena mengikuti kewarganegaraan bapak dan
memiliki paspor atau dokumen asing adalah sebagai berikut;

Tabel. 1.1
Pemohon dan Penerima Kewarganegaraan RI
Sebagai Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Pada Direktorat Jenderal AHU

PENGAJUAN | PERMOHONAN
TAHUN PERMOHONAN SELESAI KET
2006 161 29 18 %
2007 4676 2208 47,22 %
2008 3379 3222 95,35 %
2009 2627 2998 114,12 %
s/d juni 2010 1510 761 50,4 %
Total 12353 9191 74.4 %

Sumber, Direktorat Administrasi Hukum Unum., Juni 2010.

Dan berdasarkan data yang dimiliki dan terdaftar di Dircktorat Jenderal
Imigrasi. Ternyata sudah ada 40 (empat puluh) orang yang terdaftar sebagai
subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang sudah memasuki usia 18 (dclapan
belas) tahun. Data ini mulai dari tahun 2006 sejak diundangkannya Undang-

Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganecgaraan hingga bulan Juni 2010.
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Tabel. 1.2
Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Yang sudah berumur 18 Tahun ( Juni 2010)
Pada Direktorat Jenderal Imigrasi

Subyek Sudah berumur
TAHUN kewarganegaraan 18 tahun (2010) | KETERANGAN
___ganda
2008 824 10 1.2%
2009 2049 21 1.5%
s/d juni 2010 - 1275 9 0.7%
Total 4148 40 0.96%

Sumber Direlaorat Jenderal Imigrasi, Juni 2010

Dari data yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi di atas dapat dibagi
dalam kategori umur dari subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang telah

memasuki masa harus menentukan atau mesmilih kewarganegaraannya.

Tabel. 1.3
Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas
( Juni 2010)
Pada Direktorat Jenderal Imigrasi
Berdasarkan Usta

Usia (tahun) Jumlzh KETERANGAN
18 —<19 15 3
>19-—<20 21 4
> 20-<21 3 2
21 keatas 1 Sudah harus memillik dan
menetapkan 1 kewarganegaraan

1.2 PERUMUSAN MASALAH

B.P Paulus dalam bukunya menyatakan bahwa warganegara adalah salah
satu tiang daripada adanva negara, disamping kedua tiang vang lain, vaitu wilavah
dan pemerintah negara. Karena wargancgara merupakan tiang atau sokoguru

negara, maka kedudukan daripada warganegara itu sangatlah penting dalam suatu
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negara.'” Negara yang berdaulat dan diakui oleh negara lainnya harus memiliki 3
unsur, yaitu: wilayah, pemerintah negara, dan warga negara/masyarakat.

Warganegara adalah sekelompok manusia yang ada dalam wewenang suatu
negara. Hubungan keduanya adalah hubungan yang timbal balik, dimana masing-
masing pihak mempunyai kewajiban dan hak. Begitu pula sebagai salah satu
tujuan mendirikan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan
untuk melaksanakan hal tersebut maka negara mempunyai hak untuk menetapkan
sesuatu yang menjadi kewajiban bagi warganegaranya untuk menuntut agar
pelaksanaan peningkatan tersebut jangan sampai mengurangi hak-haknya."’

Warganegara merupakan salah satu anasir yang hakiki dalam suatu Negara.
Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan salah
satu dari 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip Ius Soli atau prinsip Ius Sanguinis. Yang
dimaksud dengan ius soli adalah prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian
hukum mengenai tanah kelahiran, sedangkan ius sanguinis mendasarkan diri pada
prinsip hubungan darah."” Dikalangan ahli hukum hal ini dikenal sebagai ajaran
esensial dari suatu negara.'’

Dalam pengaturan Kewarganegaraan dapat dilakukan dengan pertama,
karena kelahiran (citizenship by birth). Kedua, melalui proses pewarganegaraan
(citizenship by naturalization). Ketiga, melalui registrasi (Citizenship by
Registration).*

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini dalam

pelaksanaannya membagi subyek kewargancgaraan ganda terbatas menjadi 2

(dua) kriteria, yaitu:
I.  Lahir sebelum Undang-Undang No.12 Tahun 2006 diundangkan pada 1
Agustus 2006;

" B.P. Paulus, Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 (khususnya Kewarganegarann Peranakan Tioughou), cet ],
{Jakana : Pradnya Paramita, 1983), hal.41

" Abdul Bari Azed, Intisari Kutiah — Masalah Kewarganegaraan, Cet 1, {Jakaria ; Indo Hill Co, 1995}, hal.1.

¥ Sudarpo Guiama, Warga Negara dan Orang Asing, Cet. [V, (Bandung : Alumni, 1997), hal 14.

" Ihid, hal. 3.

" Jimmly Asshiddigie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 (seielah perubahan ke empat), Cet.2, {Jakara : Yursif Woltampone.

2003), hal.61. Beliau menjefaskan lebih lanjul bahwa citizenship by registration yaitu kewarganegaraan melafui proses
pendaflaran (regisirasi) yang lebih scderhana dan membuat status kewarganegaraan dianggap sak.
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2. Lahir sesudah Undang-Undang No.12 Tahun 2006 diundangkan pada 1

Agustus 2006."

Hal ini menjadikan anak-anak atau subyek kewarganegaraan ganda yang
lahir sebelum Undang — Undang No. 12 Tahun 2006 diberlakukan, harus
mendaftarkan terlebih dahulu keinginannya untuk menjadi warga negara
Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dimana subyek
tersebut berdomisili. Setelah itu yang bersangkutan juga harus melalui beberapa
rangkaian prosedur seperti menunggu Keputusan Menteri Hukum dan HAM atas
permohonan yang telah diajukan dan menyampaikannya kepada Kantor Imigrasi
dimana yang bersangkutan berdomisili untuk mencabut berkas atau dokumen
keimigrasian yang tadinya menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah warga
negara asing. Dan memberikan kemudahan keimigrasian yang dinamakan affidafit
(lembaran yang disisipkan di paspor asing yang dimiliki) yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan adalah subyek dari kewarganegaraan ganda terbatas.

Sementara itu bagi anak-anak atau subyek yang lahir setelah Undang-
Undang ini diberlakukan secara langsung mendapatkan status sebagai warga
negara Indonesia dengan dikelvarkannya akte kelahiran sebagai warga negara
Indonesia olech kantor catatan sipil tempat dimana subyek berdomisili.

Permasalahan akan muncul ketika seorang anak subyek kewarganegaraan
ganda terbatas harus memilih atau dengan kata lain harus menentukan
kewarganegaraan mana yang akan mereka pilih scbagai identitas mereka nantinya.
Mengingat kewarganegaraan adalah sebagai identitas individu dalam pengakuan
di mata duma.

Kendala-kendala ketika subyek kewargancgaraan ganda terbatas memasuki
usia dewasa atau dalam pengertian telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan
harus memilih kewarganegaraan yang akan terus melekat dalam diri mereka

seumur hidup dalam interaksi sosial internasional serta menjadi identitas individu.

" Sural Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09-10..04.01 Tahun 2007 Huruf B butir 2 [entang Lala cara
pendafiaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas keimigrasian sehagsi warga negara Indonesia yung berkewargancegaraan
ganda.

" Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.80-HL.04.01 Tahun 2007 Huruf B butir 2 tentang tata cara pendafiaran,
pencatatan, dan pemberian fasilitas keimigrasian sehagai warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda,
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Dalam hal ini setiap negara memiliki peraturan yang mengikat warga
negaranya dalam hukum yurisdiksi masing-masing. Dengan pemahaman dan
pelaksanaan yang berbeda-beda untuk melindungi warga negaranya dimanapun
berada dan menetap dalam wilayah yurisdiksi negara lain. Sebagai subyek
kewarganegaraan ganda terbatas paling lambat 3 (tiga) tahun seielah berusia 18
{(delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah sata
kewarganegaraannya. v

Subyek dari Kewarganegaraan ganda terbaias dikategorikan sebagai
penerima kewarganegaraan sctelah melalui proses registrasi biasa (Citizen by
registration). Dalam hal ini yang bersangkutan telah mendapatkan
Kewarganegaraan karena mendaftar sebagai subyek yang memiliki
kewarganegaraan ganda sebelum berumur 18 tahun atau belum menikah pada saat
pengajuan. Ketika batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Undang-
Undang dan Peraturan Pemerintahtelah tiba, maka yang bersangkutan harus
memilih dengan menyampaikan pemyataannya kepada Pejabat ataun Perwakilan
RI yang wilayéh kerjanya meliputi tempat tinggal anak.'

Dalam hal anak sebagaimana dimaksud memilih kewarganegaraan asing
atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan, berlaku ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai orang asing dan diwajibkan untuk mengembalikan
keputusan, dokumen, atau surat lain yang membukiikan identitas anak sebagai
Warga Negara Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk
memilih berakhir.'”?

Melihat dari data yang ada pada Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa sampai
dengan tahun 2010 telah ada 40 (empat puluh) anak yang terdaftar sebagai subyek
kewarganegaraan ganda terbatas dan telah berusia 18 tahun. Dan dari mereka ini

belum ada yang mendaftar untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya.

U Indonesia, Peraturan Pemerinizh Republik Indonesin Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperclch,
Kehilangan,Pembartalan, dan Memperoleh Kembalj Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 60 avat (1)

H{bid. Pasal 60 ayut (2).

YIbid, Pasal 65 ayat (1) dan (2)
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Sebagaimana tercantum dalam pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 2
Tahun 2007 yang berbunyi:

" Anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (1), paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan
belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu
kewarganegaraannya.”

Dari data yang penulis peroleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umumn mengenai pengajuan menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia

melalui Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM periode Januari 2010 s/d Juli 2010, sebagai berikut:

Tabel 1.4

Data Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia
Oleh Subyek Kewarganegarnan Ganda Terbatas

(24/06/2010)

Pada Dirjen AHU
s/d Juli 2010
No. | Tgl. Terima No. Surat / Tgl. Kanwil Nama Pemohon
Surat Surat

1. 19/01/2010 W8.AH. 10.01-160 Jabar YOJINURAGUST
(22/12/2009)

2. 03/02/2010 W8.AH. 10.01-186 Jabar Tamish Dilip Aswani
(18/01/2010)

3. 10/02/2010 | W22.AH. 10.01-531 DIY Putu Julian Harta Gracia
{04/02/2010)

4. 31/02/2010 | W7.UM. 10.01-3126 DKI Satrya Nathaniel Finneren
(25/02/2010)

5. 05/04/2010 W2.AH. 10.01-019 Sumut Nur Fadzlina Zahari
{18/03/2010)

6. 30/04/2010 | W7.UM. 10.01-3824 DKI Isabelle Laura Lucon
(21/04/2010)

7. 10/05/2010 W8.AH.10.01-220 labar | Yohanes Eberhard Yudhya
(03/05/2010) Ardjuna Lorenz

8. 02/07/2010 W8.AH. 10.01-231 Jabar Patrick Warren Tigor

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011
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Dari data-data yang berhasil dikumpulkan, penulis berusaha menemukan
jawaban dari permasalahan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan dengan pertanyaan;

Faktor apa yang menjadi pertimbangan untuk menentuan staius
kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda fterbatfas pada saat

harus memilii?

L3 Tujuan Penelitian

Masalah kewarganegaraan adalah masalah yang pelik karena hal ini
berkaitan dengan‘ hukum dan kondisi sosial individu dalam kehidupan yang
dipilihnya. Kebijakan, keterikatan, kemudahan, dan peraturan yang ditetapkan
oleh suatu negara terhadap individu yang dianggap sebagai warga negaranya
berbeda-beda. Terlebih lagi jika hal itu masuk ke dalam pergaulan internasional
atau hubungan internasional dengan negara lain.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 yang di
dalamnya terdapat unsur pewarganegaraan yang tidak hanya berdasarkan tempat
kelahiran dan naturalisasi  saja. Akan telapi dalam Undang-Undang
Kewarganegaraan yang baru ini sudah diperkenalkan tentang pewarganegaraan
berdasarkan registrasi. Sccara tatanannya, pewarganegaraan bagi subyek
kewarganegaraan masuk dalam Kkategori pewarganegaraan melalui registrasi.

Tujuan dari perulisan i adalah untuk menemukan faktor-faktor apa yang
berkaitan erat dan menjadi pertimbangan bagi subyek dan orang tua mereka dalam
menentukan status kewarganegaraan bagt subyek kewarganegaraan ganda terbatas
setelah waktu untuk memilih itu tiba{ berumur 18 tahun dan opsi untuk memilih

selama 3 tahun).

I.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Pelaksanaan pasal 6 1111 No. 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan dalam pelaksanaan pemberian Kewarganegaraan
Indonesia kepada anak-anak yang masuk dalam subyck Pasal 4 huruf ¢, d. h, dan |

serta pasal 5 UU No. 12 tahun 2006 sejak Agustus 2006 sampai dengan Juni 2010

Universitas Indonesia
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dengan faktor yang menjadi pertimbangan subyek dan orang tua subyek
kewarganegaraan ganda terbatas dalam menentukan status kewarganegaraan
ketika waktu untuk memilih (21 tahun) telah tiba.

1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis:
Menambah wawasan bagi peneliti untuk mendalami masalah implementasi
peraturan perundangan Indonesia terhadap pelaksanaan pewargancgaraan
bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas secara faktor yang menjadi
pertimbangan dalam menentukan status kewarganegaraan bagi subyek
kewarganegaraan ganda terbatas.

2.  Manfaat Praktis:
Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang bermanfaal dalam
mengoptimalkan implementasi perundangan di Indonesia terhiadap

pelaksanaan pewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas.

1.6 Model Operasional Penelitian
Tests yang ditulis ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan perincian sebagai
berikut:

BAB 1, Pendahuluan, merupakan pengantar bagi seluruh isi penelifian dan berisi
latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penclitian, manfaat
penelitian, batasan penelitian dan model operasional penelitian;

BAB 2 Kerangka Pikiran, merupakan landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang ada dalam hal ini menggunakan teori
Motivasi miengenai Aktualisasi diri dan Hukum Perdata Intcrnasional
mengenai  kedudukan anak dan konsep mengenai keluarga, fungsi
keluarga, dan komunikasi sebuah kebijakan;

BAB 3, Metode penelitian. merupakan cara ilmiah peneliti dalam mengumpulkan
dan mengolah data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian;

BAB 4, Pembahasan dan Analisis, merupakan bab pembahasan hasil penclitian
yang telah dilaksanakan, pada bab ini dilakukan analisis dengan cara

menuangkan hasil wawancara mengenai {aktor-faktor vang menjadi

A . -
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pertimbangan dan menjadi perumusan masalah dalam tesis ini yang
disusun secara sistematis;

BAB 5Kesimpulan dan Saran, merupakan penutup dari keseluruban tesis berisi
kesimpulan, saran dan rekomendasi penelitian.

DAFTAR REFERENSI
LAMPIRAN
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BAB I
KERANGKA TEORI

Ada beberapa ketentuan yang menyatakan bahwa suatu negara merdeka
dan berdaulat jika memiliki unsur-unsur seperti:
1. Wilayah yang tertentu;
2, Warga negara / rakyat;
3. Pemerintah yang berdaulat; dan
4

. Pengakuan dari negara lain.'?

2.1 Warga Negara

Warga negara merupakan seseorang yang dalam satuan politik tertentu
(secara khusus : Negara) memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari Negara yang dianggotainya.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari koscp kewargaan {citizenship).
Di dalam pengertian ini. warga suatu kota atav kabupaten disebut sebagai warga
kota atau warga kabupaten, karena keduanya merupakan satuan politik,

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan, yang
membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan
memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang wargancgara (contoh: secara hukum
merupakan subyek suatu Negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak
berpartisipasi dalam politik). Dimungkinkan juga untuk memiliki hak politik
tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu Negara.

Kewarganegaraan memiliki implikasi dan kewajiban. Dalam filosofi
“kewarganegaraan aktif*, seorang warga negara diisyaratkan untuk

menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi

12 azed. Ahdul Bahri, Musalah Kewarganegaraan, Intisan Kulizh, cet.1, {(Jakarta : [nd-Flill-co, 1996). hal. |
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ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk
memperbaiki penghidupan masyarakat.

Sejak dahulu diakui bahwa keturunan termasuk status personal. Umumnya
vang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga (pater
familias) pada masalah -masalah keturunan secara sah. Hal iri adalah demi
kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan, stabilitas
dan kehormatan dari seorang istri dan hak-hak maritalnya.

Dalam sistem hukum Indonesia kecondongan pada sistem hukum dari
ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak-anzk dalam
keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak
mereka (ouderlijke macht) tunduk pada hukum yang sama (Prof. Sudargo
Gautama). Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam UU Kewarganegaraan
No. 62 Tahun 1958.

Namun dslam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi
perpecahan dalam pei‘kawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh
dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila
anak-anak masih dibawah umur.

Dalam membina hubungan Internasional, Indonesia tetap harus
melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada. Dalam pandangan
Realisme Neoklasik, Hans Morghentau berpendapat bahwa pria dan wanita secara
alami adalah binatang politik; mereka dilahirkan untuk mengejar kekuasaan dan
untuk memperoleh hasil dari kekuasaan (Animus dominandi atau manusia haus
akan kekuasaan) dan prinsip-prinsip moral universal tidak dapat dipakai pada
tindakan negara-negara dalam formulasi universal abstraknya, tetapi mereka harus
disaring melalui keadaan waktu dan tempat yang nyata. Individu mungkin
mengatakan pada dirinya sendiri: “fiat justitia, pereat mundus” (biarkan keadilan
dijalankan meskipun dunia hancur), tetapi negara tidak memilih hak mengatakan
begitu atas nama mereka yang memperhatikannya.

Intt kenegaraan adalah pengetahuan vang jelas bahwa etika politik dan
etika pribadi tidaklah sama. Hal ini mengakibatkan bahwa pada situasi tertentu
seorang decesion maker (negarawan/negarawati} akan menempuh iangkah-

langkah yang secara moral disalahkan demi kepentingan nasionalnya (keamanan
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negara dan kelangsungan hidup warga negaranya). Untuk itu perlu sebuah

kebijaksanaan politik dalam memutuskan kebijakan apa yang akan diambil.

Dengan dasar pemikiran kehati-hatian, kesederhanaan, penilaian, keputusan,

keberanian, dan seterusnya.

Enam Prinsip Realisme Morgenthau :

1.

Politik berakar dalam sifat manusia yang permanen dan tidak berubah
yang pada dasammya mementingkan diri sendiri. (self-centered, self-
regarding, self-interested)

Politik adalah ‘wilayah tindakan otonom’,oleh karena itu tidak dapat
terlepas dari masalah ekonomi dan moral

Politik adalah arena mengekspresikan kepentingan-kepentinganya yang
cepat atau lambat akan segera berubah menjadi suatu kontlik. Politik
Internasional adalah arena kepentingan-kepentingan negara yang sedang
konflik. Tetapi setiap kepentingan tidaklah tetap: dunia selalu berubah-
ubah dan kepentingan-kepentingan berubah kapanpun dan dimanapun.
Realisme adaiah doktrin yang menjawab fakta dari realitas politik yang
berubah.

Etika hubungan Internasional adalah etika situasional atau politis yang
jauh berbeda dari moralitas pribadi.Pemimpin negara yang bertanggung
jawab harus berjuang tidak melakukan yang terbaik, melainkan yang
terbaik ketika keadaan pada saat itu mengijinkan. Situasi pilthan politik
yang terbatas tersebut adalah inti normatif kaum realis.

Oleh karena itu kaum Realis menentang bangsa yang memaksakan
pemikiran mereka kepada bangsa-bangsa lain,sebab hal itu akan
mengganggu perdamaian internasional.

Seni bernegara adalah aktivitas yang sederhana dan cenderung
membosankan yang menimbulkan suatu kesadaran penuh akan
keterbatasan dan ketidakmampuan manusia. Pandangan manusia yang
pesimistik  scbagaimana adanya dan bukan scbagaimana yang kita
harapkan adalah suatu kenyataan yang sulit yang terdapat dalam inti

politik inicrnasional.
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Warga negara dalam sebuah negara berdaulat memiliki kekuatan sebagai
salah satu syarat berdirinya dan diakui oleh negara lain. Keluarga adalah unit
terkecil dari warga negara yang ada di negara berdaulat. Dengan pengertian
bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala
keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawabh
suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

2.2 Kelnarga

Salvicion dan Celis berpendapat bahwa di dalam keluargs terdapat dua
atau lebih pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan
atau pengangkatan, hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain
dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan
suatu kebudayaan.'®

Konsep Keluarga sebagai alat analisis untuk mengetahui kendala dalam
keluarga dimana keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan,
kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan
budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik. mental, emosional, serta sosial
dari tiap anggota keluarga.

Konsep keluarga yang lain diutarakan oleh Bailon dan Maglaya (1978)
bahwa keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah
tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling
berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan
menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

Dalam setiap keluarpa terdapat peranan yang mengikat diantara
individunya. Dimana peran keluarga menggambarkan perilaku antar pribadi, sifat,
kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Akan
tetapi peran pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari

keluarga, kelompok dan masyarakat.

" hupiwikipedia, Keluarpa-budaya, senin, 22 Noventher 2010
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Pendeskripsian peran yang ada dalam keluarga sebagai berikut;

1. Ayah, sebagai suami dari istri dan anak-anak memiliki peran sebagi pencari
nafkah, pendidik, pelindung danpemberi rasa aman. Dan sebagai kepala
keluarga, sebagai anggota dari suatu kelompok sosial serta sebagai anggota
masyarakat dari lingkungannya;

2. Ibu, sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya memiliki peran untuk mengurus
rumah tangga, sebagi pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan
sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagi anggota
masyarakat dari lingkungannya. Selain itu, ibu juga dapat berperan saebagi
pencari nafkah tambahan dalam keluarga;

L)

Anak-anak memiliki peran untuk melaksanakan peran psikosial sesuai dengan

tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Keluarga yang terbina dari sebuah pernikahan akan memiliki permasalah
sosial dalam lingkungannya. Pernikahan antar suku, budaya, dan bangsa sudah
menglobal saat ini. Pernikahan antar bangsa bukan hanya mempengaruhi individu
dalam berinteraksi antar budaya akan tetapi juga membawa individu dalam
berinteraksi antar hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Friedman berpendapat bahwa keluarga adalah dua orang atau lebih yang
disatukan oleh ikatan-ikatan kebersamaan dan ikatan emosional dan yang
mengidentifikasikan diri mereka sebagai bagian dari keluarga. Keluarga juga
adalah kumpulan dua atau lebih individu yang berbagi tempat tinggal atau
berdekatan satu dengan lainnya; memiliki ikatan emosi; terlibat dalam posisi
sosial; peran dan tugas-tugas yang saling berhubungan; serta adanya rasa saling
menyayangi dan memiliki. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah nomor 21
tahun 1994 Bab I ayat | dijelaskan mengenai pendeskripsian keluarga bahwa
keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau
suamj, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Persepsi Wilson tentang keluargapun berkembang menjadi  sebuah
pemahaman tentang interpretasi yang tinggi terhadap lingkungan manusia dan
mengolah proses informasi tersebut “Human interpret their surroundings on a
higher percive their word through information processing”. Sedangkan pendapat

Maramis, persepsi adalah daya mengenal barang, kualitas atau hubungan. dan
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perbedaan antara hal ini melalui proses mengamati, mengetahui, atau mengartikan

setelah pancainderanya mendapat rangsang.

J.J.Bechofen, seorang ahli hukum dari Jerman dan banyak mempelajari

bahan etnografi dari masyarakat-masyarakat di Asia, Afrika dan suku Indian di
Amerika memprakarsai sebuah teori yaitu teori tentang evolusi keluarga yang
dimuat dalam bukunya Das Mutter recht (1861). Menurut Bechofen bahwa di

seluruh dunia ini, evolusi keluarga berkembang melalui empat tahapan yaitu
sebagai berikut :

1. Tahapan Promiskuitas : di mana manusia hidup serupa scperti sekawan binatang

Ll

yang hidup berkelompck, laki-laki dan wanita berhubungan bebas sehingga
melahirkan keturuna tanpa ada ikatan. Pada tahapan ini, laki-laki dan
perempuan bebas melakukan hubungan perkawinan dengan yang lain tanpa ada
ikatan kelurga dan menghasilkan keturunan tanpa ada terjadi ikatan keluarga
seperti sekarang ini.

Lambat laun manusia semakin sadar akan hubungan ibu dan anak, tetapi anak
belum mengenal ayahnya melaikan hanya masih mengenal ibunya. Dalam
keluarga inti (ibu dan anaka) ibulah yang menjadi kepala keluarga dan yang
mewarisi garis keturunan. Pada tahapan ini disebut tahapan matriarchate. Pada
tahapan ini perkawinan ibu dan anak dihindari schingga muncullah adat
exogami

Sistem Patriarchate : dimana ayahlah yang menjadi kepala keluarga serta ayah
yang mewarisi garis keturunan. Perubahan dari matriarchate ke tingkat
patriarcahte terjadi karena laki-laki merasa tidak puas dengan situasi keadaan
sostal yang menjadikan wanita sebagai kepala keluarga. Sehingga para pria
mengambil calon istrinya dart kelompok-kelompok yang lain dan dibawanya ke
kelompoknya sendiri serta menetap di sana. Sehingga keturupannyapun tetap

menetap bersama mereka.

4. Pada tahapan yang terakhir, patriarchatc lambat laun hilang dan berobah menjadi

susunan kekerabatan yang discbut Bachofen susunan parental. Pada tingkai
terakhir ini perkawinan tidak sclalu dari luar kelopok (exogami) tetapi juga dari
dalam kelompok yang sama (endogami). Hal ini menjadikan anak-anak bebas

mengenal dan berhubungan [angsung dengan kelurga ibu maupun ayah.
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Teori evolusi keluarga dari JJ. Bechofen, juga diterapkan terhadap aneka
warna kebudayaan Indonesia oleh ahli Antropologi Belanda G.A Wilken (1847-
1891). Wilken dalam teori tentang evolusi perkawinan daﬂ keluarga berjudul Over
de primitive Vormen van het huwelifk en de Qosprong van het Gezin (1880-1881),
menecrangkan tentang tingkat-tingkat evolusi Bechofen mengenai promiskuitas,
mafriathhat, patriarkhat, dan keluarga parental yang terurai di atas, dengan banyak
bahan contoh yang di ambil terutama dari Indonesia.

Orang tua sebagai komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan
merupakan hasil dari sebush ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk
sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh
dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang
menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan pengertian orang tua di atas, tidak terlepas dari pengertian
keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar
telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-
anak.Menurut Arifin (dalam Suhendi, Wahyu, 2000:41) keluarga diartikan sebagai
suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang dihubungkan dengan
pertalian darah, perkawinan atau adopsi (hukum) yang memiliki tempat tinggal
bersama.Selanjutnya, Abu Ahmadi (dalam Suhendi, Wahyu, 2000: 44 -52),
mengenai fungsi keluarga adalah sebagai suatu pekerjaan atau tugas yang harus

dilakukan di dalam atau dilvar keluarga. Adapun fungsi keluarga terdiri dari:'

a. Fungsi Sosialisasi Anak.
Fungsi sosialisasi menunjuk pada peranan keluarga dalam membentuk
kepribadian anak. Melalui fungsi ini, keluarga berusaha mempersiapkan bekal
selengkap-lengkapnya kepada anak dengan memperkenalkan pola tingkah
laku, sikap keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai vang dianui oleh masyarakat
serta mempelajart peranan yang diharapkan akan dijalankan oleh mereka.
Dengan demikian, sosialisasi berartt melakukan proses pembelajaran terhadap

seorang anak.

" http-misdanilulumlido.comf2p=138, senin, 29 November 2010
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b.Fungsi Afeksi

Salah satu kebutuhan dasar manusia jalah kebutuhan kasih sayang atau rasa

cinta. Pandangan psikiatrik mengatakan bahwa penyebab utama gangguan

emosional, perilaku dan bahkan kesehatan fisik adalah ketiadaan cinta, yakni
tidak adanya kehangatan dan hubungan kasih syang dalam suatu lingkungan
yang intim. Banyak fakta menunjukan bahwa kebutuhan persahabatan dan
keintiman sangat penting bagi anak. Data-data menunjukan bahwa kenakalan
anak serius adalah salah satu ciri khas dari anak yang tidak mendapatkan
perhatian atau merasakan kasih sayang.

c. Fungsi Edukatif

Kelvarga merupakan guru pertama dalam mendidik anak. Hal itu dapat dilihat

dari pertumbuhan sorang anak mulai dari bayi, belajar jalan, hingga mampu

berjalan.
d. Fungsi Religius

Dalam masyarakat Indonesia dewasa ini fungsi di keluarga semakin

berkembang,  diantaranya  fungst keagamaan  yang  mendorong

dikembangkannya keluarga dan selurch anggotanya menjadi insan-insan
agama yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Model pendidikan agama dalam keluarga dapat dilakukan dengan berbagai

cara, yaitu:

1) Cara hidup yang sungguh-sungguh dengan menampilkan penghayatan dan
perilaku keagamaan dalam keluarga.

2) Menampilkan aspek fisik berupa sarana ibadah dalam keluarga.

3) Aspek sosial berupa hubungan sosial antara anggota keluarga dan
lembaga-lembaga keagamaan. Pendidikan agama dalam keluarga, tidak
saja bisa dijalankan dalam keluarga, menawarkan pendidikan agama,
seperti pesantren, tempat pengajian, majelis taklim, dan sebagainya.

e. Fungsi Protektif

Keluarga merupakan tempat yang nyaman bagi para anggotanya. Fungsi ini

bertujuan agar para anggola keluarga dapat terhindar dari hal-hal yang negatif.

Dalam setiap masyarakat, keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomis,

dan psikologis bagi scluruh anggotanya.
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f. Fungsi Rekreatif
Fungsi ini bertuyjuan untuk memberikan suasana yang sangat gembira dalam
lingkungan. Fungsi rekreatif dijalankan untuk mencari hiburan. Dewasa ini,
tempat hiburan banyak berkembang diluar rumah karena berbagai fasilitas dan
aktivitas rekreasi berkembang dengan pesatnya. Media TV termasuk dalam

keluarga sebagai sarana hiburan bagi anggota keluarga.

g. Fungsi Ekonomis
Pada masa lalu keluarga di Amerika berusaha memproduksi beberapa unit
kebutuhan rumab tangga dan menjualnya sendiri. Keperluan rumah tangga itu,
seperti seni membuat kursi, makanan, dan pakaian dikerjakan sendiri oleh
ayah, ibu, anak dan sanak saudara yang lain untuk menjalankan fungsi

ekonominya sehingga mereka mampu mempertahankan hidupnya.

h. Fungsi Penemuan Status
Dalam sebuah keluarga, seseorang menerima serangkaian status berdasarkan
umur, urutan kelahiran, dan sebagainya. Status/kedudukan ijalah suatu
peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi kelompok
dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Status tidak bisa dipisahkan
dari peran. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang

mempunyai status.

Secara nyata bahwa sebuah pernikahan/perkawinan yang dibentuk oleh 2
(dua) individu yang berbeda bangsa, budaya, dan mungkin agama akan
memberikan dampak bagi anak-anaknya secara psikologis dan psikis dalam
tumbuh kembang anak. Dan keadaan ini pun mempengaruhi sebuah negara dalam
membina hubungan dan menentukan kebijakan politiknya dalam hubungan
internasional dengan negara lainnya.

Anak dalam perkawinan beda bangsa ini memiliki status dalam hukum.
Menurut teori hukwin perdata internasional, untuk menentukan status anak dan
hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang
tuanya sebagai persoalan pendahuluan. Apakah perkawinan orang tuanya sah

sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan

Universi sia
Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011 ersitas indone



26

tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak lvar nikah yang hanya
memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Hal ini akan memicu isu gender yang kental dalam permasalahan
penerapan hukum yang berlaku. Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu tentang
istilah Gender. Konsepsi gender dipahami sebagai suatu perbedaan (differences)
antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya atribut personal. Pada masa ini
konsep gender sangat terkait erat dengan faktor fisik atau biologis. Perbedaan
karakteristik fisik antara laki-laki dan perempuan menciptakan konstruksi peran
dan fungsi sosial tertentu serta ekspektasi perilaku yang seharusnya ada atau
melekat pada Jaki-laki atau perempuan. Akibatnya, jenis kelamin sebagai sebuah
personal traits menghasilkan perbedaan peran sosial dan menentukan pembagian
kerja yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa memahami gender sebagai “perbedaan” tidak
lagi hanya terkait dengan hubungan personal tfapi juga strukiur sosial karena
perbedaan gender telah melegitimasi ketidaksetaraan sosial yang lebih
menghargai laki-laki daripada perempuan. Penyebab mengapa karakter maskulin
mendapat nilai atau stalus yang lebih tinggi daripada karakter feminitas tidak
hanya terkait dengan fakta perbedaan biologis tapi juga karena eksistensi struktur
sosial yang melembagakan kontrol laki-laki terhadap perempuan. Pada tahap
inilah perbedaan gender telah menciptakan ketidaksetaraan gender (gender
inequality} dalam sistem ekonomi, sosial dan politik.

Namun dalam perkembangannya, memahami persoalan ketidakadilan
gender tidak lagi cukup hanya dengan konsep gender yang sifatnya dikotomis
yaitu hanya melihat perbedaan laki-laki dan perempuan. Beberapa ilmuwan
menganggap bahwa konsepsi gender sebagai suatu “perbedaan™ antara laki-laki
dan perempuan seakan-akan melihat bahwa ketidaksetaraan dan ketidakadilan
terjadi hanya pada satu jenis laki-laki dan satu jenis perempuan. Maksudnya
adalah konsep terscbut mcﬁgarah pada generalisasi akan karakteristik laki-laki dan
perempuan serta tidak melihat keterkaitan atau relasi antara keduanva.

R.W Connell, misalnya. berargumen bahwa konsepsi yang cenderung
dikotomi ini tidak dapat menangkap kompleksitas gender dalam kehidupan

manusia. Konsep gender seharusnya juga mampu mengakomodir fakta akan
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keberagaman dalam laki-laki maupun perempuan dan tidak secara mudah
membuat dikotomi hanya antara dua jenis kelamin itu. Dalam konteks ini Connell
menyoroti pluralitas dalam maskulinitas. Connell berargumen bahwa karakter
maskulin tidaklah tunggal namun beragam dan terdapat hegemonic masculinity
sebagai salah satu karakter maskulin yang mendominasi dan menghegemoni
struktur dan sistem internasional sehingga memarginalkan karakter lainnya.

Oleh karena itu sekitar tahun 1960an Connell dan ilmuwan lain seperti Jill
Steans mengusulkan perubahan konsepsi gender dengan tidak lagi berkutat pada
isu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya dikotomis tapi lebih
melihat relasi gender (gender relations) antar keduanya. Lebih jelasnya, Connell
kemudian mendefinisikan gender sebagai “a matter of the social relations within
which individuals and groups act.” Steans juga mengartikan gender sebagai
“ideclogical and material relations™ yang eksis diantara laki-laki dan perempuan.
Kedua definisi ini menunjukkan bahwa konsepsi relasi gender tidak hanya

mencerminkan hubungan personal dan sosial tapi juga hubungan kekuasaan dan

simbolik.

2.3 Kebijakan

Kebijakan adalah alat untuk mencapai tujuan yang mencakup pedoman,
peraturan dan prosedur guna mendukung tujuan orgamisasi, kebijakan juga
merupakan pedoman pengambilan keputusan dan memberi jawaban atas situasi
rutin.

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang interaktif dan
kompleks, dalam pembuatan kebijakan perlu dipertimbangkan birokrasi, politik
dan kelompok kepentingan guna mendapat dukungan dalam proses pembuatan
maupun implementasi kebijakan dikemudian hari.

Surya Fermana (2009), “Pada dasarnya kebijakan publik menitikberatkan

pada publik dan masalah-masalahnya™.'® Kebijakan publik membahas soal

" hupikopittedashat. wordpress, comi2009:07. L1, senin, 08/11/2010

™ Surva Fermana. Kehijakan Publik: Sehuah Tinjauan Filosafis. Jogizkarta: Ar-Ruzz Mudiz, 2009,
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bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun {constructed) dan
didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakan dalam agenda kebijakan
dan agenda politik. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi tentang
bagaimana, mengapa dan efek dari tindakan aktif (action) dan pasif (inactior)
pemerintah. Atau kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh
pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan iersebut, dan apa akibat
dari tindakan tersebut .

Tujuan pengambilan kebijakan publik Laswel (1971), “tujuan
pengambilan keputusan dilandaskan pada keyakinan bahwa peran Negara adalah
mengelola ruang publik beserta permasalahannya dan menangani aspek-aspek
kehidupan sosial dan ekonomi yang tak lagi mampu ditangani oleh kekuatan
pasar”™.!?

Negara memiliki peran menciptakan kondisi dimana kepentingan publik
dapat terjamin, dan twjuan dari kebijakan publik dilandzskan kepada keyakinan
bahwa peran negara adalah mengelola ruang publik beserta permasalahannya dan
menangani aspek-aspek kehidupan.

Pembuatan keputusan tidak berakhir hanya pada kebijakan mengenai
permasalahan tertentu, namun mempunyai implikasi terhadap pelaksanaannya

guna mewujudkan tujuan dari pembuatan keputusan tersebut,

Kesalahan dalam pengetahuan (informasi) tentang bagaimana sebuah
kebijakan dilaksanakan, mempunyai konsekuensi langsung terhadap pencapaian
tujuan. Timbulnya inefisiensi dimana terdapat informasi yang salah atau tidak
terinformasikan dengan baik dan jelas ketika diketahui tidak tercapainya tujuan,
sehingga pelaksanaan perlu dievaluasi kembali supaya tujuan dapat kembali ke
arahnya.

Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tcntang kewarganegaraan ini mulai
diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006 dengan menitik beratkan pada masalah

subyek kewarganegaraan ganda terbatas. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006

¥ Parsons, Wasne. Public Policy: Pengansar Teori & Prakiik Analisis Kebijakan, hal, 6. Jakanar Kencana, 2008.
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lebih memberikan kesempatan bagi anak sebagai subyek kewarganegaraan ganda

terbatas dalam mengaktualisasikan dirinya dalam lingkungan sosialnya. Untuk itu

perlu peran orang tua dalam mengantarkan anak memantapkan aktualisasi dirinya

sebagai individu mandiri. Seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow

dalain teori kebutuhan manusia. Tahapan tertinggi dalam tangga hierarki motivasi

manusia dari Abraham Maslow adalah kebutuhan akan akiualisasi diri. Maslow

mengatakan bahwa manusia akan berusaha keras untuk mendapatkan aktualisasi

diri mereka, atau realisasi dari potensi diri manusia seutuhnya, ketika mereka telah

meraih kepuasan dari kebutuhan vyang lebih mendasarnya. Dengan

menggambarkan beberapa karakteristik yang ada pada manusia yang

mengaktualisasikan dirinya:

1. Kesadaran dan penerimaan terhadap diri sendiri

2. Keterbukaan dan spontanitas

3. Kemampuan untuk menikmati pekerjaan dan memandang bahwa pekerjaan
merupakan sesuatu misi yang harus dipenuhi

4. Kemampuan untuk mengembangkan persahabatan yang erat tanpa bergantung
terlalu banyak pada orang lain

5. Mempunyai selera humor yang bagus

6. Kecenderungan untuk merath pengalaman puncak yang memuaskan secara

spiritual maupun emosional

Teori Abraham Maslow kemudian dikembangkan oleh Carl Rogers
dengan teori pribadi terpusat. Dalam teori ini dijelaskan tentang konsep diri
kesemua aspck pemikiran, perasaan, serta keyakinan yang disadari oleh manusia

dalam konsep dirinya.'®

" hup:fwwwinfoskripsi comArticl Teori-Humanistik honl, Senin, /1172010 ).
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2.4 Faktor-Faktor Penting Dalam Penentuan Status Kewarganegaraan

A.

Faktor Internal Keluarga

Ekonomi Keluarga

Kata “ekonomi” berasal dari bahasa latin oikonomia yang
mengandung pengertian pengaturan rumah tangga. Rumah tangga
disini mungkin kecil seperti sebuah keluarga, mwngkin juga besar
seperti negara. Istilah ekonomi mula-mula berasal dari perkataan
Yunani. Oikos berarti rumah tangga, dan nomos berarti
aturan.Perubahan kata ekonomis menjadi ekonomi mengandung arti
aturan yang berlaku untuk memnuhi kebutuhan hidup dalam suatu
rumah tangga. ekonomi: Peraturan rumah tangga.Pengaturan demikian
bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Berbeda dengan hukum,
pengaturan melalui ekonomi di atas terbatas pada usaha-usaha manusia
untuk mencapai kemakmuran dengan menggunakan sumber daya
ekonomi yang tersedia secara lebih efisien dan produktif. Jadi, beium
berorientasi pada pencapaian keadilan dan kepastian hukum dalam
penggunaan sumber daya ekonomi terscbut yang dapat dilakukan
melalui hukum.

Ekonomi keluarga sangat berpengaruh dalam menciptakan
karakteristik keluarga seperti apa yang akan dibina dalam rumah
tanggga dengan ekonomi keluarga yang bersumber dari siapa dalam
anggota keluarga. Seorang bapak sebagai seorang kepala keluarga dan
sumber utama pencari penghidupan uatuk menunjang ekonomi
keluarga sangat dirasakan perannya dalam perekonomian keluarga.
Akan tetapi, seorang ibu pun tidak tertutup kemungkinan untuk
membantu perekonomian keluarga schagai pencari nafkah tambahan

penunjang perckonomian keluarga.

Pendidikan Kcluarga
Piaget (1954) yakin bahwa penyesuaikan diri (adaptasi}
dilakukan dalam dva cara yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi

(assimilation) terjadi ketika individu menggabungkan informasi baru
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ke dalam pengetahuan mereka yang sudah ada. Akomodasi
(accomodation) terjadi ketika individu menyesuaikan diri dengan
informasi baru.

Tarmudji (2001) berpendapat bahwa keluarga merupakan
lembaga pertama dan utama dalam kehidupan anak, tempat belajar dan
menyatakan diri sebagai mahluk sosial, karena keluarga merupakan
kelompok sosial yang pertama tempat anak dapat berinteraksi. Dari
pengalamannya berinteraksi di dalam keluarga ini akan menentukan
pula pola penolaku anak terhadap orang lain dalam lingkungannya.
Dalam pembentukan kepribadian seorang anak, keluarga mempunyai
pengaruth yang besar. Banyak faktor dalam keluarga yang ikut
berpengaruh dalam perkembangan kepribadian seorang anak, salah
satu faktor tersebut adalah pola asuh orang tua.

Pengasuhan ini berarti orang tua mendidik, membimbing, dan
mendisplinkan serta melindungi anak dengan norma-norma yang ada
dalam masyarakat. Dimana suatu tugas tersebut berkaitan dengan
mengarahkan anak menjadi mandiri dimasa dewasanya baik secara
fisik maupun psikologis (Andayani dan Kocntjoro, 2004)."?

Tidak ada kegiatan bangsa yang lepas dari peran pendidikan.
Bahkan dalam banyak hal peran pendidikan sangat menentukan untuk
dapat melakukan kegiatan yang bermutu. Sebab itm setiap bangsa
menjadikan pendidikan kegiatan utama dalam mengusahakan
kemajuannya. Dengan mengusahakan kemajuan sekaligus dibangun
kekuatan bangsa itu.

Pada dasarnya pendidikan dilakukan di lingkungan keluarga,
dalam masyarakat dan melalui sistem sekolah. Karena setiap manusia
bermula kehidupannya dengan dilahirkan ibunya dalam lingkungan
keluarganya, maka dapat dikatakan bahwa Pendidikan di Lingkungan

Keluarga menjadi landasan segenap usaha pendidikan sepanjang hidup

" hup:
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manusia. Celakalah satu bangsa yang tidak dapat menjaga kehidupan
keluarga yang teratur.

Pendidikan sudah harus dimulai sejak bayi masih dalam
kandungan. Makin tumbuh besar bayi itu makin banyak hal yang dapat
dilakukan untuk penyampaian nilai kehidupan. Juga makin banyék hal
dijadikan pengetahuan bayi agar daya pikirmya makin aktif. Makin
besar anak, makin banyak pengetahuan disampaikan kepadanya dan
makin banyak kemampuan ditumbuhkan. Bersama itu anak diberi
tanggungjawab yang harus dilaksanakannya. Kebiasaan memperoleh
kasih sayang ibu dan bapak membuat anak juga sanggup memberikan
kasih sayang kepada orang lain, baik kepada saudara-saudaranya
sendiri maupun kepada orang lain di luar keluarganya. Ketika
menginjak umur dewasa di atas 18 tahun pendidikan dalam keluarga
pada dasamya telah berakhir. Anak telah menjadi manusia dewasa.
Makin banyak pendidikan diperolehnya dari luar keluarga, baik dalam
masyarakat maupun di lembaga pendidikan. Meskipun begitu harus
terus dipelihara hubungan orang tuz dan anak yang dilandasi kasih
sayang, tauladan yang tepat dan komunikasi yang lancar untuk
mendiskusikan segala hal yang dirasakan perlu oleh anak. Namun
sekarang orang tua menempatkan diri sebagal penasehat anak dan
membiasakan anak mengambil keputusannya sendiri. 2

Peran penting keluarga dalam rangka mengcmbah misi-misi
pendidikan tidak bisa diabaikan. Di dalam keluarga tercermin jalinan
kasih dan cinta dalam mana ikatan emosional, darah dan kekerabatan
sangat mendominasi. Dengan demikian, keluarga merupakan cetak
biru (blue print} akan menjadi apa seorang anak kelak. Sebagian orang
secara tidak sadar mengatakan bahwa sebenarnya peran keluarga
adalah sckunder, alias hanya menjadi pelengkap saja. Sebab
pengetahuan forma! sudah mercka dapatkan di bangkue sckolahan.

Logika ini tidak saja keliru secara etis, tapi juga patut dipertanyakan

* hupe/fsavidiman. suryohadiprojo.com/?p=- 61 7, kamis. 25 Novemnber 2010

. . ) Universitas Indonesia
Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



33

pula pandangan moralnya terhadap keluarga. Yang logis, keluarga
justru merupakan institusi pendidikan pertama dan utama, kemudian
baru dilengkapi dengan nilai-nilai pengetahuan yang didapatkan dari
bangku sekolahan dan pengalaman yang didapatkan dalam berinteraksi
dengan lingkungan sosialnya.

3. DBudaya dalam Keluarga

Keluarga merupakan sebuah lingkungan pertama dimana sebuah
ajaran dan pandangan tentang kehidupan diajarkan, disosialisasikan
dan ditanamkan. Keluarga juga merupakan svatu wadah yang mana
suatu nilai diproses dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal
ini berlaku bagi masyarakat mana saja dan golongan sosial apapun.

Dalam sebuah teori sosiologi, yaitu teori struktural fungsional
disebutkan bahwa family is the basic unit of society. Jadi bila institusi
keluarga dalam sebuah masyarakat rapuh, maka rapuhlah masyarakat
itu. Para struktural-fungsionalis yang konservatif sangat percaya akan
pentingnya institusi keluarga dalam menciptakan kedamaian dan
kemakmuran masyarakat.”’

Suatu gagasan yang memiliki kekuatan untuk ditransformasikan
pada masyarakat juga berawal dari organisasi kecil yang terdiri dari
ayah, ibu dan anak-anak ini. Oleh karena itu kita bisa melihat betapa
pentingnya suatu keluarga dalam membentuk nilai-nilai yang beredar
dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dikenal sebagai budaya Jepang,
Amerika Serikat atau negara-negara di benua Eropa adalah nilai-nilai
yang berkembang dari keluarga-keluarga yang ada di sana. Demikian

pula dengan nilai-nilai yang ada di negara Indonesia.

! hinp-dww wjelajashhudava comikelugrgypenmaman-nilai-moral-dalum-kelugrea umi, kamis. 25 November 2010
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B. Faktor Eksternal Keluarga
4. Kondisi Sesial, Ekenomi, dan Politik Indonesia

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia sebagai salah satu
negara berdaulat yang diakui secara Internasional juga dipengaruhi oleh
kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di dunia Internasional.
Seiring dengan masuk dan berkembangnya globalisasi ke dalam tatanan
sosial, ekonomi, dan politkk di Indonesia maka berubahlah tatanan
sosial, ekonomi, dan politik dalam tatanan masyarakat Indonesia.

Xondisi masyarakat Indonesia yang ramah dan bertoleransi
terhadap agama, budaya, dan warga negara lain dengan bertoleransi
menerima semua perbedaan sebagai hal yang wajar ada dalam
bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Perbedaan itu bukan sebagai
suatu penghalang dalam berinteraksi, akan fetapi sebagai suatu
pandangan dalarn memperluas wawasan pengetahuan dan pergaulan
dengan dunia interpasional.

Letak Indonesia yang diapit oleh dua benua mengakibatkan
Indonesia berada di persimpangan dunia secara internasional. Seperti
halnya banyak pelaku bisnis dari benua Amerika, Eropa, dan Asia
lainnya jika hendak bepergian ke Australia, mereka harus transit terlebih
dahulu di Indonesia. Hal in@ juga yang membuat pelaku bisnis ini
tertarik untuk membuka dan melakukan usahanya di Indonesia sebelun
menuju benua Australia. Sistem perekonomian Indonesia yang bebas
dan aktif semakin menunjang masuknya investasi asing dalam
perekonomian Indonesia.

Masuknya investasi asing ke dalam perekonomian Indonesia tidak
terlepas dari situasi dan kondisi politik Indonesia. Karena keamanan dan
kenyamanan dalam berinvestasi sangat penting bagi pelaku bisnis untuk
menanamkan modalnya di Indonesia. Kondisi dan suasana politik di
Indonesia saat ini sudah masuk dalam tahap stabil. Kemudahan-
kemudzhan bagi investor asing pun semakin banyak. Kemudahan ini
dituiukan untuk semakin banyaknva investor asing vang menanamkan

modalnya di Indonesia untuk membantu perekonomian negara.
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Kebijakan/Hukum di Indonesia dan Negara lain

Kebijakan biasanya digambarkan sebagai prinsip atau aturan
untuk menuntun keputusan dan mencapai hasil rasional. Istilah ini
biasanya tidak digunakan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya
dilakukan, ini biasanya disebut sebagai prosedur atau protokol.
Sedangkan kebijakan akan berisi 'apa’ dan 'mengapa’, prosedur atau
protokol berisi 'apa', yang 'bagaimana’, yang 'mana’, dan 'ketika'.
Kebijakan ummumnya diadopsi oleh Dewan atau badan pemerintahan
senior dalam suatu organisasi dimana prosedur atau protokol akan
dikembangkan dan diadopsi oleh pejabat eksekutif senior.

Sebuzh kebijakan dapat dianggap sebagai "Pernyataan Intent"
atau "Komitmen". Untuk itu alasan setidaknya, kita bisa bertanggung
jawab atas kami "Kebyakan". Istilah ini mungkin berlaku untuk
pemerintah, organisasi sektor swasta dan kelompok, dan individu.
perintzh eksekutif Presiden , kebijakan privasi perusahaan , dan
parlemen aturan agar semua contoh kebijakan. Kebijakan berbeda dari
aturan atau hukum . Walaupun hukum bisa memaksa atau melarang
perilaku (misalnya suatn hukum yang mengharuskan pembayaran
pajak penghasilan), kebijakan hanya panduan tindakan terhadap
mereka yang paling mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau studi kebijakan juga dapat merujuk kepada proses
pembuatan keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi
berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan
memilih di antara mereka berdasarkan dampak mereka akan memiliki.
Kebijakan dapat dipahami sebagai politik, manajemen, keuangan, dan
mekanisme administratif diatur untuk mencapai tujuan cksplistt.
Kebijakan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara.

Status anak sccara hukum ditentukan oleh kebijakan yang
berlaku. Sebelum Undang-Undang No. 12/2006 berlaku Undang-
Undang No. 62/1958 tentang kewarganegaraan yang di dalamnya

mengatur tentang status kewargancgaraan anak dalam keluarga karena
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pernikahan kedua orang tuanya. Berdasarkan UU No. 62/1958 asas
vang dipakal adalah asas kewarganegaraan tunggal ius sanguinis
dengan mengikuti status kewarganegaraan berdasarkan keturunan,
bukan berdasarkan tempat kelahiran. Dan keturunan disini mengikuti
garis keturunan ayah.

Setelah diundangkannya UU No. 12/2006, maka UU no. 62/1958
dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam UU No. 12/2006 dijelaskan
bahwa status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari pernikahan
kedua orang tua yang berbeda negara dan sah dimata hukum (sesuai
kaidah yang ada dalam persyaratan formil pemikahan berdasarkan UU
No. 1/1974 dan diakui oleh kedua negara) dapat juga diakui sebagai
warga negara Indonesia. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya anak
subyek kewarganegaraan ganda terbatas mendapatkan
kewarganegaraan Indonesia saja, akan tetapi barus lebih dipahami
sebagai kelanjutan dari prosedur penentuan status sesuai UU No.
12/2006 yang tidak hanya sampai pada penerapan Peraturan
Pemerintah RI No. 2/2007 saja, akan tetapi lebih daripada pemberian
kepastian dalam pelaksanaan menentukan status bagi subyek

kewarganegaraan ganda lerbatas.

Jaminan Sosial di Indonesia dan Negara lain

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang
diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk
memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam
deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102
tahun 1952. Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial
vang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap
kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut,

. . 2
kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak. dan lain-tain.*?

= hupid.wikipediaorgiwikiZJaminan_sosiol, abu, 17 Movember 2010

Urniversitas Indonesia
Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



37

Jaminan sosial sebagai salah satu bentuk dari kebijakan sosial
yang diberikan oleh pemerintahan suatu negara terhadap warga
negaranya, Jaminan sosial yang diteriam oleh warga negara suatu
negara berbeda-beda. Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga
negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2.
Secara universal jaminan sosial dijamin oleh Pasal 22 dan 25 Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB (1948), dimana Indonesia ikut

- menandatanganinya. Kesadaran tentang pentingnya jaminan
perlindungan sosial terus berkembang, seperti terbaca ‘“Negara
mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat....”. 2

Perlindungan jaminan sosial mengenal beberapa pendekatan yang
saling melengkapi yang direncanakan dalam jangka panjang dapat
mencakup seluruh rakyat secara bertahap sesuai dengan perkembangan
kemampuan ekonomi masyarakat.
1.Pendekatan pertama adalah pendekatan asuransi sosial atau

compulsory social insurance, yang dibiayai dari kontribusi/ premi
vang dibayarkan oleh sctiap tenaga kerja dan atau pemberi kerja.
Kontribusi/ premi dimaksud selalu harus dikaitkan dengan tingkat
pendapatan/ upah vang dibayarkan oleh pemberi kerja.

2 Pendekatan kedua berupa bantuan sosial (soctal assistance) baik
dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai maupun pelayanan
dengan sumber pembiayan dari negara danbantuan sosial dan
masyarakat lainnya.

Indonesia sebenarnya juga sudah memulai program jaminan
sosialnya. Ada program Askes, yang dimulai pada tahun 1968 bagi
pegawai negeri dan penciima pensiun. Bagi masyarakat umum,
tersedia JPKM (Jaminan Pemeliharaan Keschatan Masyarakat), yang
terbentuk berdasar UU No 23/1992. Selain itu juga ada Taspen dan
Asabri, yang memberi jaminan pensiun dan hari wa kepada PNS dan

anggota TNI. Kemudian ada PT Jamsostek, yang memberi jaminan

** Indonesia, Perubahan UUD 43 tahun 2002, Pasal 34 avat 2
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kesehatan bagi pekerja, har tua, kematian, dan kecelakaan kerja.
Berbeda dengan PNS dan anggota TNI, pekerja swasta yang menjadi
peserta Jamsostek, jaminan pensiun, dan jaminan kesehatan purna
tugas, belum dapat diberikan. Hal ini, sudah tentu dapat menjadi
masalah sosial yang besar, oleh karena jumlah manula yang meningkat
drastis. Selain itu, sesuai dengan UU 11/1992, juga ada jaminan
pensiun berdasar UU Dana Pensiun, yang diselenggarakan oleh
Pemberi Kerja berdasar kepssertaan sukarela. Demikian juga tersedia
berbagai asuransi jiwa dan kesehatan komesial, baik PMDN maupun
PMA, berdasar UU No 2/1992 bagi masyarakat yang mampu.

_ o _ Universitas Indonesia
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BAB 11
METODE PENELITIAN

Pada bab ini dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam
rangka penulisan tesis, berupa operasionalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi
penentuan status kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas

dengan cara pendeskripsian masalah.

3.1 Pendekatan Penelitian
Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian, penulis melakukan
pendekatan penelitian dengan metode kualitatif. Prof. Dr. Sugiyono (2007),

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan
untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya
adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagail instrument kunci,
teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan

makna daripada generalisasi”.?

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami situasi, kejadian, peran
sekeloinpok orang maupun interaksi sosial tertentu sccara aktif. Pendekatan
penelitian kualitatif menurut John W. Creswell dalam Research Design,
menggunakan asumsi paradigma yang akan memberikan arah untuk merancang
seluruh tahap penelitian. Asumsi kualitatif didapat dari beberapa pf:nclekatan:23
1. Ontologi, mempertanyakan tentang sifat dari realita. Realita merupakan situasi

vang diciptakan oleh individu-individu yang terlibat dalam penelitian.
2. Epistomologis, mempertanyakan apakah hubungan peneliti dan yang diteliti.
3. Aksiologi, mempertanyakan apakah peran nilai.
4. Metodologi, mempertanyakan proses penelitiannya. Proses induktif fakior-

faktor pembentukan berlangsung secara timbal balik dan berkelanjutan.

 Sugiveno, Prof. Dr.; Metode Penelitian Koafilaif, hal, 1, 2007.

* Creswell, John W. Research Design: (ualitative, Quantitative, and Mixed Methods approaches. Page. 4-3; California;
Sage Publications, Inc, 2003.
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Alasan dilakukan penelitian kualitatif karena peneliti sebagai Pegawai
Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas pada Kantor Imigrasi Kelas I Depok
dengan penempatan pada seksi status keimigrasian yang sering mendapatkan
pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah kewarganegaraan
ganda terbatas, sehingga terdapat suatu interaksi vang bersifat alamiah,
humanistic serta interaktif dan dinamis. Menurut John W. Creswell, karakteristik
penelitian kualitatif antara lain:**

1. Penelitian kualitatif lebih bersifat alamiah karena pada umumnya mengambil
data primer. Para peneliti kualitatif sering kali harus langsung terjun ke
lapangan untuk memperoleh data serta informasi dari para obyek penelitian.
Hal ini diharapkan penelitian kualitatif yang sedang dilakukan dapat
memperoleh data serta informasi yang seakurat mungkin sesuai kondisi yang
ada.

2. Penelitian kualitatif bersifat humanistik serta interaktif. Dengan menggunakan
metode pengumpulan data yang bervariasi, dengan meiibatkan secara aktif
para responden, maka akan diperoleh data yang lebih akurat dan tingkat
sensitifitas yang tinggi terhadap permasalahan penelitian yang ada.

3. Peneliian kualitatif bersifat dinamis karena beberapa aspek penting dapat
muncul kemudian. Research questions dapat berubah dan diperbaiki sesuai
dengan kondisi di lapangan. Metode pengumpulan data juga dapat berubah.
Bahkan teori yang dijadikan sebagai landasan analisis dapat berkembang
sesuai dengan interpretasi yang ada di lapangan.

4. Penelitian kualitatif mencoba mengkaji permasalahan secara holistic-makro
analisis. Semakin kompleks dan interaktif maka semakin bagus kualitas

penelitian kualitatif terscbut.

3.2 Batasan Penelitian
Penelitian difokuskan kepada Penentuan Status Kewarganegaraan Bagi

Subyek Kewarganegaraan ganda terbatas yang sudah harus memilih

M Opeit. hat 181-182
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kewarganegaraan yaitu implementasi Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006
perihal Kewarganegaraan.

Penelitian dilakukan hanya pada faktor pertimbangan apa yang dihadapi
orang tua dan subyek kewarganegaraan ganda terbatas pada saat waktu yang telah
ditentukan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 berakhir. Dengan kata lain
bahwa faktor apa yang membuat seorang subyek yang sudah berumur 18 tahun
hingga 21 tahun masih belum menentukan pilihan dilihat dari data-data yang
diambil pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Administrasi Hukum
Umum melalui permohonan yang terdaftarkan pada Pelayanan Hukum Kantor
Wilayah kementerian Hukum dan HAM RI.

Dari data yang ada pada Direktorat Jenderal Imigrasi, peneliti
mendapatkan 40 (empat puluh) subyek kewarganegaraan yang telah berumur 18
tahun hingga 21 tahun yang terscbar di seluruh Indonesia. Data dari Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum sulit didapat secara akurat, karena masih
dicatatkan secara manual berdasarkan permohonan masuk dengan pencatatan
surat masuk pertahun. Keterbatasan ini yang membuat peneliti memutuskan untuk
mengambil informan dari subyek yang sudah masuk dalam usia akhir (>21 tahun)
menentukan dan menjelang menentukan (>18 tahun s/d <21 tahun). Peneliti hanya
dapat mewawancarai 5 keluarga subyek kewarganegaraan ganda terbatas sebagai

informan.

3.3 Operasionalisasi faktor-faktor

Konsep Keluarga sebagai alat analisis untuk mengetahui kendala dalam
keluarga dimana keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan,
kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan
budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial
dari tiap anggota keluarga. (Duvall dan Logan, 1986)

Konsep keluarga yang lain diutarakan oleh Bailon dan Maglaya (1978)
bahwa keluarga adatah dua aiau iebih individe yang hidup dalam salu rumak
tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling
berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan

menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.
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Konsep-konsep kelvarga di atas memiliki 2 (dua} faktor yang terdapat
dalam pengertian mempengaruhi kondisi dan keadaan keluarga. Faktor
pembentuk tersebut adalah:

1. Internal Keluarga;
2. Eksternal Keluarga.

TFabel 3.1
Operasionalisasi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Kondisi dan Keadaan Keluarga

No. Faktor yang mempengaruhi Sub-sub factor

1. {Internal Keluarga Ekonomi sebagai dasar sebuah
keluarga mencapai penghidupan yang
lebih baik dan lebih mapan

Pendidikan sebagal pengetahuan yang
harus dimiliki setiap anggota keluarga
yang ada dalam keluarga dan
pemahaman tentang UU No.12/2006
dan peraturannya.

Budaya sebagai ciri dari keberadaan
sebuah keluarga yang dibina dan
dibangun untuk memberikan karakter
dari anggota keluarga

2. | Eksternal Keluarga Kondisi sosial, ekonomi, dan politik
Indonesia untuk mengetahui sejauh
mana peran kondisi negara Indonesia
dalam  mempengaruhi  keputusan
individu dalam menentukan status
personalnya.

Hukum yang berbeda dalam kondisi
keluarga yang dibentuk oleh 2 (dua)
individu yang berbeda
kewarganegaraan dan proses dan
penentuan dengan perubahan peraturan
vang berlaku.

Jaminan sosial yang lebih baik dari
negara asing selain Indonesia yang
mempengaruhi keputusan yang harus
diambil ofeh anggota keluarga.
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3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif memerlukan beraneka ragam bentuk data sehingga
memakan waktu yang lebih lama. Menurut John W. Creswell (2003) secara garis
besar, metode pengumpulan data terbagi menjadi empat bagian:

1. Observasi: peneliti mencatat dalam catatan lapangan (fieldnotes) mengenai
prilaku dan kegiatan dar para responden di lapangan.

2. Interview: para peneliti bisa melakukan wawancara tatap muka dengan
responden, wawancara melalui telpon, maupun keterlibatan dalam focus group
discussion. Biasanya bentuk pengumpulan data seperti ini tidak terstruktur dan
menggunakan pertanyaan terbuka (open-ended questions).

3. Dokumen: Selama proses penelitian, peneliti dimungkinkan untuk
mengumpulkan berbagai dokumen yang dibutuhkan. Misalnya: koran, notulen
rapat, laporan resmi, catatan harian, surat-surat, dan lain-lain).

4. Bahan: bahan Audio-Visual: misalnya photo, barang scni, video tape, maupun

rekaman suara.

Tabel 3.2
Tehnik Pengumpulan Data Faktor-faktor
Faktor Sub-faktor Jenis Data Sumber Data Teknik
Pengumpulan
Internal Ekonomi Primer ¢ QOrangtua * Wawancara
Keluarga subyek
* Subyck
Pendidikan Primer ¢ Qrangtua o Wawancara
subyek
¢ Subyek
Budaya Primer ¢ Orangtua ¢ Wawancara
subyek
* Subyek
Eksternal Kondisi Primer/ e Dokumen ¢ Studi
Keluarga Indonesia Sckunder | o Orangtua dokumen
subyek * Wawancara
: * Subyek
Hukum  yang { Primer/ + Dokumen s Studi
Berbeda Sekunder . Omngtua dokumen
subyek * Wawancara
e Subvek
Jaminan Sosial | Primer/ ¢ Dokumen « Studi
Sekunder » Orangtua dokumen
subyek * Wawancara
* Subyek
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3.5 Studi Dokumen

Peneliti merupakan praktisi di bidang keimigrasian, memulai penugasan
sejak tahun 2000 dan pada tahun 2007 hingga saat ini bertugas dibidang Status
Keimigrasian yang mencakup penentuan status seorang warga negara asing yang
berada di wilayah Indonesia. Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009
bertugas di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Seksi Status Keimigrasian. Tahun
2009 sampai dengan sekarang, bertugas pada Sub Seksi Status Keimigrasian
Kantor Imigrast Kelas II Depok yang tugas pokoknya adalah melakukan
penelaahan dan penentuan status keberadaan orang asing di Indonesia, khususnya
yang berada di wilayah Kota Administratif Depok.

Dengan pengalaman tersebut peneliti berusaha menemukan jawaban dari
permasalahan ini. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, peneliti
melakukan Wawancara secara khusus langsung kepada subyek dan kelnarganya.
Penelitian dikhususkan pada subyek yang sudah masuk dalam batas yang telah
ditentukan oleh Undang-undang untuk menentukan status kewarganegaraannya.
Studi dokumen dilakukan dengan cara melihat dan mengamati bagaimana faktor-
faktor yang mempengaruhi subyek dalam mengambil keputusan untuk memilih.

Tabe! 3.3 menjelaskan pelaksanaan studi dokumen yang dilakukan.

Tabel 3.3
Studi Dokumen

No. Tempat Tanggal Faktor-faktor yang
diamati

1. Direktorat Jenderal Imigrasi 20 Oktober s/d | e Kondisi Indonesia

27 Qktober 2010 | » Hukum yang
berbeda

* Data Subyek
Kewarganegaraan
Ganda Terbatas

3

Direktorat Jenderal | 25 Oktober s/d | o Kondisi Indonesia

Administrasi Hukum Umum, 13 Nov 2010 o Hukum yang

subdit Kewarganegaraan berbeda

e Data Subyek
Kewarganegaraan
Ganda Terbatas
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3. Perpustakaan

Perpustakaan
Indonesia.

Direktorat { 22 Nov s/d 26
Jenderal Imigrasi dan
Direktorat Jenderal AHU serta

Universitas

Nowv 2010

¢ Kondisi Indonesia

e Hukum yang
berbeda

¢ Perkembangan
Undang-Undang
tentang
Kewarganegaraan

3.6 Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara selain mempermudah pengumpulan data melalui

wawancara bertujuan agar penelitian terfokus pada permasalahan yang sudah ada

dan sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Wawancara dilaksanakan di

kediaman subyek dan orang tua subyek, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat

Jenderal AHU, dan juga melalui email dan telepon ( subyek bertempat tinggal di

luar wilayah Jakarta ).

Tabel 3.4 berikut adalah pedoman waweancara untuk memperoleh data

yang dibutuhkan dalam penelitian.

Tabel 3.4

Pedoman Wawancara

Sub Faktor Informan Tanggal Tempat
Wawancara
Ekonomi
g"ﬁ A"l g;’]’“;"kMg 25 Okt2010 | Rumah  dari
Apa kegialan Anda? - R subyek
Apakah Anda merasa
. : Kelg. B/Lk, Hkg-Ind,
cukup . hidup di 19 Okt 1990, Jakarta 30 Okt 2010 | Lewat telephone
Indonesia secara
ekonomi? Lewat email
Apakah Keluarga Anda Kelg. C/Pr, Ind-Mly,
X . 20 Maret 1989 , .
cukup memenuhi Med 31 Okt 2010
kebutuhan hidup? cdan
Kelg. D/Pr, Ind-Aus,
24 Okt 1989, Bali 06 Nov 2010
28 Sept 1990, Padang ov=

Faktor yang...,
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Pendidikan Kelg. A/ Pr, Ind-Mly, | 250kt2010 | Rumah dari
30 Nov 1991, Jakarta subyek
Apakah anda
mengetahui tentang Kelg. B/Lk, Hkg-Ind, 30 Okt 2010
t)
kewarganegaraan’ 19 Okt 1990, Jakarta Lewat telephone
Bagaimana Kelg. C/Pr, Ind-Mly, .
pengetahuan anda | 20 Maret 1989 , 310kt 2010 | Lewatsumt
tentang Medan
kewarganegaraan
Indonesia?
Kelg. D/Pr, Ind-Aus, | 06 Nov 2010
24 Okt 1989, Bali
Apakah anda
mengetahui tentang UU
No.12/2006? Jelaskan! Kele. B/Lk. Ind-Mt
g » AN Y,
28 Sept 1990, Padang | 07 Nov 2010
Budaya Kelg. A/ Pr, Ind-Mly, | 25 Okt2010 | Rumah dari
30 Nov 1991, Jakarta subyek
Sejauh mana pengertian
anda tentang budaya Kelg. B/Lk, Hkg-Ind
- » 130 Okt 2010
Vi .
Indonesia? 19 Okt 1990, Jakarta Liewat telephone
Budaya negara mana b Kelg. C/Pr, Ind-Mly,
yang lebih dominan di | 20 Maret 1989 | 31 Okt 2010 | Lewatsurat
keluarga? Medan
Bagaimana  keluarga |y  Kelg. D/Pr, Ind-Aus,
anda mengatasi | 24 Okt 1989, Bali
perbedaan budaya ini? 6 Nov 2010
) Kelg. E/Lk, Ind-Mly,
Budaya yang seperti | g Sept 1990, Padang
apa yang anda - 07 Nov 2010
inginkan? Jelaskan'!
Kondisi Indonesia Kelg. A/ Pr, Ind-Mly, | 250kt2010 | Rumah dari
30 Nov 1991, Jakarta subyek
Kenapa keluarga anda
memilih  tinggal di Kelg. B/Lk, Hkg-Ind, | 34 okt 2010

Indonesia? Jelaskan!

19 Okt 1990, Jakaria

Lewat telephone
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Apakah anda merasa @ Kelg. C/Pr, Ind-Mly, |31 Okt2010 | Lewat surat
nyaman dengan 20 Maret 1989 ,
lingkungan sosial di Medan
Indonesia?
06 Nov 2010
Kelg. D/Pr, Ind-Aus,
Apakah anda merasa 24 Okt 1989, Bali
puas dengan kondisi
pemerintahan di
Indonesia? Kelg. E/Lk, Ind-Mly, | 97 Nov 2010
28 Sept 1990, Padang
Kebijakan/Hukum yang Brenda Koh Lay Yie, | 25 Okt2010 [ Rumah dari
berbeda Kelg. A/ Pr, Ind-Mly, subyek
30 Nov 1991, Jakarta
Apakah anda
mengetahui  tentang o Kelg. B/LK, Hkg-Ind,
perbedaan 19 Okt 1990, Jakarta | 30 Okt 2010 S
kebijakan/hukum yang
berlaku di Indonesia? e gl
Jelaskan! Kelg. C/Pr, Ind-Mly,
20 Maret 1989 , 31 Okt 2010
Medan
Apakah anda sudah
cukup memahami dan 06 Nov 2010
puas? Jelaskan! Kelg. D/Pr, Ind-Aus,
24 Okt 1989, Bali
Dengan adanya UU No.
12, Tahun 2006, | Kelg, G/Lk. Ing-Mly, | 97 Nov2010
bagaimana  tanggapan 28 Sept 1990, Padang
anda? Jelaskan!
Jaminan sosial Kelg. A/ Pr, Ind-Miy, | 25 Qkt2010 | Rumah dari
30 Nov 1991, Jakarta subyek
Apakah Negara lain
yang mengakui anak Kelg. B/Lk, Hkg-Ind, 30 Okt 2010

anda/anda sebagai

Warganegaranya
memberikan anda
jaminan sosial?
Jelaskan!

Apakah anda akan
kehilangan jaminan
sosial itu jika anda

19 Okt 1999, Jakarta

Kelg. C/Pr, Ind-Mly,
20 Maret 1989 |
Medan

Kelg. D/Pr, Ind-Aus,
24 Okt 1989, Bali

31 Okt 2010

06 Nov 2010

Lewat telephone

[.ewat surat

Faktor yang...
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menjadi warga negara

s, 0 ranl
Indonesia? Jelaskan! e Kelg. E/Lk, Ind-Mly,

28 Sept 1990, Padang | o7 nov 2010

Apakah anda terbantu
dengan jaminan sosial
yang anda
terima?Jelaskan!

Wawancara juga dilakukar kepada subyek kewarganeparaan ganda
terbatas yang telah menentukan statusnya melalui Kantor Wilayah Kememnterian
Hukum dan HAM yang datanya ada pada Bab I tabel 1.4; Kasubdit BKRI,
Direktorat Tatanegara, Direktorat Jenderal Adminisirasi Hukum Umum yang
diwakilkan oleh Kasi Pengujian dan Pemantauan, Kasi Pewarganegaraan Khusus,
dan  Kasubdit Status Keimigrasian Direktorat Ijin Tinggal dan Status
Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai narasumber yang memberi
wawasan bagi peneliti mengetahui faktor Ekstemal lainnya dalam keluarga yang
menjadi periimbangan lain bagi subyek kewarganegaraan gandz terbatas dalam

menentukan status kewarganegaraannya.

3.7 Tehnik Pengolahan Data

Hasil wawancara dinarasikan dan dikelompok-kelompokan berdasarkan
faktor-faktor yang diasumsikan mejadi pertimbangan bagi subyek dan orang tua
subyek kewarganegaraan ganda terbatas untuk menentukan pilihannya sampai

batas waktu yang ditentukan menurut Undang-Undang yang bertaku.

Tahapan pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, membaca

keseluruhan data, kemudian menganalisa, dan terakhir menginterpretasikan data
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dan hasil analisa ke dalam narasi. Untuk lebih memudahkan pemahaman Gambar
3.5 menjelaskan tahapan dalam pengolahan data penelitian.

Gambar 3.5
Tahapan Pengolahan Data

Organisasi Data

Interpretasi Dataden
Didalamnyatermasuk Membica Ke'sefumham ) Hasl Analisa datake
Data sehingga Melakukan Analisa .
merancang —> dipahami st D detai dalam beatuk narasi

itih ipahami arti ata secara detail gunamemudah}

wawancara, meml ssbenamya
matesi, menulis pemahaman

catatan lapangan

1. Mengorganisir dan menyiapkan data untuk analisis. Tahapan ini termasuk
merancang wawancara, memilih jnateri, menulis hasil wawancara, ataupun
memilih dan mengatur data menjadi beberapa tipe sestiai dengan sumber
informasi.

2. Membaca keselurchan data yang tersedia untuk mengerti dan memahami
keseluruhan data yang terkumpui.

3. Memulai melakukan analisa secara detail.

4. Meclakukan interpretasi data dengan benar.
Analisis dan Interpretasi Data

Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data digunakan dengan cara
mendeskripsikan data temuan di lapangan. Selain itu digunakan juga metode
narrative research yaitu pengalaman informan dalam menjalankan dan mengerti
tentang Undang«Undahg No. 12 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan yang
dikhususkan bagi Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang dituangkan
dalam bentuk narasi dan kemudian dianalisa. Hasil analisa juga dituangkan dalam
bentuk narasi dengan kesiapan Pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi subyek

ini dengan sistem pewarganegaraan yang ada di Indonesia.
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BABIV
HASIEL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini hasil dari penelitian lapangan maupun hasil dari studi
dokumen dinarasikan ke dalam tulisan berupa kutipan-kutipan hasil wawancara.
Kemudian hasil kutipan wawancara dari faktor-faktor yang mempengaruhi Subyek
Kewarganegaraan ganda terbatas dalam menentukan status kewarganegaraan ketika
batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang telah tiba.

4.1 Proses Penentuan Status Anak
4.1.1 Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1/1974
Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menikah di Indonesia
dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan antara dua orang yang di
Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan,
dikenal dengan Perkawinan Campuran (pasal 57 UU No. 1 tahun [974 tentang
Perkawinan). Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakitkan
menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syacat-syarat
perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon
mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan
sebagainya. (pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974).
Selain persyaratan di atas, ada beberapa surat lain yang juga harus

disiapkan, yakni:
a. Untuk calon suami

Calon suami yang berkewarganegaraan asing harus melengkapi surat-surat dari
daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus
menyerahkan “Surat Keterangan™ yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan
kawin dengan WNI. Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan:

o Fotokopt Identitas Diri (K'TP/passport)

+ Fotokopi Akte Kelahiran

» Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin;atau

» Akte Cerai bila sudah pernaly kawin; atau
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o Akte Kematian istri bila istri meninggal

o Surat-surat tersebut lalu diterjemabkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh
penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan
Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia.

b. Untuk calon is¢ri

Harus melengkapi diri dengan:

» Fotokopi KTP

+ Fotokopi Akte Kelahiran

» Data orang tua calon mempelai

¢ Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa calon tidak ada
halangan bagi anda untuk melangsungkan perkawinan

Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka perkawinan harus dicatatkan dan
ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku nikah)
oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan
oleh pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai
Rujuk. Sedang bagi yang Non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor
Catatan Sipil. Kutipan Akta Perkawinan yang telah didapatkan, masth harus
dilegalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta
didaftarkan di Kedutaan negara asal suami. Dengan adanya legalisasi itu, maka
perkawinan itu sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di
negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia

Beberapa konsekuensi yang harus diterima bila WNI menikah dengan
seorang WNA. Salah satunya yang terpenting vaitu terkait dengan status anak.
Berdasarkan UU Kewarganegaraan No. 12/2006, anak yang lahir dari perkawinan
seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan
seorang wanita WNA dengan pria WNI, kini sama-sama telah diakui sebagai warga
negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak

berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya.
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4.1.2 Berdasarkan UU No. 12/2006

Dalam UU No. 62 Tahun 1958 dirasa masih belum dapat mengakomodir
hak seorang ibu terhadap anak yang dilahirkannya dengan penuh perjuangan.
Untuk menjawab permasalahan ini, maka pemerintah mengundangkan Undang-
Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang lebih dapat
mengakomodir keinginan dari wanita Indonesia dan anak dalam perkawinan
campuran. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006, anak yang lahir dari perkawinan
seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan
seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara
Indonesia. Anak tersebuf akan berkewarganegaraan ganda , dan setelah anak
berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya.
Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun
setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.'

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini dalam
pelaksanaannya membagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas menjadi 2

(dua) krileria, yaitu:

I.Lahir sebelum Undang-Undang No.12 Tahun 2006 diundangkan pada 1
Agustus 2006;

2 Lahir sesudah Undang-Undang No.12 Tahun 2006 diundangkan pada 1
Agustus 2006.2

Hal ini menjadikan anak-anak atau subyek kewarganegaraan ganda yang
lahir sebelum Undang — Undang No. 12 Tahun 2006 diberlakukan, harus
mendaftarkan terlebih dahulu  keinginannya untuk menjadi warga negara
Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dimana subyek
tersebut berdomisili. Setelah itu yang bersangkutan juga harus melalui beberapa

rangkaian proscdur seperti menunggu Keputusan Menteri Hukum dan HAM atas

! Indonesia, ULJ Mo, ¥2 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pasal 6 ayat {3) dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah
Republik [ndonesia No. 2 Tahun 2007 tenlang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan. dan memperoleh kembali
kewargancgarzan RI pasal 60 ayat (1).

* Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.OY-HI.04.01 Tahun 2006 Huruf 13 butir 2 tentang tata cara
pendaftaran, pencatatan. dan pemherian fasilitas keimigrasian sehagai warga negara Indonesia vang berkewarganegaraan
zanda.
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permohonan yang telah diajukan dan menyampaikannya kepada Kantor Imigrasi
dimana yang bersangkutan berdomisili untuk mencabut berkas atau dokumen
keimigrasian yang tadinya menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah warga
negara asing. Dan memberikan kemudahan keimigrasian yang dinamakan affidafit
*(lembaran yang disisipkan di paspor asing yang dimiliki) yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan adalah subyek dari kewarganegaraan ganda terbatas.

Sementara itu bagi anak-anak atau subyek yang lahir setelah Undang-
Undang ini diberlakukan secara langsung mendapatkan status sebagai warga
negara Indonesia dengan dikeluarkannya akte kelahiran sebagai warga negara
Indonesia oleh kantor catatan sipil tempat dimana subyek berdomisili.

Sebagai subyek kewarganegaraan ganda terbatas paling lambat 3 (tiga)
tahun ‘setelah berusia 18 (delapan belas) tahun ataw sudah kawin harus
menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.® Ketika batas waktu yang
telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang
bersangkutan harus memilih dengan menyampaikan pemyataannya kepada
Pejabat atau Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.’
Dalam hal anak sebagaimana dimaksud memilih kewargancgaraan asing atau
tidak memilih salah satu kewargancgaraan, berlaku ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai orang asing dan diwajibkan untuk mengembalikan
keputusan, dokumen, atau surat lain yang membuktikan identitas anak sebagai
Warga Negara Indonesta dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk
memilih berakhir.” t

Proses menyampaikan pernyataan Kewarganegaraan bagi subyek
kewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 sebagai
berikut:

i. Subyek mengajukan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia melalui

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di wilayah subyek

berdomisili dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan;

* Opeit, Peomen Huk dan 1AM R.L
' Indoncsiz, Perauran Pemerinteh Republik Indonesia Nomwor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh,
Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegarasn Repubiik Indonesia, Pasal 60 ayvat (1),
5ors
“bid.
" {bid, Pasal 63 ayut (1) dan (2}

Universitas Indonesia
Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



54

2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kemudian meneruskan
kepada Direktorat Administrasi Hukum Umum, Kementerian Huokum dan
HAM untuk medapatkan keputusan dari Menteri Hukum dan HAM RI.

3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI disampaikan kepada subyek
melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tempat subyek
berdomisili;

4. Keputusan tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada Kantor
Imigrasi untuk pencabutan dokumen keimigrasiannya (KITAS/KITAP
beserta buku pengawasan orang asing/blue book).

Setelah Undang-Undang No. 12/2006 diundangkan dan diberlakukan
maka untuk pelaksanaan dibuatkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.
M.01-HL.03.01 Tahun 2006 dan selanjutnya Menteri Hukum dan HAM
mengeluarkan surat edaran Menteri untuk pelaksanaan ditingkat pelaksana
sebagai acuan. Surat edaran menteri ini diedarkan untuk memperjelas pelaksanaan
dari pemberian kemudahan bagi anak-anak yang mendapatkan kewarganegaraan
Indonesia karena Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Surac Edaran Menteri
Hukum dan HAM RI No. M.09-12.03.10 Tahun 2006 tentang Fasilitas
Keimigrasian bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang lahir
sebelum undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik

Indonesia.

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09-12.03.10 Tahun
2006 angka 3 huruf b dijelaskan bahwa anak yang telah mendapatkan Keputusan
Menteri tentang perolehan kewargancgaraan Republik Indonesia maka orang tua
atau wali dari anak yang bertempat tinggal di wilayah negara republik Indonesia
wajib melaporkan secara tertulis perolehan kewarganegaraannya kepada kantor

Imigrasi di wilayah anak bertempat tinggal.

Penjelasan di atas memperjelas haliwa bagi vang sudah mendapatkan
keputusan Menteri tentang perolehan kewarganegaraannya diwajibkan untuk
melaporkannya kepada Kantor Imigrasi. Dengan keteniuan dokumen keimigrasian

yang pernah dimiliki akan dicabut dan sebagai penggantinya akan diberikan
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keterangan yang dilekatkan (affidafit) pada paspor kebangsaan lain bahwa ”Yang
bersangkutan adalah subyek Pasal 4 huruf ¢, huruf d, huruf h, huruf 1, dan Pasal 5
Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia®.’

4.1.3 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indoncsia No. 2/2007

Surat edaran di atas semakin diperjelas dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah No. 2/2007 tentang tata cara memperoleh memperoleh, kehilangan,
pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia Bab
VI ketentuan lain Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal
65, dan Pasal 66. Pada Pasal 65 ayat (1) lebih dipertegas bahwa dalam hal anak
subyek kewarganegaraan ganda terbatas memilih kewarganegaraan asing atau
tidak memilih salah satu kewarganegaraan, maka berlaku ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai orang asing.

Dengan penegasan di atas, maka jelas terlihat bahwa ada kewajiban dari
anak subyek kewarganeparaan ganda terbatas dalam keterbatasan waktunya
memiliki 2 (dua) kewarganegaraannya. Kewajiban itu bukannya hanya kewajiban
administratif saja, akan tectapi juga kewajiban sosial dalam menentukan status
kewarganegaraannya dalam mengaktualisasikan dirinya di dalam tatanan hidup
nasional dan internasional.

Untuk mempertegas kembali pelaksanaan pemberian kemudahan bagi
subyek kewarganegaraan ganda terbatas maka Menteri Hukum dan HAM
mengeluarkan Peraturan Mneteri Hukum dan HAM No. M.80-HL.04.01 Tahun
2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fastilitas
Keimigrasian scbagai Warga Negara Indoncsia yang Berkewarganegaraan Ganda.
Untuk prosedur penentuan status kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan
dapat dilihat jelas pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-HL.03.01
Tahun 2006, akan tetapi Peraturan Menteri ini belum seluruhnya mengatur tata

cara memilih bagi subyek Kewarganegaraan ganda terbatas. Peraturan Menteri ini

* Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09-1L.04.01 Tzhun 2007 angks 4 herufl c lentang tala cam
pendaflaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas keiminrasian sebagal warga negara Indonesia yany berkewargancgaraan
ganda.
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hanya memberikan penjelasan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang
memilih tetap menjadi warga negara Indonesia, tidak dan belum ada pengaturan

yang jelas bagi subyek yang menanggalkan kewarganegaraan Indonesianya.

4.2 Faktor-faktor penting dalam pencntuan kewarganegaraan

Untuk dapat mewujudkan penelitian yang berjudul "Faktor yang menjadi
pertimbangan dalam penentuan Status Kewarganegaraan bagi Subyek
Kewarganegaraan Ganda Terbatas”, maka penting bagi peneliti unfuk
memperoleh pendapat dan tanggapan yang komprehensif dan aktual sesuai
dengan kondisi nyata obyek kajian, yaitu dalam hal ini subyek dari
Kewarganegaraan ganda terbatas dengan batasan telah berumur 18 tahun dan 21
tahun (mencapai batas akhir untuk menetapkan) dalam memahami arti kata
terbatas dalam hal yang bersangkutan menentukan status kewarganegarannya,
sehingga diperlukan wawancara sebagai bagian integral dan sekaligus merupakan
bagian yang menentukan dalam penarikan kesimpulan yang tercermin dalam

beberapa tuiuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

42.1 Keluarga A

A/fPr, lahir di Jakarta pada tanggal 30 November 1991 dari
pernikahan orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan. Ayah A
berkewarganegaraan Malaysia dan ibu berkewarganegaraan Indonesia. A
dan keluarganya tinggal di wilayah Jakarta Barat. Sejak lahir A sudah
mendapatkan kewarganegaraan Malaysia karena hubungan darah dengan
ayah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat itu, meskipun A lahir
di wilayah Indonesia. Sampai saat ini A masih memegang paspor
kebangsaan Malaysia dengan Nomor A16880543 yang berlaku s/d 08
Januart 2013 dan A mulai meaggunakan fasilitas affidafit (berdasarkan
UU No. 12/2006) scjak 27 Maret 2009,

Secara perekonomian keluarga, orang tua A cukup memenuhi
kebutuhan ekonomi untuk penghidupan di Indonesia khususnya Jakarta
scbagai tempat keluarga mereka meluangkan waktu untuk beraktifitas.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu dar A:
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"untuk masalah biaya hidup di Indowsia yang harus keluarga kami
keluarkan kami rasa cukup. Karena apa yang ada di Indonesia masih
dapat kami jangkau dengan penghasilan yang diperoleh suami saya.”

Ayah A sebagai seorang tenaga ahli asing yang bekerja di salah
satu perusahaan yang ada di Indonesia memberikan penghasilan kelvarga
yang mencukupi.

Dalam segi pendidikan, A mendapatkan dari bangku sekolah
bertaraf Internasional yang diarahkan orang tuanya. Dia dan keluarganya
mendapatkan informasi tentang kewarganegaraan Indonesia dari banyak
artikel di media-media Indonesia yang beredar, situs-situs di Internet, dan
petugas keimigrasian tempat mereka mendapatkan pelayanan keimigrasian
setiap kali mengurus perpanjangan ijin keimigrasian.Pendidikan tentang
kewarganegaraan bagi A saat ini hanya sampai sebatas mengetahui, seperti
yang diungkapkannyaj;

“saya mengetahui jika saat ini saya memilili 2 (dua) kewarganegaraan
karena orang I(ua saya mendafiarkan saya untuk memperoleh

kewarganegaraan Indonesia setelah saya memiliki kewarganegaraan
Malaysia sejak saya lahir.”

Kedua orang tua A memiliki kesamaan budaya. Ayah A adalah
warga negara Malaysia yang berasal dari budaya cina dan ibunya adalah
warga negara Indonesia dengan budaya cina. Budaya yang berada di
lingkungan keluarga mereka adalah budaya oriental.

Kondisi alam dan masyarakat Indonesia sudah terbiasa bagi
keluarga ini dalam beraktifitas. Meskipun sempat terjadi kerusuhan politik
pada tahun 1998 yang membuat keluarga ini hijrah ke Malaysia dan
kemudian memutuskan kembali ke Indonesia setelah dirasakan kondisi
sosial, ekonomi, dan politik kembali aman. Hal ini tersirat dari permnyataan
ibu dari A;

“ketika terjadi kerusuhan di Indonesia, khususnya Jakarta. Kami
sekeluarga mengungsi ke Malavsia. Hal ini kami Ilgkukan untuk
menyelamatikan keluarga kami. Namun setelah kondisi politik dan ekonomi

di Indonesia sudah dirasa aman, maka kami memnituskan kemball ke
Indonesia.”
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Orang tua A, khususnya ibu dari A merasa sangat berkepentingan
untuk mengetahui kebijakan/hukum apa yang akan berimbas bagi anaknya
nanti ketika A memasuki usia dewasa. Karena Ibu dari A tidak mengetahui
tentang hukum kewarganegaraan yang berlaku di negara tempat suaminya
berasal. Bagi Ibu A dengan adanya UU No.l2 Tahun 2006 membuat
keluarganya semakin mendapat kepastian hukum bagi anaknya dengan
mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Menteri dan
mendapatkan fasilitas ijin tinggal kemudahan Imigrasi (affidafit) dan hal
ini disetujui oleh ayah dari A sebagai kepala keluarga. Pada saat
mendapatkan kemudahan ini ibu dari A tidak terlalu terlibat, karena dia
banyak dibantu oleh pihak perusahaan tempat suaminya bekerja, seperti
yang diungkapkannya,

“saya banyak dibantu oleh pihak perusahaan tempat suami saya bekerja
dalam mengurus kepentingan ijin tinggal anak saya selama di Indonesia
hingga dia mendapatkan affidafit ini.”

Bagi keluarga ini selama berada di Indonesia mereka belum
merasakan secara nyata jaminan sosial yang diberikan oleh pcmerintah
Indonesia kepada mereka sebagai scorang warga negara asing ataupun

sebagai warga negara Indonesia yang diakui secara hukum.

Keluarga B

B/Lk, lahir di Hongkong pada tanggal 19 Oktober 1990 dari
permnikahan orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan. Ayah B
berkcwargancgaraan Hongkong SAR dan ibu berkewarganegaraan
Indonesia. B dan keluarganya tinggal di wilayah Jakarta Barat. Scjak lahir
B sudah mendapatkan kewargancgaraan Hongkong karena hubungan
darah dengan ayah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat itu dan
kelahirannya juga di Hongkong. Sampai saat ini B masih memegang
paspor kcbangsaan Hongkong dengan Nomor HAS074235 yang beriaku
s/d 26 October 2010 dan B mulai menggunakan fasilitas affidafit
(berdasarkan UU No. 12/2006) scjak 07 Apnl 2009.
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Secara perekonomian keluarga, orang tua B cukup memenuhi
kebutuhan ekonomi untuk penghidupan di Indonesia. Ayah B sebagai
seorang tenaga ahli asing yang bekerja di salah satu perusahaan yang ada
di Indonesia memberikan penghasilan keluarga yang mencukupi, seperti
yang diungkapkan oleh ayah dari B;

"sava rasa penghasilan saya sebagai pekerja asing di Indonesia cukup
untuk hidup keluarga saya. Dan saya senang tinggal di Indonesia.”

Dalam segi pendidikan, B mendapatkan dari bangku sekolah yang
diarahkan orang tuanya. Dia dan keluarganya mendapatkan informasi
tentang kewarganegaraan Indonesia dari banyak artikel di media-media
Indonesia yang beredar, situs-situs di Intemet, dan pegawai/karyawan
tempat orang tua B bekerja yang membantu pengurusan ijin tinggal
mercka. Pengetahuan tentang hukum dan pengertian warga negara, B
ketahui dari bangku sekolah, seperii yang diungkapkannya;

"Sekarang ini yang saya kelahui tentang kewarganegaraan dan warga

negara adaiuh pengeriian tentang kewarganegaraan dan warga negara
dari yang diajarkan oleh guru di sekolah saja.”

Kedua orang tua B memiliki kesamaan budaya. Ayah B adalah
warga negara Hongkong dan ibunya adalah warga negara Indonesia
dengan budaya cina. Budaya yang berada di lingkungan keluarga mercka
adalah budaya oriental. Memang ada sedikit perbedaan budaya oriental
yang berkembang di Hongkong dan Indonesia. Akan tetapi B lebih banyak
mendapatkan pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia dari Ibunya,

seperti diungkapkan B;

"saya sangat cfekat dengan ibu. Ibu banyak mengajarkan saya hal-hal
mengenai budaya Indonesia yang harus saya lakukan ketika berkumpul
dengan keluarga.”

Meskipun B dan keluarganya baru sejak tahun 2000 berada di
Indonesia, akan tetapi kondisi alam dan masyarakat Indonesia sudah
terbiasa bagi kcluarga ini dalam berakiifitas. Kelvarga ini merasa nyaman

tinggal di Indonesia setelah dirasakan kondisi sosial, ekonomi, dan politik
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kembali aman selain pekerjaan yang dilakukan oleh bapak dari B pun juga
berada di Indonesia.

Orang tua B, khususnya ibu dari B merasa sangat berkepentingan
untuk mengetahui kebijakan/hukum apa yang akan berimbas bagi anaknya
nanti ketika B memasuki usia dewasa dalam mata hukum. Karena Ibu dari
B tidak mengetahui tentang hukum kewarganegaraan yang berlaku di
negara suaminya berasal. Bagi Ibu B dengan adanya UU No.12 Tahun
2006 membuat keluarganya semakin mendapat kepastian hukum bagi
anaknya dengan mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan Keputusan
Menteri dan mendapatkan fasilitas ijin tinggal kemudahan Imigrasi
(affidafit) dan hal ini disetujui oleh ayah dari B sebagai kepala keluarga.

Bagi keluarga ini selama berada di Indonesia mereka tidak
mengetahui tentang jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah
Indonesia kepada mereka sebagai seorang warga negara asing ataupun
sebagai warga negara Indonesia yang diakui secara hukum. Mereka hanya
mengetahui bahwa pihak perusahaan telah mengurus semua perijinan
untuk kcberadaan mercka sebagai warga negara asing menjadi legal/sah

dan scsuai peraturan.

Keluarga dari C

C/Pr, lahir di Kvala Lumpur pada tanggal 20 Maret 1989 dari
pernikahan orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan. Ayah C
berkewarganegaraan Malaysia dan ibu berkewarganegaraan Indonesia. C
dan keluvarganya tinggal di kota Medan. Sejak lahir C sudah mendapatkan
kewarganegaraan Malaysia karena hubungan darah dengan ayah
berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat itu dan juga dikarenakan C
lahir pun di Malaysia. C mulai menggunakan fasilitas affidafit
(berdasarkan UU No. 12/2006) sejak 07 November 2008 dengan nomor
register 1G11GD0031-G.

Secara perckonomian keluarga, orang tua C cukup memenuhi

kebutulian ckonomi untuk penghidupan di Indonesia. Ibu C sebagai single
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parent (orang fua tunggal) atau orang tua bagi C yang bekerja mencari
nafkah untuk menunjang perekonomian keluarga.

Dalam segi pendidikan, C mendapatkannya dari bangku sekolah
yang arahkan orang tuzanya. Dia dan keluarganya mendapatkan informasi
tentang kewarganegaraan Indonesia dari banyak artikel di media-media
Indonesia yang beredar, situs-situs di Internet, dan petugas keimigrasian
tempat ibu dari C mendapatkan pelayanan keimigrasian setiap kali
mengurus perpanjangan ijin keimigrasian. € mulai memahami tentang
kewarganegaraan pada saat ibunya mengurus Kewarganegaraan

Indonesianya, seperti yang diungkapkannya;

“saya baru mulai mengetahui lentang kewarganegaraan ketika ibu saya
mengurus affidafit untuk diri saya, schingga saya sebagai warga negara
Malaysia juga warga negara [ndonesia hingga usia 21 tahun harus
memilih kewarganegaraan saya.”

Juga ditambahkan bahwa;

“dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia mungkin berbeda dengan
Yyang ada di Malaysia. Akan tetapi lingkungan sosial sangat berpengaruh
dalam pendidikan yang saya dapa: baik formal dan informal

Kedua orang tua C memiliki kesamaan budaya. Ayah C adalah
warga negara Malaysia dan ibunya adalah warga negara Indonesia
keturunan Melayu. Sejak perpisahan orang tuanya, C tinggal dengan ibu
dan keluarga ibu di Medan. Budaya yang berada di lingkungan keluarga
mereka adalah budaya Melayu. Budaya ini lah yang melekat di dalam

keseharian dari C, seperti pernyataannya,

“saya sangal bersyukur dapat tinggal di lingkungan masyarakat Indonesia

yang memiliki budaya yang beragam dan mercka semua sangat ramah.
Saya dibesarkun oleh ibu saya di Medan dalam linglungan budaya
Melayu. Saya sangat mencintai Indornesia.”

Kondisi alam dan masyarakat Indonesta membuat C merasa nyaman
berada di Indonesia dalam lingkungan orang yang dekat dan C kenal sebagai
keluarganya. Meskipun kondisi sosial politik Indonesia yang kurang nyaman
pun, C tetap memilih tinggal bersama ibunya. Pemyataan ini diperkuat

dengan pernyataan ibunya bahwa,
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“meskipun di Indonesia dibilang ekonomi sedang kalut, tapi bagi saya
pribadi lebih baik dan nyaman bagi saya dan anak saya untuk tinggal dan
berada di Indonesia.”

Orang tua C, khususnya ibu dari C merasa sangat berkepentingan
untuk mengetahui kebijakan/hukum apa yang akan berimbas bagi anaknya
nanti ketika C memasuki usia dewasa dalam mata hukum. Karena Ibu dari C
tidak mengetahui tentang hukum kewarganegaraan yang berlaku di negara
mantan suaminya berasal. Bagi Ibu C dengan adanya UU No.12 Tahun 2006
membuat dirinya semakin mendapat kepastian hukum bagi anaknya dengan
mendapatkan  kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Menteri  dan
mendapatkan fasilitas jjin tinggal kemudahan Imigrasi (affidafit) dan hal ini
sangat membantu dirinya juga untuk tidak harus terus menerus mengurus ijin
tingeal anaknya yang disponsorinya tinggal di Indonesia, seperti yang
diungkapkannya:

“untuk pengurusan itu, saya selaku orang tua harus mempersiapkan waktu
dan biaya supaya anak saya tidak terkena pelanggaran keimigrasian karena
saya sclaku orang tua dan sponsornya telat atau tidak mengurus ijin
tinggalnva.”

Ibunda C belum mnierasakan secara nyata jaminan sosial yang
diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada anaknya sebagai seorang warga
negara asing ataupun sebagai warga negara Indonesia yang diakui secara
hukum. Akan tetapi mengingat dia lah orang tua satu-satunya bagi anak yang

dilahirkannya, membuat ibu ini harus menanamkan rasa ingin menjadi warga

negara Indonesia ketika waktu yang difetapkan itu datang. Ibu dari C bertutur;

"Jika waktu untuk menetapkan kewarganegaraan bagi anatnya berdasarkan
Undang-Undang yang ada di Indonesia itu telah tiba, setidaknya anak saya
dapat memilih kewarganegaraan Indonesia tanpa terpaksa karena saya.”

Keluarga dari D

Drbr, lahir di Cairns pada tanggat 24 Oktober 1989 dari pernikahan
orang tuanya vang berbeda  Kewarganegaraan. Ayah D
berkewargancgaraan Ausiralia dan ibu berkewarganegaraan Indonesia. D

dan Kkeluarganya tinggal di Denpasar, Bali. Sejak lahir D sudah
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mendapatkan kewarganegaraan Australia karena hubungan darah dengan
ayah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat itu. Sampai saat ini D
masih memegang paspor kebangsaan Australia dan mulai menggunakan
fasilitas affidafit (berdasarkan UU No. 12/2006) sejak 19 September 2009
dengan nomor register 1G11E10015-G.

Secara perekonomian keluarga, orang tua D cukup memenuhi
kebutuhan ekonomi untuk penghidupan di [ndonesia khususnya Denpasar
sebagai tempat keluarga mereka meluangkan waktu untuk beraktifitas. D
sebagai seorang warga negara Australia yang bekerja dan tingpal di
Australia tetap memberikan penghasilan materi kepada keluarganya yang
berada di Indonesia. Akan tetap: tbunda D memiliki pendapat mengenai
pengalamannya, seperti yang diungkapkannya;

“Saya selalu mengurus perpanjangan ijin tinggal anak saya yang memiliki
paspor Australia untuk tinggal di Indonesia bersama saya. Setiap kali
perpanfangan saya harus mengurusnya hingga ke Kantor Wilayah
Departemen Hulkum dan HAM di wilayah Bali. Setiap kali perpanjangan

saya harus mengeluarkan sejumliah biaya dalam prosesnya. Hal ini
menyita wakiu dan biaya dalam setiap kali perpanjangannya.”

Dalam segi pendidikan, D mendapatkan dari bangku sekolah yang
diarahkan orang tuanya di Indonesia. lbunda D sebagai penjamin dari
keberadaan D mendapatkan informasi tentang kewarganegaraan Indonesia
dari banyak artikel di media-media Indonesia yang beredar dan petugas
keimigrasian tempat dia mendapatkan pelayanan keimigrasian setiap kali
mengurus perpanjangan ijin keimigrasian. D sendiri kurang memahami
tentang status kewarganegaraan, karena semua tentang dirinya diurus oleh

ibunya. Hal ini tergambar dari pernyataannya;

"ibu saya yang mengurus semua kebutuhan dan saya ini warga negara
Australia dan sekarang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.”

Namun ibunda D memiliki pendapat berbeda, seperti;

“saya memberikan pendidikan multikultural terhadap anak saya sebagai
persiapan anak saya bersosialisasi dengan dunia internasional. Bagi sayva
pendidikan itu penting. Meskipun anak saya mendapatkan pendidikan di
Indonesia, akan tetapi saya juga memberikan tambahan pengetahuan anak
sayu tentang negara asal ayahnya.”
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Kedua orang tua D) memiliki perbedaan dalam hal budaya. Ayah D
adalah warga negara Australia dengan khas budaya baratnya dan ibunya
adalah warga negara Indonesia dengan kekentalan budaya Bali.
Pengetahuan tentang budaya yang diajarkan dan diberikan keluarga
kepada D sebagian besar adalah budaya Bali, Indonesia. Hal ini mengingat
D tinggal bersama ibunya di Bali. Seperti yang diungkapkan D;

Yorang tua saya tidak sepihak memberikan pengetahuan tentang budaya
satu daerah saja. Mereka mengenalkan banyak budaya yang ada di dunia
dengan cara mereka. Meslipun saya merasa pribadi dan kehidupan saya
banyak dipengaruhi budaya Indonesia, khususnya Bali sebagai
lingkungan sosial saya.”

Kondisi alam dan masyarakat Indonesia yang kekeluargaan
menyebabkan ayah D memutuskan agar D tinggal bersama ibunya di Bali.
Meskipun kondisi sosial politik bangsa Indonesia dirasakan agak kurang
aman bagi anaknya, akan tetapi keputusan untuk membesarkan D di Bali
diambil dengan pertimbangan kondisi negara Indonesia tidak terlalu
berpengaruh di Bali.

Orang tua D, khususnya ibu dari D merasa sangat berkepentingan
untuk mengetahui kebijakan/hukum apa yang akan berimbas bagi anaknya
nanti ketika D memasuki usia dewasa dalam mata hukum. Karena Ibu dari
D tidak mengetahui tentang hukum Kkewarganegaraan yang berlaku di
negara suaminya berasal. Terungkap dalam pernyataan 1bunya;

“dulu rasa cemas saya sangal tinggi karena anak saya hanya diakui oleh
kewarganegaraan ayahnya saja.”

Bagi Ibu dari D dengan adanya UU No.12 Tahun 2006 membuat
keluarganya semakin mendapat kepastian hukum bagi anaknya dengan
mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Menteri dan
mendapatkan fasilitas ijin tinggal kemudahan Imigrasi (affidafit) dan hal
inl disetuyju oleh ayah dari D sebagal kepala keluarga. Karena dalam
keluarga ini tetap diberikan kebebasan bagi D dalam memilih kehidupan

vang akan dijalaninya nanti, sepertt diungkapkan oleh ibu dari D;
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“sava tidak akan mempengaruhi anak saya dalam menentukan
kewarganegaraannya nanii. Karena itu adalah keinginan anak saya. Dan
ketika dia hurus memilih, dia sudah siap untuk itu.”

Keluarga ini tidak merasakan secara nyata jaminan sosial yang
diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada anak mereka. Namun sebagai
seorang warga negara Australia, anaknya yang tingpal dan berada di
Indonesia masih mendapatkan tunjangan pendidikan yang didapat dari
pajak yang disetorkan oleh ayah D sebagal warga negara Australia yang
bekerja. Hal ini diungkapkan oleh ibu dazi D;

“anak saya mendapatkan jaminan pendidikan sebagai tunjangan keluarga
bagi warga negara Australia”

Keluarga dasi E

E/Lk, lahir di Padang pada tanggal 28 September 1990 dari
pernikahan orang tuanya yang berbeda kewargamegaraan. Ayah E
berkewarganegaraan Malaysia dan ibu berkewarganegaraan Indonesia. E
dan keluarganya tinggal di Padang, Sumatera Barat. Sejak lahir £ sudah
mendapatkan kewarganegaraan Malaysia karena hubungan darah dengan
ayah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat itu. Sampai saat ini E
masih memegang paspor kebangsaan Malaysia dan E mulai menggunakan
fasilitas affidafit (berdasarkan UU Ne. 12/2006) sejak 14 Oktober 2008
dengan nomor register 1G11QB0008-G.

Secara perekonomian kelvarga, orang tua E cukup memenuhi
kebutuhan ekonomi untuk penghidupan di Indonesia khususnya Padang
sebagal tempat keluarga mereka meluangkan wakiu untuk beraktifitas.
Ayah E sebagal seorang tenaga ahli asing yang bekerja di salah satu
perusahaan yang ada di Indonesia memberikan penghasilan keluarga yang
mencukupl.

Dalam segi pendidikan, E mendapatkan dari bangku sekolah yang
diarahkan orang tuanya. Dia dan keluarganya mendapatkan informasi
tentang kewargancgaraan Indonesia dari banyak artikel di media-media
Indonesia yang beredar, situs-situs di Internet, dan pelugas keimigrasian

tempat mereka mendapatkan pelayanan keimigrasian setiap kali mengurus
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perpanjangan ijin keimigrasian. Masalah kewarganegaraan yang
diketahuinya saat ini hanya sampai pada pemahaman tentang memiliki
kewarganegaraan ganda terbatas dan batas waktu menentukan. Terungkap
dalam pernyataannya;

“saya sudah mengetahui tentang kewarganegaraan ganda terbatas yang
saya miliki saat ini dan batas waktu yang saya miliki untuk nanti

menentukan kewarganegaraan saya. Akan tetapi sayua tidak mengetahui
dengan jelas tentang proses untuk menentukan itu bagaimana?.”

Kedua orang tua E memiliki kesamaan budaya. Ayah E adalah
warga negara Malaysia dengan budaya cina dan ibunya adalah warga
negara Indonesia yang berbudaya tionghoa. Budaya yang berada di
lingkungan keluarga mereka adalah budaya oriental. Hal ini bukan suatu
hal yang sulit bagi E untuk bersosialisasi dengan lingkungan disekitarnya.

Kondisi alam dan masyarakat Indonesia sudah dapat memberikan
kenyamanan keluarga ini dalam beraktifitas. Kondisi sosial, ekonomi, dan
politik Indonesia yang kurang stabil terkadang membuat mereka merasa
kurang nvaman. Akan tetapi hal ini tidak terlalu membuat panik.

Orang tua E, khususnya ibu dari E merasa sangat berkepentingan
untuk mengetahui kebijakan/hukum apa yang akan berimbas bagi anaknya
nanti ketika E memasuki usia dewasa dalam hukum. Karena Ibu dari E
tidak mengetahui tentang hukum kewarganegaraan yang berlaku di negara
suaminya berasal. Bagi Tbu E dengan adanya UU No.12 Tahun 2006
membuat keluarganya semakin mendapat kepastian hukum bagi anaknya
dengan mendapatkan kewargancgaraan berdasarkan Keputusan Menteri
dan mendapatkan fasilitas ijin tinggal kemudahan Imigrasi (affidafit) dan
hal ini disetujui olch ayah dari E sebagai kepala keluarga.

Bagi keluarga int selama berada di Indonesia mereka belum
merasakan sccara nyata jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah
kepada mereka sebagai seorang warga negara asing ataupun sebagai warga
negara Indonesia yang diakui sccara hukum. Sampai dengan saat ini E
masih menjadi warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia dengan

memperoleh jaminan sosial berupa jaminan pendidikan.
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4.3 Analisis keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi pencntuan status

kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas

Dalam penelitian ini peneliti mendeskriptifkan hasil wawancara sebagai
suatu hasil penelitian dan menganalisanya dan kemudian mengnyinkronkan
dengan hasil wawancara yang dilakukan pada pelaksana yang berkaitan langsung
dengan pelaksanaan kebijakan mengenai Kewarganegaraan ganda terbatas.

Pengertian bahwa dalam keluarga terdapat dua atau lebih pribadi yang
tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan,
hidup dalam satv rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam
perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu
kebudayaan dan di dalam setiap keluarga terdapat peranan yang mengikat
diantara individunya dan menggambarkan perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan
yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Akan tetapi
peran pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari
keluarga, kelompok dan masyarakat.

Pendeskripsian peran yang ada dalam keluarga sebagai berikut;

1. Ayah, scbagai suami dari istri dan anak-anak memiliki pcran sebagi
pencari nafkah, pendidik, pelindung danpemberi rasa aman. Dan sebagai
kepala keluarga, sebagai anggota dari suatu kelompok sosial serta
sebagal anggota masyarakat dari lingkungannya;

2. Ibu, sebagai istrl dan ibu dari anak-anaknya memiliki peran untuk
mengurus rumah tangga, sebagi pengasuh dan pendidik anak-anaknya,
pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta
sebagi anggota masyarakat dari lingkungannya. Selain itu, ibu juga
dapat berperan saebagi pencart nafkah tambahan dalam keluarga;

3. Anak-anak memiliki peran untuk melaksanakan peran psikosial sesuai
dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan

spiritual.

Dari pengertian di atas dapat digambarkan mengenai dukungan keluarga
dalam mengantar anak menuju proses pendewasaan diri. Bentuk dukungan

keluarga itu dapat diberikan dalam beberapa bentuk, vaitu (Friedman (1998):
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a). dukungan informasional;
b). dukungan penghargaan;

c). dukungan instrumental; dan
d). dukungan emosional

Dukungan sosial keluarga dapat berupa dukungan sosial keluarga internal,
seperti dukungan dari suamifistri, atau dukungan dari saudara kandung atau
dukungan sosial keluarga eksternal bagi keluarga inti (dalam jaringan kerja sosial
keluarga). Sebuah jaringan sosial keluarga secara sederhana adalah jaringan kerja
sosial keluarga itu sendiri (Friedman, 1998).

Delapan fungsi keluarga menurut Abu Ahmadi terdiri dari:

a. Fungsi Sosialisasi Anak.
b. Fungsi Afeksi

c. Fungsi Edukatif

d. Fungsi Religius

e. Fungsi Protektif

{. Fungsi Rekreatif

g. Fungsi Ekonomis

h. Fungsi Periemuan Status

Adapun fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah / PP Nomor 21
tahun 1994 BAB 1 pasal 1 ayat 2 ada beberapa di antaranya adalah:

1) Fungsi Cinta kasih yaitu dengan memberikan landasan yang kokoh terhadap
hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya
serta hubungan kekerabatan antar generasi, schingga keluarga menjadi wadah
utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin. Cinta
menjadi pengarah dari perbuatan-perbuatan dan sikap-sikap yang bijaksana.

2) Fungsi Melindungi, yaitu menambahkan rasa aman dan kehangatan pada setiap
anggota keluarga. Pemenuhan kebutuhan nutrisi yang sesuai dengan usia anak
juga mutlak dilakukan. Oleh karena penting sekali peran keluarga terhadap

anak usia sekolah.
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Pemikahan yang terjadi antara 2 (dua) individu yang berbeda
kewarganegaraan, bukan hanya mempengaruhi status anak dalam hukum. Banyak
faktor yang mempengaruhi status anak mereka di kemudian hari seiring dengan
perkembangan mereka di lingkungan sosial mereka.

Konsep Keluarga sebagai alat analisis untuk mengetahui kendala dalam
keluarga dimana keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan,
kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan
budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial
dari tiap anggota keluarga.

Konsep keluarga yang lain diutarakan oleh Bailon dan Maglaya (1978)
bahwa keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah
tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mercka saling
berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan
menciptakan serla mempertahankan suatu budaya.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan terhadap 5 orang subyek dan orang
tua mereka, peneliti mendapatkan bahwa ada beberapa faktor yang penting dalam
mempengaruhi subyek menentukan statusnya, yattu:

1. Ekonomi,
Pendidikan;
Budaya;
Kondisi Negara;
Kebijakan/Hukum yang berbeda;

Jaminan Sosial.

S S

4.3.1 Ekonomi Keluarga

Peran eckonomi dalam memberikan kontribusi  bagi  subyek
kewarganegaraan ganda terbatas dalam menentukan statusnya sangat penting.
Sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2006, bagi anak pernikahan beda negara
dengan ayah berkebangsaan asing vang dicatatkan formal pada catatan sipil
pemerintah Republik Indonesia secara yuridis menurut UU No. 62/1958
dinyatakan sebagai warga negara asing mengikuti kebangsaan ayahnya. Sehingga

anak atau subyek ini diharuskan memiliki ijin tinggal untuk keberadaannya di
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Indonesia. Hal ini dirasakan oleh orang tua dari subyek kewarganegaraan ganda
terbatas sewaktu anak-anak mereka masih berstatus sebagai warga negara asing.
(merujuk sub bab hasil penelitian, pernyataan dari oleh ibunda dari D dan oleh
ibunda dari C).

Hal di atas terjadi ketika Undang-Undang No.62 Tahun 1958 masih
berlaku dalam penerapannya. Dimana anak yang lahir dari pemnikahan kedua
orang tuanya secara sah dan mendapatkan kewarganegaraan asing mengikuti garis
keturonan ayahnya (asas ius sanguinis) maka anak yang berstatus warga negara
asing karena diakui oleh negara lain itu dan memiliki paspor kebangsaan lain
mengharuskan mereka memiliki ijin tinggal setiap kali mereka {(anak) berada di
wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu dan telah ditentukan.

Untuk biaya keimigrasian dalam pengurusan ijin tinggal sudah ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah No. 38/2009 tentang peneraan biaya-biaya
Keimigrasian Pendapatan Negara Bukan Pajak. Hal ini dapat terlihat dari fungsi
keluarga secara ekonomis bahwa keperluan rumah tangga itu, seperti seni
membuat kursi, makanan, dan pakaian dikerjakan sendiri oleh ayah, ibu, anak dan
sanak saudara yang lain untuk menjalankan fungsi ekonominya sehingga mercka
mampu mempertahankan hidupnya.

Sejak  diundangkannya Undang-Undang WNo. 12/2006 tentang
Kewarganegaraan maka semakin mudah dan tidak berat secara segi ekonomi,
karena bagi anak-anak dari kasus di atas dapat mengajukan permohonan
mendapatkan status .warga negara Indonesia dengan status warga negara ganda
terbatas sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007. Setelah mendapatkan
status kewarganegaraan ganda terbatasnya maka anak akan dibebaskan dari
memiliki ijin tinggal yang harus diajukan di Kantor Imigrasi tempat mereka
tinggal dengan melaporkannya kepada Kantor Imigrasi tentang Surat Keputusan
Menteri Hukum dan HAM yang dimiliki.

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa dari segi ekonomi keluarga mereka
dapat lebih ringan dan aman, karenz status anak mercka yang sudah
berkewarganegaraan ganda terbatas sehingga perlakuan yang diberikan ncgara
kepada mercka sama dengan yang diberikan kepada warga negara Indonesia

lainnya. Seperti halnya mereka tidak harus memiliki ijin tinggal untuk berada di
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Indonesia juga tidak diharuskan mengajukan dan memiliki ijin keluar dan masuk

kembali ke wilayah Indonesia (Re-entry permit).

4,3.2 Pendidikan Keluarga

Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik anak. Hal itu dapat
dilihat dari pertumbuhan sorang anak mulai dari bayi, belajar jalan, hingga
mampu berjalan.

Dalam aktivitas sehari-hari ada enam faktor pendidikan yang dapat
membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Adapun keenam faktor
pendidikan tersebut, meliputi :

a. faktor tujuan

b. faktor pendidikan

c. faktor peserta didik

d. faktor isi / materi pendidikan
e. faktor metode pendidikan

f. faktor lingkungan

Pendidikan yang dimiliki oleh orang tua subyek kewarganegaraan ganda
terbatas juga berpengaruh terhadap pendidikan dan tingkat pemahaman subyek
sebagai seorang individu yang menuju tahap dewasa dan menentukan statusnya
sebagai seorang warga negara.

Orang tua berusaha untuk memberikan pendidikan yang baik untuk anak-
anak mereka. Pendidikan itu bukan hanya yang didapat secara formal akan tetapi
pendidikan yang didapat secara informal dari lingkungan sekitar. Orang tua dari
subyek kewarganegaraan ganda terbatas tersebut memilih metode pendidikan
tersendiri yang diterapkan dan diberikan kepada anak-anak mereka.- Hal ini
terungkap dalam pernyataan yang diutarakan olch ibu dari D dan C pada sub bab
hasil penelitian.

Sesuai isi dart UUD 1945, BAB XIII, Pasal 31 ayat (1) bahwa tiap-tiap
warga negara berhak mendapat pengajaran dan pada ayat (2) disebutkan bahwa
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran

nasional, yang diatur dengan undang-undang. Tujuan dari pendidikan yang
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diberikan dan diselenggarakan negara adalah untuk mencerdaskan dan
menanamkan rasa cinta dan bela negara.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dan anak-anak
subyek kewarganegaraan ganda terbatas mendapatkan surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM R.I. mengenai pemberian Kewarganegaraan R.I berdasarkan
pasal 4 huruf c, d, h, dan 1 serta pasal 5 dan pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006 dan
isi dari Pasal 31 ayat (1) membuat mudah bagi subyek dan keluarganya dalam
mendapatkan ijin belajar di Indonesia dengan perlakuan yang sama dengan warga
negara Indonesia lainnya. Dan dari segi pengawasan keimigrasian dirasakan
sangat membantu menentukan aktifitas atau kegiatan apa yang akan dilakukan
anak saat berada di Indonesia dengan ijin tinggal yang dimilikinya.

Fakior pendidikan juga menjadi salah satu hal penting bagi subyek-subyek
ini untuk mengerti dan memahami hukum dan status mereka saat ini dan
dikemudian hari. Pendidikan yang dimiliki oleh orang tua subvek
kewarganegaraan ganda terbatas juga berpengaruh terhadap pendidikan dan
tingkat pemahaman subvek sebagai seorang individu yang menuju tahap dewasa
dan menentukan statusnya sebagai seorang warga negara.

Pendidikan vang diharapkan juga dapat diberikan pemerintah Indonesia
bagi warga negaranya yang merupakan suatu hal yang penting bagi pendidikan
anak bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempertebal rasa

kebangasaan sesuai yang diamanatkan dalam pembukaan JUD 1945.

4.3.3 Budaya dalam Kcluarga

Budaya timur yang kental dalam sistem sosial masyarakat Indonesia
sangat berkaitan erat dengan proses penentuan status anak-anak sebagai subyek
nikah campur orang tua mercka. Budaya menjadi teramat penting ketika subyek
ini harus berinteraksi sccara sosial terhadap lingkungannya.

Alice berpendapat bahwa lingkungan di Bali yang sarat akan budaya dan
adat istiadat dalam kehidupan schari-harinya sangat berpengaruh  dalam
pandangan hidupnya. Meskipun dalam keluarganya tidak ada keharusan untuk
memilik budaya mana yang akan saya pilih. (merujuk pendapat D dalam sub bab

hasii penelitian)
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Pendapat berbeda diungkapkan oleh C (merujuk pendapatnya dalam sub
bab hasil penelitian) dimana C merasakan kecintaannya sebagai warga negara
Indonesia dengan mengetahui dan mengenal budaya Indonesia.

Faktor budaya yang berbeda yang tumbuh di dalam keluarga tempat para
subyek ini tumbuh dan berkembang juga memiliki peran sangat peniing. E.B.
Taylor mendefinisikan budaya sebagai “keseluruhan kompleks yang meliputi
pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-
kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh anggota-anggota suatu
masyarakat.” dalam hal ini setitap kelompok budaya menghasilkan jawaban-
jawaban khususnya sendiri terhadap tantangan-tantangan hidups. Budaya juga
menetapkan aturan-aturan bagi anggotanya, seperti yang diutarakan oleh
aniropolog Ina Brown yang berpendapat bahwa orang-orang dalam budaya yang
berbeda merasa senang, berkepentingan, jengkel, atau malu tentang hal-hal yang
berbeda karena mereka mempersepsikan situasi-situasi berdasarkan premis-premis
yang berbeda pula.’

Budaya yang berkembang dalam lingkungan tumbuh dan berkembang dari
subyek kewarganegaraan seperti halnya yang berkembang di lingkungan keluarga
mereka sangat berpengaruh besar dalam membentuk rasa berbudaya atau karakter

budaya seperti apa yang akan muncul dalam kehidupan mereka secara pribadi.

4.3.4 Kondisi Sesial, Ekonomi, dan Politik Negara

Kondisi suaty negara sangat berpengaruh dalam memberikan jaminan
keamanan bagi warga negaranya. Hal ini tidak bedanya dengan memberikan suatu
kenyamanan dalam menjalankan kehidupan bersosial.

Bagi ibunda C, kondisi negara Indonesia yang dalam segi Ekonomi saat ini
memang terasa sulit akan tetapi tetap terasa kalau tinggal di Indonesai lebih
nyaman. Hal ini terpetik dalam ungkapannya dalam sub bab hasil Ipencitian.

Berbeda dengan pendapat yang diutarakan oleh ibu dari A dalam subbab
hasil penelitian bahwa pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi dengan

puncaknya tahun 1998, mereka sempat membawa dan memindahkan A ke

® Muhana, Deddy. DR.MA dan Rakbmat Jalzluddin. DRS.MA, Komuaikasi antarbudava, cetakan 10, (Bandung: PT,
REMASA ROSDAKARYA. Seprember 20063, hal. 56.
" Qpeit, hal 61
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Malaysia. Karena mereka takut dengan kondisi sosial politik Indonesia pada saat
itu. Sefelah keadaan aman dan suaminya memutuskan untuk kembali bekerja di
Indonesia, keluarga mereka mulai berkehidupan kembali di Indonesia.

Faktor kondisi negara Indonesia kurang banyak mempengaruhi keputusan
mereka dalam menentukan status mereka untuk memilih atau tidak
kewarganegaraan Indonesia. Selama mereka merasa nyaman berada dan menetap
di wilayah Indonesia, hal itu akan membuat mereka nyaman untuk hidup di
Indonesia.

Kondisi suatu negara sangat berpengaruh dalam memberikan jaminan
keamanan bagi warga negaranya. Hal ini tidak bedanya dengan memberikan suatu
kenyamanan dalam menjalankan kehidupan bersosial.

Perasaan nyaman yang diberikan oleh keluarga dalam fungsi afektifnya
memiliki peran penting dalam membentuk perasaan aman bertempat tinggal di
wilayah atau di terupat mereka merasakan keadaan nyaman dan aman. Dengan
kata lain sesuai fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah / PP Nomor 21
tahun 1994 BAB I pasal 1 ayat 2 dalam fungsi Melindungi dengan menambahkan

rasa aman dan kehangatan pada setiap anggota keluarga.

4.3.5 Kebijakan/Hukum di Indonesia dan Negara lain

Kepastian hukum sangat berarti bagi warga negara di setiap negara. Hal ini
diperlukan untuk mendapatkan jaminan hukum dan kesetaraan hukum dalam
kehidupan sebagai warga negara. Setelah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan diundangkan maka masalah kewarganegaraan yang
berlaku semakin memenuhi unsur Hak Asasi Manusia. Seperti yang dikemukakan
oleh ibu dan D bahwa saat ini dia merasa hak dia sebagai ibu dari anak yang
dilahirkan semakin jelas. Hal ini diungkapkannya dalam subbab hasil penelitian.
Dimana negara Australia sama dengan Amernika dan negar-negara persemakmuran
lainnya yang memberikan kewarganegaraan bagi warga yang lahir di negaranya
dan warga negaranya dimanapun berada.

Faktor kebijakan/hukum yang berbeda, selama mereka masih menjadi

subyek dari kewarganegaraan ganda lerbatas mereka kurang merasakan perbedaan
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ini. Akan tetapi mereka mengetahui kalau ada beberapa hal dalam hukum antara
hukum yang berlaku di Indonesia dengan negara lain yang mengakui mereka
sebagai warga negaranya. Seperti halnya masalah kewarganegaraan dibeberapa
negara tidak menerapkan sistem yang sama dengan negara lainnya. Indonesia saat
ini dalam sistem kewarganegaraan mengakui adanya kewarganegaraan ganda
terbatas bagi subyek dari anak pemikahan beda bangsa. Hal ini tidak berlaku di
sistem kewarganegaraan negara Malaysia dan Jepang,.

Pada UU Kewarganegaraan Malaysia ditetapkan bahwa anak yang
dilahirkan di luar wilayah Malaysia memperoleh kewarganegaraan Malaysia sejak
lahir hanya apabila bapaknya berkewarganegaraan Malaysia pada waktu anak itu
lahir. Kewarganegaraan Malaysia tidak hilang dengan sendirinya melainkan hanya
apabila yang bersangkutan menyatakan melepaskan (renounce) kewarganegaraan
Malaysia (pasal 23)'°

Akan tetapi Pemerintah Federal Malaysia dapat mencabut
kewarganegaraan Malaysia setiap orang yang lerbukti telah dengan sukarela
melakukan hak-hak yang hanya diberikan kepada warganegara dari negara lain,
seperti: ikut dalam pemilu negara lain, memperoleh/memperpanjang atau
mempergunakan paspor negara lain meskipun kehilangan kewarganegaraan
Malaysia nya menyebabkan yang bersangkutan menjadi orang yang tanpa
kewarganegaraan / statcless (pasal 24 ayat 2))"'.

Perbedaan kebijakan / hukum terlihat antara pemerintah Indonesia dan
Malaysia dalam Imenentukan siapa warga negaranya. Indonesiz dalam
memfasilitasi anak yang dilahirkan dari pernikahan orang tua yang berbeda negara
dengan memberikan status kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak itu
hingga berumur 18 tahun atau sudah menikah dan pernyataan memilih atau
menolak disampaikan paling lambat pada usia 21 tahun. Hal ini yang tidak
diberlakukan di Malaysia. Menuruat Surya Fermana (2009), “Pada dasarnya

kebijakan publik menitikberatkan pada publik dan masalah-masalahnya™.

" Wiramihardja, salch; Perspektif Sejarah Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Direkiorm Jenderal Imigrasi, Desember
2008, hal. 872-873
" Ibig, hat 873
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Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan
tersebut disusun (constructed) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu
diletakan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.

Sebagian besar dari para responden kurang mengetahui dengan jelas
bagaimana mereka harus membantu anak-anak mereka untuk menyatakan status
kewarganegaraannya setelah waktu yang telah ditentukan sebagai warga negara
ganda terbatas sudah sampai akhir waktunya sesuai dengan Undang-tndang yang
berlaku. Pemahaman tentang kewarganegaraan dan berkewarganegaraan bagi para
subyek harus lebih dipertegas.

Prosedur yang harus dijalani saat ini oleh subyek kewarganegaraan ganda
terbatas dalam menyatakan status kewarganegaraannya adalah melalui proses
pernyataan yang disampaikan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM RI di wilayah tempat tinggal subyek. Kemudian disampaikan kepada
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mendapatkan keputusan
dari Menteri Hukum dan HAM RI. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan dari
Peraturan Pemerintah No. 2/ 2007.

Untuk lebih mempermudah subyek kewarganegaraan ganda terbatas maka
pemerintah scbagai pelaksana dart kebijakan publik dalam penyelenggaraan
negara berupaya memberikan informasi dan memperjelas kebijakan yang dibuat
schingga tujuan dari pengambilan keputusan sesuai dengan tujuan pengambilan
kebijakan publik dari Laswel (1971). Dan kemudahan ini sudah disusun untuk
memperjelas suatu kebijakan publik yang telah dibuat untuk mempertegas status
dari subyek kewarganegaraan ganda terbatas. Hal ini dapat dimulai dengan
perancangan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 2/ 2007 sebagai acuan dalam
pelaksanaan (seperti yang diungkapkan oleh Kasubdit Statuskim, Direktorat ljin
Tinggal dan Alih Status Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrast yang dikutip

dalam wawancara).
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4.3.6 Jaminan Sosial di Indonesia dan Negara lain

Jaminan hidup dibeberapa negara maju sangat terjamin. Berbeda dengan
jaminan hidup dari pemerintah Indonesia kepada warga negaranya. Indonesia
sebagai negara berkembang kurang memiliki struktur jaringan jaminan sosial yang
baik. Di negara maju jaminan sosial terhadap warga negara sangat diperhatikan
oleh pemerintah dan negara. Seperti yang diungkapkan oleh ibu dari D dalam
subbab hasil penelitian. Dibeberapa negara tetangga pun masalah jaminan sosial
sangat diperbatikan., Seperti misalnya negara Malaysia memberikan jaminan
Pendidikan bagi warga negaranya selama yang bersangkutan masih
berkewarganegaraan Malaysia.

Jaminan sosial sebagai salah satu bentuk dari kebijakan sosial yang
diberikan oleh pemerintahan suatu negara terhadap warga negaranya. Jaminan
sosial yang diterima oleh warga negara suatu negara berbeda-beda. Jaminan sosial
merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD
1945 Pasal 27 ayat 2. Secara universal jaminan sosial dijamin oleh Pasal 22 dan
25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB (1948), dimana Indonesia
ikut menandatanganinya. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan
sosial terus berkembang, seperti terbaca pada Perubahan UUD 45 tahun 2002,
Pasal 34 ayat 2, yaitu “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi
seluruh rakyat....”.

Faktor jaminan sosial sangat berpengaruh. Khususnya di negara maju,
jaminan sosial diberikan bagi warga negaranya untuk memberikan kesejahteraan
bagi warga negara yang diberikan oleh negara. Faktor jaminan sosial yang
menjamin masalah kehidupan sangat mempengaruhi subyek dalam menentukan
pilihan kewarganegaraannya.

Setelah masalalh kebijakan/hukum dan jaminan sosial diketahui dengan
lebih jelas maka seseorang akan merasakan keyakinan dalam mengaktualisasikan
dirinya dalam tingkatan sosial seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow.

Keluarga dalam fungsinya dalam menemukan
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44  Analisis faktor yang menjadi pertimbangan bagi subyek
kewarganegaraan dalam menentukan status kewarganegaraannya.
Dalam menganalisis faktor yang menjadi pertimbangan subyek
kewarganegaraan ganda terbatas dalam menentukan status kewarganegaraannya,
peneliti mengambil wawancara S5 (lima) keluarga responden subyek
kewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan kepemilikan fasilitas affidafit dan
beberapa subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang sudah menentukan
statusnya untuk memilih kewﬁrganegaraan Indonesia dengan pernyataan yang
diajukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Subyek ini
dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :
1. Subyek yang sudah dan harus menentukan status;

2.  Subyek yang masuk waktu menentukan dan akan menentukan.

4.4.1 Subyek yang sudah dan harus menentukan status

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Direktorat Jenderal Imigrasi
mengenai subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang sudah masuk dalam batas
waktu untuk memilih (18 tahun atau sudah menikah dengan penambahan waktu 3
tahun). Berdasarkan data yang terdapat pada bab pendahuluan, tabel 1.4, maka
ditemukan | (satu) nama yang sama dalam data yang diperoleh peneliti dari
Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal AHU,

Dari data yang diperoleh, peneliti menemukan sudah ada pemegang
fasilitas affidafit yang menyatakan memilih tetap menjadi warga negara
Indonesia. Bila dilihat dari tanggal masuknya pemyataan kepada Direktorat
Jenderal AHU dari surat yang dikirimkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Sumatera Utara, dikirimkan 2 (dua) hari menjelang vmur 21 tahun dari
subyek tersebult.

Pertimbangan untuk memilih menjelang umur 21 tahun oleh subyek adalah
karena subyek mengctahui bahwa status kewarganegaraan ganda terbatas dapat
disandangnya hingga usia 21 tahun. Hal ini dapat dilihat dalam bab hasil

penelitian yang didapat dari hasil wawancara terhadap subyek. Dalam
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menentukan kewarganegaraan mana yang akan dipilih subyek, subyek merasakan
faktor kedekatan dengan ibu subyek. Hal ini disebabkan sejak perpisahan orang
tua subyek, subyek tinggal dan diasuh oleh ibu dan tinggal di Indonesia. Kasih
sayang dan perhatian yang diberikan ibu subyek semakin mendekatkan ikatan
perasaan itu hingga aklimya menjelang umur 21 tahun subyek menyatakan
memilih kewarganegaraan Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan Indonesia.

Bagi 4 (empat) orang subyek yang menjadi berkewarganegaraan ganda
terbatas karena menerima putusan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai
subyek kewarganegaraan ganda terbatas dan saat ini mereka telah memutuskan
memilih kewarganeparaan Indonesia. Tidak berbeda dengan pernyataan yang
dikemukakan oleh subyek lainnya di awal sub bab ini, keinginan untuk tetap
menjadi warga ncgara Indonesia dikarenakan faktor kedua orang tua yang ingin
tetap tinggal di Indonesia (sesuai pernyataan yang bersangkutan dalam surat yang
ditwjukan kepada perwakilan negara asing di Indonesia). Selain ity ada faktor
perasaan nyaman berada dan tinggal di Indonesia karema keinginannya untuk
mengaktualisasikan dirinya dengan memilih menjadi warga negara Indonesia
sebagal kewargancgaraannya. Adanya keinginan subyek yang ingin meneruskan
pendidikannya di Indonesia juga menjadi faktor yang berperan bagi subyek dalam
memilih kewarganegaraan Indonesia. Kesemua faktor-faktor ini yang kemudian

mendorong mereka uniuk memilih tetap menjadi warga negara Indonesia.

4.4.2 Subyek yang masuk waktu mencntukan dan akan menentukan

Dari 5 (lima) subyek kewarganegaraan yang menjadi responden, terdapat 4
(empat) subyek yang masuk golongan usia menentukan @ status
kewarganegaraannya (lebih dari 18 tahun) hingga menjelan'g usia 21 tahun. Ke
empat subyek yang sudah masuk usia di atas 18 takun masih terdata sebagai
subyek kewarganegaraan ganda terbatas dan memiliki affidafit yang dikelvarkan
oleh Kantor Imigrasi dan Perwaklian RI.

Dalam proses menentukan status kewarganegaraan, ke empat subyek

tersebut mrasth menunggu batas waktu akhir yang ditentukan oleh Undang-

Universitas Indonesia
Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



80

Undang itu tiba. Pertimbangan lain dari para pemegang affidafit ini adalah mereka
masih sering melakukan kunjungan ke keluarga dari pihak ayah (seperti
disampaikan dalam bab hasil penelitian di atas). Mereka masih menggunakan
paspor kebangsaan lain selain Indonesia untuk masuk ke negara tujuan tanpa
harus mengajukan visa atau ijin masuk ke perwakilan setempat. Pertimbangan
Ekonomis lah yang menjadi dasar subyek masih belum menyatakan untuk
memilih 1 (satu) kewarganegaraan sebagai wujud subyek mengaktualisasikan
dirinya secara personal.

Pertimbangan lain juga disampaikan para orang tua subyck, mengapa
mercka masih mempertahankan status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-
anak mereka hingga usia 21 tahun. Para orang tua ini masih memberikan
kesempatan kepada anak-anak mereka untuk lebih pasti dalam meuentukan
pilihannya sebagai warga negara. Hal itu mercka lakukan untuk melindungi dan
memberikan kebahagiaan untuk anak-anak mereka. Kondisi negara yang dapat
memberikan keamanan akan menjadi arahan para orang tua kepada anak-anak
mereka dalam menentukan kewarganegaraan yang akan dipilih dalam penentuan

status kewarganegaraannya.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam tab ini memuat kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan

dengan cara wawancara dan studi dokumen. Hal yang menjadi pertimbangan

subyek kewarganegaraan ganda terbatas dalam proses penentuan status

kewarganegaraannya dipengaruhi beberapa faktor yang terdapat dalam keluarga

secara internal dan eksternal. Faktor lain yang juga berperan adalah pengertian

tentang kewarganegaraan ganda terbatas dan cara-cara apa yang harus dilakukan

oleh subyek kewarganegaraan ganda terbatas jika waktu yang telah ditetapkan

oleh Undang-Undang telah waktunya bagi subyek tersebut, sehingga faktor

pemahaman tentang proses pernyataan menjadi Warga Negara yang kurang

terkomunikasikan dengan baik.

5.1 Kesimpulan

Lad

Kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini adalah:

. Faktor pendidikan atau pengetahuan para subyek kewarganegaraan ganda

terbatas dalam memahami mengenai batas akhir untuk menentukan status
kewarganegaraan mcreka hingga usia 21 tahun menjadi pertimbangan para
subyek untuk merealisasikan penentuan status ini.

Faktor ekonomis menjadi pertimbangan berikutnya bagi subyek dalam
mempertimbangkan untuk menunda menentukan statusnya selama subyek
masih terdaftar dan memegang status kewargancgaraan ganda terbatas
dengan perlakuan tinggal di wilayah Indonesia seperti layaknya warga
negara Indonesia lainnya dan kepemilikan paspor asing yang masih diakui
oleh negara tersebut, sehingga hal ini memudahkan bagi subyek untuk
masuk ke negara lain lersebut tanpa pengajuan visa untuk ijin masuk dengan
menggunakan paspor asing tersebut.

Faktor kondisi keadaan negara secara sosial, ekonomi, dan politik negara

serta jaminan sosial yang akan sudah diterima dan akan diterima oleh
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subyek menjadi faktor pertimbangan bagi subyek khususnya orang tua dari

subyek.

5.2 Saran-saran

1.

[

i

Perlu kesiapan dari subyek dalam mempersiapkan diri untuk menentukan
status kewarganegaraannya bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas
yang diharuskan memilih dengan batas waktu umur 21 tahun dari segi
sosial, psikologis, dan peraturan serta perbedaan hukum yang mengikat
subyek selama menjadi subyek kewarganegaraan ganda terbatas.
Pertimbangan untuk memilih kewarganegaraan harus diikuti dengan rasa
kebangsaan yang tinggi dan bela negara yang tertanam dalam diri subyek,
sehingga ketika subyek kewarganegaraan ganda terbatas menentukan atau
memilih untuk menjadi warga negara Indonesia sudah cukup memahami arti
kata berbangsa dan beinegara.
Mengikuti teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow mengenai
kebutuhan, maka subyek kewarganegaraan sebagai individu akan memiliki
keinginan untuk mengaktualisasikan dirinya sctelah semua kebutuhannya
terpenuhi. Penentuan status kewarganegaraan bagi subyek menjadi
perwujudan  scorang subyek  kewarganegaraan  ganda  terbatas
mengaktualisasikan dirinya. Dalam hal 1ni subyek memerlukan bantuan
dari pihak-pihak:
a. orang tua sebagai kerabat terdekat yang selalu mendampingi subyek
dalam perkembangannya;
b. pemerintah sebagai organisasi dalam negara yang memberikan
perlindungan kepada subyek sebagai warga negaranya.
Mengingat sudah adanya subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang
memasuki usia yang harus sudah menyatakan memilih WNI atau Asing,
maka perlu juga dibuat kebijakan yang lebih pasti untuk mengantisipasi
adanya keierlambatan bagi subyek dalam menentukan statusnya secara
prosedur untuk menyatakan kewarganegaraan;
Faktor pengetahvan dan pendidikan tentang kewarganegaraan seria

proscsnya menjadi hal yang penting untuk diketahbui dan dipahami olch
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subyek dan orang tua subyek, sehingga perlu lebih diperjelas untuk waktu
yang diberikan menjelang batas waktu umur yang ditentukan untuk memilih
kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas (21 tahun)
tiba, proses seperti apa yang harus dilakukan subyek dengan pemerintah
membuat peraturan yang Jebih jelas untuk pelaksanaannya sehingga semua
menjadi pasti di dalam tatanan hukum dan kehidupan sosial.
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Lanjutan....

PEDOMAN WAWANCARA

Keluarga tA
Tanggal : 25 Oktober 2010

Ekonomi

1. Apa kegiatan Anda?

"Saya adalah seorang ibu rumah tangga.”

o)

. Apakah Anda merasa cukup hidup di Indonesia secara ekonomi?

“untuk masalah biaya hidup di Indonsia yang harus keluarga kami
keluarkan kami rasa cukup. Karena apa yang ada di Indonesia masih
dapat kami jangkau dengan penghasilan yang diperoleh suami saya.”

. Apakah Keluarga Anda cukup memenuhi kebutuhan hidup?

td

"Cuku‘p. r

Pendidikan

1. Apakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?

LE) Ly

ya.

2. Bagaimana pengetahuan anda tentang kewarganegaraan Indonesia?

“saya mengetahui jika saat ini saya memiliki 2 (dua) kewarganegaruan

karena orang (ua saya mendaftarkan saya uniuk  memperoleh
kewarganegaraan Indonesia setelah saya memiliti kewarganegaraan
Malaysia sejak saya lahir, " (pendapat brenda)
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Lanjutan....

3. Darimanakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?

“dari orang tua saya.”’

Budaya

1. Sejauh mana pengertian anda tentang budaya Indonesia?

"Indonesia memiliki banyak budaya yang diakibatkan banyaknya suku di
Indonesia. Kebudayaan Indonesia yang saya kenal adalah yang
diberitahukan oleh ibu sayva.”

2. Budaya negara mana yang lebih dominan di keluarga?

“tidak ada budaya yang dominan dalam keluarga kami. Kami
melaksanakan aturan-aturan yang biasa kami jalani sehari-hari.”

4. Bagaimana keluarga anda mengatasi perbedaan budaya mi?

5. Apakah ada kebebasan bagi anda untuk memilih kebudayaan yang anda
inginkan?

“orang tua saya tidak pernah memaksakan suatu kebudayaan yang harus
kami jalani. Kebudayaan apapun jika baik bagi saya akan mereka terima
sebagai suatu yang positif.”

Kondisi Indonesia

1. Kenapa keluarga anda memilih tinggal di Indonesia?

“suami saya bekerja di Indonesia”

2. Apakah anda senang tinggal di Indonesia?

“sebagai seorang istri yang selalu mendampingi suami, saya merasa
senang berada di Indonesia. Dekat dengan suami dan keluarga besar
saya.”
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Lanjutan....

3. Apakah anda merasa nyaman dengan lingkungan sosial di Indonesia?

“ketika terjadi kerusuhan di Indonesia, khususnya Jakarta. Kami
sekeluarga mengungsi ke Malaysia. Hal ini kami lakukan wuntuk
menyelamatkan keluarga kami. Namun setelah kondisi politik dan
ekonomi di Indonesia sudah dirasa aman, maka kami memeutuskan
kembali ke Indonesia.”

4. Apakah anda merasa puas dengan kondisi pemerintahan di Indonesia?

i LE

va.

Kebijakan/Hukum yang berbeda

1. Apakah anda mengetahui tentang perbedaan kebijakan/hukum yang berlaku?

“secara pasti sayu tidak mengeiahui kebijakan yang ada di negara suami
saya (Malaysia).”

2. Perbedaan kebijakan/hukum seperti apa?

“mungkin dalam permasalahan kewarganegaraan.”

3. Bagaimana keluarga anda mengantisipasi perbedaan ini?

“sehisa mungkin saya mengelahui informasi lentang ini, supaya saya dan
keluarga tidak terjerat masalah hukum.”

4. Dengan adanya UU No. 12 Tahun 20086, bagaimana tanggapan anda?
“saya banyak dibaniu oleh pihak perusahaan tempat suami saya bekerja

dalam mengurus kepentingan ijin tinggal anak saya selama di Indonesia
hingga dia mendapatkan affidafit ini.”

Jaminan sosial

1. Apakah Negara lain yang mengakui anda sebagai Warganegaranya dan
memberikan anda jaminan sosial?
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Lanjutan....

“saya tidal: mengetahui dengan pasti. Karena saya banyak dibantu oleh
pihak perusahaan tempat suami saya bekerja.”

2. Apakah anda akan kehilangan jaminan sosial itu jika anda menjadi warga
negara Indonesia?

“itulah yang belum saya ketahui dengan pasti. Karena sepengetahuan
saya itu berkaitan dengan pengakuan sebagai warga negara.”

3. Apakah anda terbantu dengan jaminan sosial yang anda terima?
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Lanjutan....

PEDOMAN WAWANCARA

Keluarga :B
Tanggal : 30 Oktober 2010

Ekonomi

1. Apa kegiatan Anda?
*Saya adalah seorang ibu rumah tangga. " (ibu dari Anthony)

2. Apakah Anda merasa cukup hidup di Indonesia secara ekonomi?

“saya rasa penghasilan saya sebagai pekerja asing di Indonesia cukup
untuk  hidup  keluarga saya. Dan saya senang tinggal di
Indonesia. " (penuturan ayah dari anthony)

3. Apakah Keluvarga Anda cukup memenuhi kebutuhan hidup?

“cukup.”

Pendidikan

1. Apakah anda mengctahui tentang kewarganegaraan?
!)ya’ r

L

I~

. Bagaimana pcngetahuan anda tentang kewargancgaraan Indonesia?

"Sekarang ini yang saya ketahui lentang kewarganegaraan dan warga
negara adalah pengertian tentang kewarganegaraan dan warga negara
dari yang diajarkan oleh guru di sekolah saja.”

Lad

. Darimanakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?
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Lanjutan....

“dari orang tua saya dan pendidikan yang saya dapatkun di sekolah.”

Budaya

1. Sejauh mana pengertiar anda tentang budaya Indonesia?

"saya sangat dekat dengan ibu. Ibu banyak mengajarkan saya hal-hal
mengenai budaye Indonesia yang harus saya lakukan ketika berkumpul
dengan keluarga.”

2. Budaya negara mana yang lebih dominan di keluarga?

“tidak ada Dudaya yang dominan dalam keluarga &ami. Kami
melaksanakan aturan-aturan yang biasa kami jalani sehari-hari.”

4. Bagaimana kelvarga anda mengatasi perbedaan budaya ini?

5. Apakzh ada kebebasan bagi anda untuk memilih kebudayaan yang anda
inginkan?

“orang tua saya tidak pernah memaksakan suatu kebudayaan yang harus
kami jalani.”

Kondisi Indonesia

1. Kenapa keluarga anda memilih tinggal di Indonesia?

“suami saya bekerja di Indonesia”

=]

. Apakah anda senang tinggal di Indonesia?

“schagai scorang istri yang sclalu mcndampingi suami, saya merasa
senang berada di Indonesia. Dekat dengan suami dan keluarga besar
saya.”

. Apakah anda merasa nyaman dengan lingkungan sostal di Indonesia?

(5]
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Lanjutan....

Vsecara pribadi saya sudah merasa nyaman dengan lingkungan teman
dan keluarga yang ada di Indonesia.”

4. Apakah anda merasa puas dengan kondisi pemerintahan di Indonesia?

. e

ya.

Kebijakan/Hukum yang berbeda

1. Apakah anda mengetahui tentang perbedaan kebijakan/hukum yang berlaku?

"saya tidak mengetahui kebijakan yang ada di negara suami saya

(Hongkong).”

2. Perbedaan kebijakan/hukum seperti apa?

"mungkin dalam permasalahan kewarganegaraan.™

3. Bagaimana keluarga anda mengantisipasi perbedaan ini?

“sebisa mungkin saya mengetahui informasi tentang perbedaan hukum
ini.”
4. Dengan adanya UU No. 12 Tahun 2006, bagaimana tanggapan anda?

“saya merasa bahwa anak saya bisa memilih kewarganegaraan dengan
adanya Undang-undang Ne. 12 tahun 2006."”

Jaminan sosial

1. Apakah Negara lain yang mengakui anda sebagai Warganegaranya memberikan
anda jaminan sosial?

“saya tidak mengetahui dengan pasii. Karena saya banyak dibantu olch
pihak perusahaan tempat suami saya hekerja. ™

2. Apakah anda akan kechilangan jaminan sosial ilu jika anda menjadi warga
negara Indonesia?
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Lanjutan....

“itulah yang belum saya ketahui dengan pasti. Karena sepengetahuan
saya, hal itu berkaitan dengan pengakuan sebagai warga negara.”

3. Apakah anda terbantu dengan jaminan sosial yang anda terima?
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Lanjutan....

PEDOMAN WAWANCARA

Keluarga : C
Tanggal : 31 Oktober 2010

Ekonomi

1. Apa kegiatan Anda?

¥Saya adalah seorang ibu rumah tangga.”

2. Apakah Anda merasa cukup hidup di Indonesia secara ekoncmi?

“saya rasa penghasilan saya sebagai pegawai di Indonesia cukup
menghidupi anak saya sejak saya berpisah dari suami saya.”

3. Apakah Keluarga Anda cukup memenuhi kebutuhan hidup?

“cukup.”

Pendidikan

1. Apakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?

"va. Dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia mungkin berbeda
dengan yang ada di Malaysia. Akan tetapi lingkungan sosial sangat
berpengaruh  dalam pendidikan yang saya dapal baik formal dan
informal. ™

2. Bagaimana pcngctahuan anda tentang kewargancgaraan Indoncsia?
"saya baru mulai mengetahui tentang kewarganegaraan ketika ibu saya
mengurus affidafit untuk diri saya, sehingga saya sebagai warga negara

Malaysia juga warga negara Indonesia hingga usia 21 tahun harus
memilih kewarganegaraan saya.
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Lanjutan....

3. Darimanakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?

“dari orang tua saya dan pendidikan yang saya dapatkan di sekolah, serta
beberapa artikel yang ada di internet.”

Budaya

1. Sejauh mana pengertian anda tentang budaya Indonesia?

“saya sangat dekat dengan ibu. Ibu banyak mengajarkan saya hal-hal
mengenai budaya Indonesia. Selain itu, saya tinggal dan berteman dengan
lingkungan budaya minang sebagai tempai tinggal saya.”

2. Budaya negara mana yang lebih dominan di keluarga?

“tidak ada budaya yang dominan dalam keluarga kami.”

4. Bagaimana keluarga anda mengatasi perbedaan budaya ini?

5. Apakah ada kebcbasan bagi anda untuk memilih kebudayaan yang anda
inginkan?

“orang tua saya tidak pernah memaksakan suatu kebudayaan yang harus
kami jalani.”

Kondisi Indonesia

1. Kenapa keluarga anda memilih tinggal di Indonesia?

“setelah berpisah dari suami saya, saya memutuskan untuk membesarkan
anak saya untuk tinggal di tengah-tengah keluarga saya.”

2. Apakah anda senang tinggal di Indonesia?
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Lanjutan....

"saya sangal bersyukur dapat tinggal di lingkungan masyarakat Indonesia

yang memiliki budaya yang beragam dan mereka semua sangat ramah.
Saya dibesarkan oleh ibu saya di Medan dalam lingkungan budaya
Melayu. Saya sangat mencintai Indonesia.”

3. Apakah anda merasa nyaman dengan lingkungan sosial di Indonesia?

“meskipur: di Indonesia dibilang ekonomi sedang kalut, tapi bagi saya
pribadi lebih baik dan nyaman bagi saya dan anak saya untuk tinggal dan
berada di Indonesia,”

4. Apakah anda merasa puas dengan kondisi pemerintahan di Indonesia?

2 ¥

'ya.

Kebijakan/Hukum yang berbeda

1. Apakah anda mengetahui tentang perbedaan kebijakan/hukum yang berlaku?

"saya tidak mengetanui kebijakan yang ada di negara Malaysia.’

2. Perbedaan kebijakan/hukum seperti apa?

i "mungkin dalam permasalahan kewarganegaraan.”

3. Bagaimana keluarga anda mengantisipasi perbedaan ini?

“sebisa mungkin saya mengetahui informasi tentang perbedaan hukum
1H1.

4. Dengan adanya UU No. 12 Tahun 2006, bagaimana tanggapan anda?

“saya merasa bahwa hak saya sebagai ibu dari anak saya bisa terealisasi
dengan adanya Undang-undang No. 12 tahun 2006. Dan setiap tahun
untuk  pengurusan itu(ijin tinggal), saya selaku orang tua harus
mempersiapkan  wakiu dan biava supaya anak saya tidak terkena
pelanggaran keimigrasian karena saya selaku orang tua dan sponsornya
telat atau tidak mengurus ifin tinggalnya”
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Lanjutan....

Jaminan sosial

1. Apakah Negara lain yang mengakui anda sebagal Warganegaranya memberikan
anda jaminan sosial?

“saya tidak mengetahui dengan pasti. Karena saya selama ini
membesarkan anak dengan penghasilan yang saya dapatkan dari usaha
saya bekerja.”

2. Apakah anda akan kehilangan jaminan sosial itu jika anda menjadi warga
negara Indonesia?

“itulah yang belum saya ketahui dengan pasti. Karena jaminan sosial dari
pemerintan malaysia terhadap anak sava helum pernah saya dapatkan.”

3. Apakah anda terbantu dengan jaminan sosial yang anda terima?
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Lanjutan....

PEDOMAN WAWANCARA

Keluarga :D
Tanggal : 06 November 2010

Ekonomi

1. Apa kegiatan Anda?

“Saya adalak seorang ibu rumah tangga.”

2. Apakah Anda merasa cukup hidup di Indonesia secara ekonomi?

"saya rasa kebuiuhan materi yang dikirim suami saya setiap bulan cukup
untuk keperluan hidup saya dan anak di Bali,”

3. Apakah Keluarga Anda cukup memenuhi kebutuhan hidup?

“eukup.”

Pendidikan

1. Apakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?

” LE]

ya.

2. Bagaimana pengetahuan anda tentang kewarganegaraan Indonesia?

"saya memberikan pendidikan multikultural terhadap anak saya, Alice
Sari M sebagai persiapan anak saya bersosialisasi dengan dunia
internasional. Bagi saya pendidikan itu penting. Meskipun anak saya
mendapatkan pendidikan di Indonesia, akan tetapi saya juga memberikan
tambahan pengetahuan anak saya tentang negara asal ayahnya. ”

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



Lanjutan....

3. Darimanakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?

"dari orang tua saya dan pendidikan yang saya dapatkan di sekolah.”

Budaya

[. Sejauh mana pengertian anda tentang budaya Indonesia?

“orang (ua saya tidak sepihak memberikan pengetahuan tentang budaya
satu daeruh saja. Mereka mengenalkan banyak budaya yang ada di dunia
dengan cara mereka. Meskipun saya merasa pribadi dan kehidupan saya
banyak dipengaruhi budaya Indonesia, khususnya Bali sebagai
lingkungan sosial saya.”

2. Budaya negara mana yang lebih dominan di keluarga?

“tidak ada budava yang dominan dalam keluarga kami.  Fami
melaksanakan aturan-aturan yang biasa kami jalani sehari-hari. "

4. Bagaimana keluarga anda mengatasi perbedaan budaya ini?
"Berusaha fleksibel.”

5. Apakah ada kebebasan bagi anda untuk memilih kebudayaan yang anda
inginkan?

“orang tua saya lidak pernah memaksakan suatu kebudayaan yang harus
kami jalani.”

Kondisi Indonesia

1. Kenapa keluarga anda memilih tinggal di Indonesia?

“saya lebih nyaman dan aman tinggal di lingkungan keluarga saya.”

2. Apakah anda senang tinggal di Indonesia?

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



Lanjutan....

“sebagai seorang ibu, saya senang selalu mendampingi anak saya dalam
masa perkembangannya. Rasa senang berada di Indonesia karena dekat
dengan keluarga besar saya.”

3. Apakah anda merasa nyaman dengan lingkungan sosial di Indonesia?

“secara pribadi saya sudah merasa nyaman dengan lingkungan teman
dan keluarga yang ada di Indonesia.”™

4. Apakah anda merasa puas dengan kondisi pemerintahan di Indonesia?

” n

ya.

Kebijakan/Hukum yang berbeda

i. Apakah anda mengetahui tentang perbedaan kebijakan/hukum yang berlaku?

"di negara suami saya, Australia. Seperti Negara persemakmuran yang
lainnya, akan memberikan kewarganegaraan bagi orang yang lahir di
wilayah negaranya.”

2. Perbedaan kebijakan/hukum seperti apa?

“pemberian hak schagai warga negara.”

3. Bagaimana keluarga anda mengantisipasi perbedaan ini?

"sebisa mungkin saya mengetahui informasi lentang perbedaan hukum
ini.”

4. Dengan adanya UU No. 12 Tahun 2006, bagaimana tanggapan anda?

" dulu rasa cemas saya sangat tinggi karena anak saya hanya diakui oleh
kewarganegaraan ayahnya saja, sekarang saya merasa bahwa anak saya
bisa memilih kewarganegaraan dengan adanya Undang-undang No. 12
tahun 2006,

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



Lanjutan. ...

Jaminan sosial

1. Apakah Negara lain yang mengakui anda sebagai Warganegaranya memberikan
anda jaminan sosial?

"anak saya mendapatkan jaminan pendidikan sebagai tunjangan keluarga
bagi warga negara Australia.”

2. Apakah anda akan kehilangan jaminan sosial itu jika anda menjadi warga
negara Indonesia?

“itulah yang belum saya ketahui dengan pasti. Karena sepengetahuan
saya, hal itu berkaiian dengan pengakuan sebagai warga negara.”

3. Apakah anda terbantu dengan jaminan sosial yang anda terima?
JlYa- "w

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



Lanjutan....

PEDOMAN WAWANCARA

Keluarga :E
Tanggal : 07 November 2010

Ekonomi

1. Apa kegiatar: Anda?

“Saya adalah seorang ibu rumah tangga. ”

2. Apakah Anda merasa cukup hidup di Indonesia secara ekonomi?

“saya rasa penghasilan saya sebagai tenaga ahli asing di Indonesia
cukup untuk memberikan penghidupan untuk keluarga saya.” (penuturan
ayah)

3. Apakah Keluarga Anda cukup memenuhi kebutuhan hidup?

? lcukup' r

Pendidikan

1. Apakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?

" I

ya.

O]

. Bagaimana pengetahuan anda tentang kewarganegaraan Indonesia?

"saya sudah mengetahui tentang kewarganegaraan ganda terbatas yang
saya miliki saat ini dan batas waktu vang saya miliki untuk nanti
menentukan kewarganegaraan saya. Akan tetapi saya tidak mengetahui
dengan jelas tentang proses untuk menentukan itu bagaimana?.”

. Darimanakah anda mengetahui tentang kewarganegaraan?

te2

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



Lanjutan.. ..

"dari orang tuu saya dan pendidikan yang saya dapatkan di sekolah.”

Budaya

1. Sejauh mana pengertian anda tentang budaya Indonesia?

“saya sangat dekat dengan keluarga ibu yang tinggal di Indonesia.”

2. Budaya negara mana yang lebih dominan di keluarga?

“tidak ada budaya yang dominan dalam keluarga kami. Kami
melaksanakan aturan-aturan yang biasa kami jalani sehari-hari.”’

4. Bagaimana keluarga anda mengatasi perbedaan budaya ini?

5. Apakah ada kebebasan bagi anda untuk memilih kebudayaan yang anda
inginkan?

“orang tua saya tidak pernah memaksakan suatu kebudayaan yang harus
kami jalani. ™

Kondisi Indonesia

1. Kenapa keluarga anda memilih tinggal di Indonesia?

“suami saya bekerja di Indonesia”

[~

. Apakah anda senang tinggal di Indonesia?

“sebagai seorang istri yang selalu mendampingi suami, saya merusa
senang berada di Indonesia. Dekat dengan suami dan keluarga besar

Lid

saya.

. Apakah anda merasa nvaman dengan lingkungan sosial di Indonesia?

lad

“secara pribadi saya sudah merasa nyaman dengan lingkungan reman
dan keluarga yang ada di Indonesia.”

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



Lanjutan....

4. Apakah anda merasa puas dengan kondisi pemerintahan di Indonesia?

I »”

ya.

Kebijakan/Hukum yang berbeda

1. Apakah anda mengetahui tentang perbedaan kebijakan/hukum yang berlaku?

"saya tidak mengetahui kebijakan yang ada di negara suami saya
(Malaysia).”

2. Perbedaan kebijakan/hukum seperti apa?

“tentang warga negara,”

3. Bagaimana kelvarga anda mengantisipasi perbedaan ini?

“sebisa mungkin saya mengelahui informasi tentang perbedaan hukum
ini.”

4. Dengan adanya UU No. 12 Tahun 2006, bagaimana tanggapan anda?

“saya merasa bahwa anak saya bisa memilih kewarganegaraan dengan
adanya Undang-undang No. 12 tahun 2006. 7

Jaminan sosial

1. Apakah Negara lain yang mengakui anda sebagai Warganegaranya memberikan
anda jaminan sosial?

"saya tidak mengetahui dengan pasti, Karena saya banyak dibantu oleh
pihak perusahaan tempat suami saya bekerja.”

2. Apakah anda akan kehilangan jaminan sosial itu jika anda menjadi warga
negara Indonesia?

“itulah yang belum saya ketahui dengan pasti. Karena sepengelaiwan
saya, hal itu berkaitan dengan pengakuan sebagai warga negara.”

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



Lanjutan....

3. Apakah anda terbantu dengan jaminan sosial yang anda terima?

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011




Nomor
Lampiran
Perihal

UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021} 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

: 343M2.F13.KKN/PDP.04.02.2010 Jakarta, 15 Oktober 2010

: Permohonan ljin Penelitian

Kepada Yth,

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum Dan HAM RI

Di Jakarta

Deitgan hormat,
Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi
Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Imigrasi, bekejasama dengan Kementerian
Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan penelifian dan mencari data tesis
di instansifwilayah kerja bapak tentang * Penentuan Status Kewarganegaraan Bagi Subyek
Kewarganegaraan Ganda Terbatas “.
Berkaifan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin
kepada:

Nama : Viirra Wirdhiningsih

NPM : 0806384885

Demikian kami sarmpaikan, atas perhafian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 344/H2 F13.KKN/PDP.04.02.2010 Jakarta, 15 Oktober 2010
Lampiran -
Perihal : Permohonan ljin Penelitian

Kepada Yth,

Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Direktorat Jenderal Imigrasi

Di Jakarta

Dengan hormat,
Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi
Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratefik Imigrasi, bekerjasama dengan Kementerian
Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan penelitian dan mencari data fesis
di instansi/wilayah kefja bapak tentang ® Penentuan Status Kewarganegaraan Bagi Subyek
Kewarganegaraan Ganda Terbatas “, |
Betkaitan dengan hal fersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin
kepada ;

Nama : Virra Wirdhiningsih

NPM + 0806384885

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kefjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 346/H2 F13.KKN/PDP.04.02.2010 Jakarta, 15 Oktober 2010
Lampiran -
Perihal : Permohonan ljin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kantor Imigrasi Denpasar

Di Denpasar

Dengan hiormat,
Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas indonesia Program Studi
Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Sfrafejik Imigrasi, bekerjasama dengan Kementerian
Hukum dan HAM R, mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan penelitian dan mencari data tesis
di instansifwilayah kerja bapak tentang ® Penentuan Status Kewarganegaraan Bagi Subyek
Kewarganegaraan Ganda Terbatas .
Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin
kepada:

Nama : Virra Wirdhiningsih

NPM : 0806384885

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih,

Dalp  Foenohomar  erlen ne

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



Nomor
Lampiran
Perihal

UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKA3IAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

1 3472 F13.KKNPDP.04.02.2010 Jakarta, 15 Oktober 2010

: Permohonan ljin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Kantor Imigras! Jakarta bans.
Di Jakarta

Dengan hommat,
Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi
Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Imigrasi, bekerjasama dengan Kementerian
Hukum dan HAM R!, mahasiswa kami bermaksud untuk melakukzr: peneliian dan mencari data tesis
di instansi/wilayah kerja bapak fentang ° Penentuan Status Kewarganegaréan Bagi Subyek
Kewarganegaraan Ganda Terbatas *.
Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin
kepada:

Nama : Virra Wirdhiningsih

NPM : 0806384885
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih,

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : %48 H2.F13.KKN/PDP.04.02,2010 Jakarta, 15 Oktober 2010
Lampiran -
Perihal : Permohonan ljin Penelitian

Kepada Yth,
K. Branda Keb 1oy Yie

Di Tempat

Dengan hommnat,
Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Peascasarjana Universitas Indonesia Program Studi
Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strafejik [tigrasi, hekerjasama dengan Kementerian
Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan penefiian dan mencari data tesis
di instansi/wilayah karja bapak fentang ® Penentuan Status Kewarganegaréan Bagi Subyek
Kewarganegaraan Ganda Terbatas .
Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin
kepada:

Nama : Virra Wirdhiningsth

NPM : 0806384885

Demikian kami sampaikan, atas perhafian dan kerfasamanya kami mengucapkan terima kasih.

.-;ﬁvan Usman, MA.

% Rlof. DF

-z &

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



Nomor
Lampiran
Pearihal

UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

1 349 H2.F13.XKN/PDP.04.02.2010 Jakarta, 15 Oktober 2010

: Permohonan ljin Penelitian

Kepada Yth,
Kelg - Tush Anthory £31lAf am

Di Tempat

Dengan hormat,
Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi
Kajian Kefahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Imigrasi, bekerjasama dengan Kementerian
Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk metakukan peneliian dan mencari data tesis
di instansifwilayah kerja bapak tentang ™ Penentuan Status Kewarganegaraan Bagi Subyek
Kewarganegaraan Ganda Terbatas *.
Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin
kepada :

Nama : Vira Wirdhiningsih

NPM : 0806384885

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan ferima kasih.

N AT
gy i 00RO Wan Usman, MA.

fapanenm®

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



Nomor
Lampiran
Perihal

UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRAST KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

: 50 H2 F13.KKN/PDP.04.02.2010 Jakarta, 15 Okiober 2010

: Permohonar ljin Penelitian

Kepada Yth,
Kety. Mar Frdabloa Akt

Di Tempat

Dengan hormat,
Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi
Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Imigrasi, bekerjasama dengan Kementerian
Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan penelitian dan meneari data tesis
di instansi/wilayah kerja bapak teniang * Penentuan Status Kewarganegaréan Bagi Subyek
Kewarganegaraan Ganda Terbatas “.
Berkaitan dengan hal fersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin
kepada:

Nama : Virra Wirdhiningsih

NPM : 0806384885

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan ferima kasih.

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



Nomor
Lampiran
Perihal

UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. {(021) 3910448

1 351 H2.F13.KKN/PDP.04.02.2010 ‘ Jakarta, 15 Oktober 2010

: Permohonan {jin Penelitian

Kepada Yth,
Kelg . Adce Smrt Marylea
Di Tempat

Dengan homnat,
Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi
Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Irigrasi, bekerjasama dengan Kementerian
Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan penelitian dan mencari data tesis
di instansifwiiayah ketja bapak tentang * Penentuan Status Kewarganegaraan Bagi Subyek
Kewarganegaraan Ganda Terbatas “.
Berkaitan dengan hai tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin
kepada:

Nama : Virra Wirdhiningsih

NPM : 0806384885

-Demikian kami sampaikan, atas perhafian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 352 M2 F13.KKN/PDP.04.02.2010 Jakarta, 15 Oktober 2010

Lampiran -
Perihal ~  :Pemiohonan {jin Penelitian
Kepada Yth,

Kelg. Olivee Hirman Chua
Di Tempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasatjana Universitas Indonesia Program Studi
Kajian Ketahanan Nasiona! Peminatan Kajian Stratejik Imigrasi, bekefjasama dengan Kementerian
Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud unfuk melakukan penelitian dan mencari data tesis
di instansifwilayah kerja bapak tentang ® Penentuan Status Kewarganegaraan Bagi Subyek
Kewarganegaraan Ganda Terbatas *.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin

kepada:

Nama : Virra Wirdhiningsih
NPM : 0806384885

Demikian kami sampaikan, atas perhafian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011




UNDANG-UNDANG REPUBLIK RNDONESIA
NOMOR | TAHUN 1974

TENTANG
PERKAWINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:

bahwa sesuat dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinagn hukum nasicnal perlu
rdanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga ncgara.

Mengingal:
Pasal 5 ayat (1), Pasel 20 ayat (1), Pasal 27 ayat {1) dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaraten Rakyat Nomor [VIMPR 1 1973,

Dengan persetujuan Dewan Penwakilan Rokyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:
Menctapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

BABI

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antere seorang pria dengan seorang wanita scbagai suami isteri
dengan tujuan membentuk kebuarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketvhanan
Yang Maha Esa

Dagnl 2

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukam masing-masing agamanya dan
kepereayaannya itu.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang prin hanya loleh mempunyai scorang isteri. Scorang
wanile hanya boleh mempunyai seorang suami,

Pengadilan dopat memberi izin kepuda seorang suami untuk beristert febib dari scorang apabila
dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan.

Pasal 4
Dalarn bal seorang suami aken beristeri lebih dari seorang, scbugaimans terscbut dulani Pasal 3 ayat
{2) Undang-undang ini, make iz wajib rnengajukan permohonan kepada Penpadilan di dacrah
tempat tinggalnya.

Pengadilan dimaksud daleni ayat (1) pasal ini hanya memberkan izin kepadn scorang suami yung
akan beristeri lebih dari scorang apabila

isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
isteri mendapat encat badan atau penyakit yang tidek dapat disembuhkan;
isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasnl 5

Untuk dapat mengajukan permchonan kepadn Pengadilan, sebaguimans diniksud dalam Pasal 4
ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syaral sebagai berikul :

adanya persetujuin dari isterifisteri-isteri;

adanya Kepastian bahwa suami mampu menjumin Keperduan-keperluan hidup isteri-istern dan ainak-
anak mereka,

adanya jaminan bahwa suami akan berleku adil wrhadap isteri-istert dan anok-unak mereka.
Persetujuan yang dimeksud pada ayat (13 hurufa pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami
apabila isterifisteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannyn dan tidak dapat menjadi pihak
dalam perjonjian, atau apabila tidak adn kebar dari isterinyi selama sekurang-Kurangnyz 2 {dua)
tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendupat penilaiun duri Hakim Pengaditan.,

BABII

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasul 6

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,

Uniuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapui umur 21 (duapulub sota} tahun
harus mendepat izin kedua orang tun.
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Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggel dunia atau dalam keadann tidak
mamgu menyatakan kchendaknya, meka izin dimeksud ayat {2) pasal ini cukup diperoleh dari arang
tua yang masih hidup atau dari orang tue yang mampu menyatakan kehendaknya.

Delam hal kedue orang tua 1elah meninggal duriia atau dalam keadaan tidak mampu untuk
menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh deri wali, orang yang memelihara atau keluarga
yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan furus ke ntns selama mereka masib hidup
dan dalam keadaan dapat menyatekan kehendeknys
Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang discbut dalam ayat {2),(3) dan (4) pasal
ini, atau salah ssorang atau Icbih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan
delam dazrah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan ates pesmintaan
orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam
ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
Ketentuan tersebut ayat {13 sampai dengan ayst {5) pasal ini berlaku sepanjeng hukum masing-
masing sgamanys dan kepercaynannya itu dari yang bersangkutan tidek menentukan lain,

Pasal 7

Perkawinen hanya diizinkenjika pibak pria sudah mencapai umur |9 {sembilan belas) tahun dan
pihak wanita sudeh mencapai umur 16 {enam belas) tahun.

Dalam hal penyimpangen terhadap ayat (13 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengaditan
etau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tus pihak pria maupun pihak wanita.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang ateu kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6
ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2)
pasa! ini dengen tidak mengurangi yeng dimaksud dalam Pasal 6 ayat {6).

Posal §
Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

berhubungan darah dalam garis keturunan lerus ke bawah ataupun ke atas;

berhubungan dareh dalam garis keturunan menyamping yaitu antera saudara, antara seorang dengan
saudara orang {ua dan anfara scorang Jdengan saudora nencknya;

berhubungan semenda, yaitu mertun, anak tiri, menantu dan ibwbapak tiri;
berhubungan susuan, yaitu orang tua susuar, anak sususn, saudara susuan dan bibi/poman susuan;

berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal scerang
suamiberisteritebih dari seorang;

mempunyai hubungan yang oleh agsmanya atau peratusan lain yang beslaku, dilarang kawin,

Pasal §

Scorung yang masih terikat tali perkawinun dengan oranglain Lidik dupat kinwin tagi, kecuali dadwn
hal yang tersebut peda Pasa) 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini,

Pasal 10
Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lzin dan bercerai lagi untuk

kedua kalinya, maka diantara mercko tidek boleh dilungsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari vang tersangkutan tidak menentukan loin.

Pasal 11
Bagi scorangwinitayangputus perkewinannya berlakujongka swikiu tunggu.

Teaggang wakiujangke wakiu wunggu tersebut wyut (1) akan dimar dalam Peraturan Pemerintith
{ehih lanjut,

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalamn peraturan perandnng-undangan tersendiri.

BA B I
PENCEGARAN PERKAWINAN
Pasal 13

Perkmwinan dapat dicegah, upabila ada pilnk vang tidek memaenubi syiral-syarat uniuk
melangsungken perkawinzn.

Posal 14

Yang dapat mencegah perkawinan ialah para kelunrga datam paris Keturunan hurus ke atns dan ke
bawal, saudura, wali nikzh, wali pengampu dari salah seorung calon mempelai dan pihok-piliak
yang berkepentingan,

Merekn yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berdangsungnya perkawinan
apabila salah seorang deri calon mempelsi berada di bawah pengempuan, sehingpa dengan
perkawinan tersebut nyata-nynta mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnyva,
vang mempunyai hubuogen dengan orang-orang seperti tersebul dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15
Barangsinpa karcna perkawinan dirinya mesih terikat dengan salah saty dari kedua belah pihak dan

atas dasar masib adanyn perkawinan, depat niencegah perkawman yang baru, dengan tidax
mengurangi keientuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.
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Pesal 16

Pcjabatyangditunjukberkewajibanmencegahberiangsungnya perkawingn apabila ketentuan-
ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak
dipenuhi.

Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini digtur lebih lanjut
dalam peraturan perundang-undangan,

Pasp) 17

Pencegahan perkawinari divjukan kepada Pengaditon dalam deerah hukum di mana perkawinan
akan dilangsungkan dengan memberitahukan juge kepada pegawai pencatet perkawinan.

Kepada calon-calon memgpelai diberilahukan mengenni permohonan pencepgahan perkawinan
dimaksud dalam ayat (1) pusal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18§

Penccgehan perkawinzn dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali
permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19
Perkawinan tidak dapat dilsngsungkon ppabila pencegahon belum dicabut.

Pasal 20
Pegawni pencatat perkawinan tidek diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan
perkawinan bila in mengetehui adenya pelanggaran dori ketenturn doiam Pasal 7 ayat (i), Posal 8,
Paset 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencepahan perkawinan,

Pasp! 21

Jika pegawai pencatat perknwinan berpendapat babwa terhadop perkawinan tersebut ada larangan
menuwrut Undeng-undang ini maka ia akan menolak melangsungken perkawinan.,

Di dalam hal penolakon, meks permintasn salah satu pikak yeng ingin melangsungken perkawinan
olch pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suntu keterangan tertulis dari penolakan tersebut
disertai dengen alasan-alasan penolakannya

Para pihak yang perkawinannyn ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di
dalam wilayah mana pegawani pancalat perkawinan yang mengadekan penalakan berkedudukan
untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan sirat keterangan penolakan tersebut di atas,

Pengadilenakanmemeriksaperkaranyadenganacara singkat dan akonmemberikankeletapan,
spakahinakenmenguatkan penclakan tersebut ataukeh memerintahkun, ager supaya perkawinan
dilangsungkan.

Ketelapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatken penolakan tersebut
hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka

BAB IV
BATALNYA PERKAWINAN
Tasnl 22

Perkawinan dopat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenulii syarat-syarat unluk
raclangsungkan perkawinan,

Pasal 23
Yang dapat mengajukan pembatalan perkewinan yaitu:
Parn keluarga delam garis keturunan lurus kentns dari suami atan isteri;
Suami mav ister;
Pejabat yang benvenang hanya sclama perkawinan belum digutuskan,
Pejabat yang ditunjuk terscbut ayat (2) Pasal 16 Undang- vndung ini dan setisp orang vang
mempunyai kepentingar hukum secara langsung terhadap prrkuwinu lersebul, wiapi hanya setelah
perkawinan itu putus.

Prsal 24
Barangsiapa karena perkawinan masih terikot dirinya dengan salah satu dari kedua belah pilak dun
ates dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinun yang baru, dengan
lidak mengurangi ketentuzn Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 35

Pormohenon pembatalan perkawinan dinjukan kepada pengadilun dolum dagrab bukum dimana
perkawinan dilangsungkan atnu di wempat tinggal kedua suwmi isteri, summi atiau isteri,

Pasal 26

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perknwinan yung tidak berwenang, wali
nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihiediri oleh 2 (dua} orang soksi dupat
dimintaken pembatalannya olch para keluarga dalam garis keturunan luros ke atas dari suami atau
isteri, jaksn dan suamt atau isteri,

Hak untuk membatalkan olch suami atou isteri berdasarkun alusan dalam nyat (1) pdsal ini gugur
apabila mereka telah hidup bersama scbagai suami isteri dan dupat memperlihokan wkte
perkawinan yang dibunt pegawai pencatat perkawinan yang, tidak berwenang dan perkaswinan larus
diperbaharui supaya sah,

Basal 27

Scorang suami ateu isteri dapnl mengajukan permohonsan peimbatalan perkawinan apabila
perkawinan dilangsungkan di baweh ancaman yang melangpar hukum,
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Scorang swami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada
wektu berlangsungoya perkawinan terjadi selah sangka mengenai diri suarni otau isteri.

Apabila ancaman telah berhenti, atou vang berselah sangka itu menyaduri keadaannya, den dalam
Jjangka waktu & {enam) bulan sctelah itu masih tetap hidup sebagai suami isten, dan tidak
mempergunekan haknya unfuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan bukum
yang tetap dan berlaku sejak seat berlangsungnya perkawinan.

Keputusan tidak berlaku surst terhadap :
Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Suami aaw isteri yang benindak dengan iktikad baik, kecuali terhadnap harta bersema, bilz
pembatalan perkawinan didasarkan aias adanya perkawinan lein yang lebih dahule.

Orang-orang ketige lainnyn tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mercka memperolch bak-hak
dengan iktiked baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap,

BABV
PERIANJIAN PERKAWINAN
Pasal 29
Padn waktu ateu scbelum pelckawinan dilangsungkan, kedun pihak atas persetujuan bersama
dapatmengedakan perjanjian tertulis yang disabkan olch Pegawai pencatat perkawinan, setelah
mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjianterscbut tidak dapat disahkan bilamana melenggar batas-batas hukum, agema dan
kesusilaan.

Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubab, kecualt bila dari kedua
belah pihak ada persetujuen untuk merubah dan perubahan tidek merugikan pihak ketiga.

BARB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI1STERI
Pasal 30

Suami isteri memikul kewnjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tanpga yang menjadi sendi
dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

Hok dan keduduken istesi adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dafam kehidupon
rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakal.

Masing-masing pibok berhak untek melakukan perbuntan hukum.
Suami adnlah kepale keluarga dan isteri ihy rumob tangyn.

Pusg! 32
Suami isteri harus mempunyai tempest Kedinnmon yang tetap.

Rumah tempat kedieman yang dimaksud dalam uyat (13 Pasul ini ditentukan olely suani ister
bersama, .

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormiati, setia dan memberi bantuin lahir
bathin yang soiv kepada yang lain,

Pasnl 34

Svami wajib melindungi isterinya dun memberikan segala sesumtu Keperluan hidup berumah ngga
sesuai dengan kemampuannya.

[steri wajib mengatur urusan ramah tangga sebaik-baiknyn.

Jika suami ataw isteri melalnikan kewajibannya masing-masing dapal mengajukan gugatan kepada
Pengadilan,
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BAB VII
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35
Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
Harla bawaan dari mesing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing
schagai hadiah ataw warisan, adalah di baweh pengunsasn masing-masing sepanjang para pihak
tidak menentukan lain.

Pasat 36

Mecngenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perselujuan kedua belah pihak,

Mcngenai harte bawsan masing-mesing, suami dan isleri mempunyai hak sepenuhnya untuk
meclakukan perbuaten hukurn mengenai harta bendanyu,

Pasel 37

Bila perkawinan putus Karena perceraian, harta bersama diatur menurat hukumnya masing-mesing.

BABIX
KEDUDUKAN ANAK
Pasal 42
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sab.
Pasul 43

Anak yang dilahirkan di luar perkmvinen hanya mempunyai hubungan perdaia dengan ibunya dan
kelvarga ibunya

Kedudukan anak tersebut ayut (1) di atas selanjuinya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah,
Pasal 44

Scorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahickan oleh isterinya hila mana ia dapat
membuktikan bahwa isterinya telah berzina den anak iw akibat daripadn perzinaan tersebut.

Pengeditan memberikan kepulusan tentang salvtidnknya annk atas permintaan pihak yvang
berkepentingan,

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasnl 43
Kedue orang tua wajib memelihara don mendidik anak-anak mereka sebaik-bagknya,
Kewajiban orang tua yong dimaksud dalan: aym (1) pusal ini berlaku sampai anak itu kawin atau
dapat berdiri sendiri. Kewajibon mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orung tui
putus.

Pasal 46

Anak wajib menghormati orang tus dan mentani kehendak noereka vang baik.

Jika anak telgh dewasa, inwajib memelihare menurut kemampunnnya, orang tua dan kelvarga
dalam garis lurus ke atas, bila mereka it memerlukan bantuannya,

Pasal 47
Angk yang belum mencapai umur 18 tahun (delnpan belas) lahun atan belum pemih
melangsungkan peckawinan ada di bawah kekvasaan orang (wanyn seloma mercka tidak dicabut duri
kekuasaannya.
Oranptus mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luer Pengadilan.
Pasal 48
Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hok atau menppudaikoe barang-barang tetap yang

dimiliki anaknys yang belum berumur 18 {delapanbelas) whuon i belum melangsungkun
perkawinan kecunli npabila kepentingen annk itu menghends

Pasal 419
Salah scorang atew kedun orang tun dapal dicabut kekunsasnnya terhadap seorang anuk mtau lebilt
untuk wakiu yang terentu atas penmintann orang W yang lain, keluarga anak dalam goris lurs ke
atas dan saudzara Kandung yang 1elah dewasa aiw pejnbat yang berwenang, dengan keputusan
Pengadilen dalam hal-hal :
In sangal melataikan kewajibannya werhadap anaknyn;

la berkelakuan buruk sckali.

Meskipun orang tua dicabut kekuasamnnyn, mercka masih tetap berkewnjiban pntuk memberi binya
pemelibaraankepadn anak 1ersebut.
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BAB XI
PERWALIAN
Pasal 50

Anak yang belum mencapai umue 18 (delapen belas) tehun ateu belum pernsh melangsungkan
perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tus, berada di bawah kekussagn wali,

Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.
Pasal 51

Wali dapat ditunjuk olch satu orang tua yang menjelankan kekuasean orang tug, sebelum ia
meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisen di hadepan 2 (dua) orang saksi.

Wali sedapat-dopatrya diambil dari keluarga anak: terschut atau orang lain yang sudah dewasa
berpikican sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Wali wajib mengurus anek yang di bawah pengunsaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya
dengan menghormeti agama dan kepercayean anak itu.

Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada wakiu
memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak
itu,

Wali bertanggung jawab tentang harta benda anuk yang berada dibawah perwaliannya serta
kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pnsal 52
Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.
Pasat 53

Wali dapat dicabut dari kekuaseannya, dalam hal-haf yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang
ind.
Dalwn hal kekuasaan seorang wali dicabut, sckagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh
Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Waeli yang telah menyebabkan kerugian kepada haria bends anak yang dibawah kckuasaannya, atas
funtutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Penpadilan, yang bersangkutan dapal
diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BABXI
KRETENTUANRETENTUAN LAIN
Pertama
Bagiun Kesalu
Pembukiian asal usul annk
Pasal 55

Asal-usul scorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kulahiran yung autentik, yong
dikcluarkan ol¢h Pejabat yang berwenang.

Bila akte kelahiran tersebut dalam syat (1) pasal iri tidak ada, maka Pengadilun dupat mengeluarkan
penetapan tentang asal usul scorang anak setelah diadukan pemeriksoan vang teliti berdasarknn
bukti-bukti yang memenuhi syarat.
Atas dasar keteptuan Pengadilan tersebut ayail (2) pasal ini moka instansi pencatat kelahiran yang
zda dalam dacrah hukum Pengadilon yong bersangkuton mengelurrkan akie kelahiran bagi anak
vang bersangkanan.
Bagiun Kedun
Perkuwinan di luar Indonesia.
Pasul 56
Perkawinan yang dilangsungkan di luer ladonesia antara dua orong warganegara Indonesia alau
scorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah suh bilmoana dilakukan menurut,
hukum yang beriaku di negara di mana perkawinan ite difangsungkan don, bagi worgunegar
Indonesia tidak melanggar ketentuan-kelentuan Undang-undany ini.

Dalem waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itw kembali di wilayah Indonesia, surat bukui
perkawinan mercka harus didaftarkan di Kanter Pencatatan perkawinan tempal tinggal mereki.
Bagiun Keliga
Perkawinun Campuran,
Pasal 57
Yang dimaksud dengan perkawinun campuran dalan Undang-gndang ind fuluh perkinvinan antar
dun orang yang di Indonesin sunduk pada hukum yang berlainan, karenn perbedamy

kewargancgaraan dan salah s pihek berkewarganegaraan Asing dan salah sutu pihak
berkewarganegaraan Indongsiz
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Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewargancgaraan yang melakukan perkawinan cumpuran, depat
memperolch kewargencgaraan deri suamifisterinya dan dapat pula kehilangan kewargancgaraannya,
menurut cera-cara yang teleh ditentuken dalam Undang-undang kewarganegeraan Republik
Indonesin yang berlaku,

Pasal 5

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan
menentukan hukum yang berlaky, baik mengenai hukum pubtik mavpun hukum perdata,

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang
Perkawinan ini.

Pasal 60

Perkawinan campuian lidek dapat dilangsungkun sehelum terbukti bohwa syarat-synrat petkawinan
yang ditentukan olch hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

Untuk membuktiken bahwa syarat-syarat tersebut delam ayat (1) telah dipenubi dan karena itu tidak
ada rintangen untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mercka yang menurut
hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing benwenang mencatat perkawinan, diberikan surat
keterangan bahwa syarat-syarat telab dipenohi,

Jika pejabat yang bersanghutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas
pemiintezn yeng berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta
tidak bolch dimintakan banding lagi tentang soal apahah penolakan pemberian suret keterangan itu
beralasan atau tidak,

Jika pengadilan memutusken hahwa penolaken tidak beralasan maka keputusan ity menjadi
pengganti keterangan yang tersebut avat (3)

Surat keterangan atan keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika
perkawinan itu tidak dilanpsungkan dalam masa 6 (cnam) bulan sesudah keterangnn itu diberikan,

Pasal 61
Perkawinan campuran dicalat oleh pegawai pencatat yang berwening,

Barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada
pegawai pencatat yang benwvenang surat Keterangan atau kepuluszan pengganti ketcrangan yang
disebut dalam pasal 60 ayat (4) Undang- undang ini dihukum dengan hukumai kerungan selame-
lamanya | (shiu) bulan,

Pegawai pencatal perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengelshui bahwa
keterangen atau keputssan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukumen kurungan
selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan,

Pasal 62
Dalam perkuwinan campuran kedudukan anak diater sesuai dengan Pasal 59 ayva (1) Undang-
undang ini.
Bagian Keempat
Pengadilan
Pnsal 63
Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini inlah ;
Pengudilun Agama bagi mereks yang beragama Islam,
Pengadilan Umum bagi latunya.

{2) Scligp Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan aleh Pengadilan Umum,

BAB XII1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64

Unluk peskawinen dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi schelun
undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut persturan-perauran lama, adalah sah,

Puasal 65

Calam hal seorang suemi beristeri Ichih dari scorang baik berdasarkan Pusal 3 mynt (2) Undang-
undang ini meka berlakulah keteatuan-ketentuan berikur

Suami wajib members jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan aniknya.

{steri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hok atis hurta bersama vang tefab ada sebelum
perkasinan dengan isteri kedun atau berikuinya ity terjndi.

Semua isteri mempunyai hek yang samn atas harta bersama sang terjadi sejak perkawininnya
nasing-masing.

lika Pengadilan yung memberi izin untuk beristeri lebib dari seorang menurul Unelang-undang im
tidak menentukw lain, maka berlakulah ketenian-ketentuan avab (1) pasat ini,
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang beriubungan dengan perkawinan berdasarkan atas
Undeng-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuen yang diatur
dalam Kitab Undang-undeng Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan
Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantio Christen Indongsiers 5.'1933 No, 43, Peraturan
Perkawinan Campuran {Regeling op de gemengde Huwelijken 5. 1898 No. 158), dan peraturan-
peraturan lain yang mengatur tenteng perkawinan sejnuh telah diatur dalam Undang-undang ini,
dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku pada tenggal diundangkannya, yang pelaksanannnya, secara
efektif iebih lanjut aken diatur dengan Peraturan Pemerintah,

Hal-hal dalem Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelnksnnaan, diawr libel lanjut
dengan Peraturan Pemerintah,

Agar supaya sctiap orang dapat mengetahuinyn, memerintahkan pengundsngan Undang-undang ini
dengen penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011
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PRESIDEN
REFPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ncgara Republik Indonesia berdasaritan Pancasile,
‘dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat
setiap orang sesuai dengan hak asasi rnanusia;

b. bzhwa warga negara merupakan salah satu unsur halkiki

dan unsur pokek dari suatu negara yang memititsi hak dan

. kewajiban vang perlu dilindungi dan dijamin
pelaksanaannya;

¢. bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tzhun 1958 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976
tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62
Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga haras dicabut
dan diganti dengan yang bary;.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud

- dalam hunf a, humf b, dan huruf ¢, perlu membentuk
Undang-Undang tentang XKewarganegaraan Republik’
Indonesia;

Mengingat ¢ Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2),
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4], Pasal 28E ayat {1), Pasal 281
ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Megara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
darn _
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN : . ..
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MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA. : .

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang.-Und ang ini yang dimaksud dengan:
1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kéwarganegaraan adalah segala hal ihwal vang
berhubungan dengan warga negara.

3. Pewargancgaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk
memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui
permohonar.

4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

5. Fejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu
yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah
Kewarganegaraan Republik Indonesia.

6. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk
- korporasi.

7. Perwzkilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar
Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik [ndonesia,
Konsulat ‘Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap
Republik Indenesia,

Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang

bangsa Indonesia asli dan orang-crang bangsa lain yang

disahkan dengan undang-undang sebagat warga negara.
Pasal 3

Kewarganegaraan Republik Indenesia hanyz dapat dipercleh

berdasarkan ;| . .
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berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-
Undang ini.

BABII
WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 4

Warga Negara Indonesia adaelgh:

a.

setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan danjfatau berdasarkan perjanjian Pemerintah
Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-
Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Nepara

- Indonesia;

ansk yang lahir dari perkawinan yang sah darl seorang
ayah dan ibu Wargs Negara Indonesia;

. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang

ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang

ayzh warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu
Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai
kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidaik
memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 {tiga ratus) hari
setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang
sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang
ibu Warga Negara Indonesia;

anak yang lahir di Juar perkawinan yang sah dari seorang
ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah
Warga Negara Indonesia sebagai anaknys dan pengakuan
itu dilaleukan sebzlum anak tersebul berusia 18 (delapan
belas) tahun atau belum kawin;

anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang

pada waktu lzhir tidak jelas status kewarganegaraan ayah
dan ibunya;

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011
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anak yang baru lahir yang ditemukan: di wilayah negara
Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak
diketahui; -

anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia
apabila ayah dan fbunya tidak mempunyai
kewarganegaraan atat: tidak diketahui keberadaannya;

anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik
Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara
Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak
tersebut dilahirken memberikan kewarganegaraan kepada
anak yang bersangkutan;

.anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabullean

permohionan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau
ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah
ataw menyatalan janji setia.

Pasal §

Anak Warga Negara Indonesiz yang lahir i luar
perkawinan yang sah, belum berusia 18 {delapan belas)
tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya
yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai
Warga Negara Indonesia,

Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia §
{lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga
negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap
diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 6

Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia
terhadap anak sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 4
huruf ¢, huruf 8, huruf h, huruf 1, dan Pasal 5 berakibat
anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18
(delapan belas} tahun atan sudah kawin anzak tersebut
harus menyatakan memilih salah satu
kewarganegaraannya.
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{2} Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara
tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan
melampirken dokumen sebagaimana ditentukan di dalam
peraturan perundang-undangan.,

(3) Permyataan untux memilih kewarganegaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam
waktu paling lambat 3 (tiga} tahun setelah anak berusia
18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin,

Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia
diperiakukan sebagai orang asing.

BAB 11!
SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh
melalui pewarganegaraan.

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon

jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: )

2. telah berusia 18 {delapan belas) tahun atau sudah kawin;

b.  pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat
tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling
singkat 5 {lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat
10 (sepuluh) tahun tidak bertunut-turut;

¢. sehat jasmani dan rohani;

d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui .dasar
negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Taehun 1945;

¢. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 {satu)
tahun atau lebih; :

f. jika...
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f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik
. Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan gandg;
mempunyai pekerjaan danfatau berpenghasilan tetap; |
dan :
h. membayar uang pewargancgaraan ke Kas Negara,

Pasal 10
(1) Permohonan pewarganegaraan digjukan di Indonesia oleh
pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas
kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui
Menteri. '

(2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} disampaikan kepada Pejabat.
Pasal 11
Menteri meneruskan permohonan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden
dalam waktu paling lambat 3 (tiga)] bulan terhitung sejak

tanggal permohonan diterima.
Pasal 12
(1) Permohonan pewargancgaraan dikenai biaya.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

(i} Presiden mengabulken ataw menolak permohonan
pewargancgaraan.

{2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.

{2} Keputusan...
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KFputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan paling lambat 3 {tiga) bulan terhitung sejak
permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahuken
kepada pemohon paling lambat 14 {empat belas) hari
terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapken.

Penolakan permohonan pewarganegarsan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan
diberitahukan oleh -Menteri kepada yang bersangkutan
paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
permohonan diterima oleh Menteri.

Pasal 14

Keputusan Presiden mengenal pengabulan terhadap
permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung
sejak tangeal pemchon mengucapkan sumpah atau
menyatakan janii setia,

Paling lambat 3 {tigaj bulan terhitung sejak Keputusan
Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil
pemohon untuk mengucapkan sumpah atau rnenyatakan
janji setia.

Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat
untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji
setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon
tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden
tersebut batal demi hulkum.

Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah
atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah
ditentukan sebagzi akibat kelalaian Pejabat, pemohon
dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia
di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri,

Pasal 15 _
Pengucapan sumpah atau pernyataan janji  setia

sebagaimana dimaksud - dalam Pasal 14 ayat {}1)
dilakukan di hadapan Pejabat.

(2) Pejabat. ..
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{2} Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat
berita acaras pelaksanaan pengucapan sumpah atau
pernyataan janji setia.

(3) Paling lambat 14 (smpat belas} hari terhitung ssjak
tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia,
Pejabat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan berita scara pengucapan sumpah atau
pernyataan janji setia kepada Menteri.

Pasal 16

Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 gyat (1) adalah:

Yahg mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berilaat:

Demi Allahf/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah
melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing,
mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Pancasiia, dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya
dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban
yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara
Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai
berikcut: -

Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada
kekuasaan asing, mengalkui, tunduk, dan setia kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Pancasile, dan Undang-Undang
Dasar MNegara Republit Indonesia Tahun 1945 dan zkan
membelanya  dengan  sungguh-sungguh  serta  zkan
menjalankan kewajiban yeng dibebankan negara Kepada saya
sebagal Warga Megara Indonesia dengan tulus dan iknlas.

Pasal 17
Set=lah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia,
pemohon wajib menyerahkan dokumen  atau surat-surat
lzeimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari keqa terhitung

sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 15...
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Pasal 18

Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan
s¢bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1} dan berita
acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia
dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik
Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.

Menteri mengumumkan nama orang vang telah
memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga
Negara . Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan
Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan
menjadi warga negara di hadapan Pejabat.

Pernyztaan sebzgaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan apabila yang bersanglutan sudah bertempat
tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling
singkat 5 {lima) tahun berturut-turut atau paling singkat
10 (sepuluh} tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan
perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan
berkewarganegaraan ganda.

Dalam hal yang bersangkutan tidalk mermperoleh
Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan
oleh kewargancgaraan ganda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2], yang bersangkutan dapat diber izin tinggal
tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan
pernyatzan uatuk menjadi Warga Negara Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

QOrang asing vyang telah berjasa kepada negara Republik

Indonesia - ..
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Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi
Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah
memperoleh pertimbangan Dewan Penvakilan Rakyat Republik
Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan
tersebut mengakibatlcan vang bersangkutan
berkewarganegaraan ganda.

Pasal 21

{1} Anak yang belum berusia 18 {delapan belas) tahun atau
belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah
negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang
memperoleh  Kewarganegaraan Republik Indonesia
dengan  sendirinya  berkewarganegaraan  Republik
Indonesia.

{2) Anak warga negara asing yeng belum berusia 5 (lima)
tahun yang diangkat secara sah’ menurut penctapan
pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indoncs:a
memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak

tersebut hams menyatakan Temilih  salah  satua
kewarganegaraannya sehagaimana dimaksud dalam Pasal

Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan

mempercleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 23

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika
yang bersangkutan:

a. memperoleh . ..
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. memperoleh kewarganegaraan lain ates kemauannya

sendiri;

. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan.

lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat
kesempatan untuk itg; .

. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas

permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia
18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat
tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang
Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa
kewarganegaraan;

- masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih

dahulu dari Presiden;

» sccara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang

jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai

"dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya

dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan
janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara
asing tersebut;

. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan

sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara
asing;

. mempunyal paspor atau surat yang bersifat paspor dari

negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda .
kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas
namanya; atau

bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik
Indonesia selama S (lima) tahun terus-menerus bukan
dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan
dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk
tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka
waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 {lima) tahun
berilutnya yang -bersangkutan tidak mengajukan
pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia
kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah
kerjanya meliputi fernpat tinggal yang bersangkutan
padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut teiah
memberitahukan secara tectulis kepada yang
bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi
tanpa kewargancgaraan.

Pasal 24 ...
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Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d
tidak berlaku bagi mercka yang mengikuti program
pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti
wajib militer.

(1}

{2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 25

Kehilangan Kewarganegaraan Republik Iridonesia bagi
seorang ayah tidak dengan sendirinye berlaku terhadap
angknya yang. mempunyai hubungan hukum dengan
ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18
{delapan belas} tahun atau sudah kawin.

Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi
seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap
anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum
dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia
18 {delapan belasg) tahun atau sudah kawin.

Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena
mermnperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang
putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaky
terhadap anaknya sampal dengan anak tersebut berusia
18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin,

Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia
terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2}, dan ayat {3) berakibat anak berkewarganegaraan
ganda, setelah berusia 18 [delapan belas) tahun atan
sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih
salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6.

Pasal 26
Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan

laki-laki warga negara asing kehilangan
Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menuruat

hulum. . .
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hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri
mengikuti kewarganegaraan suami sebagei akibat
perkawinan tersebut.

Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan
perempuan  warga negara  asing kehilangan

Kewargancgaraan Republik Indonesia jika menurut

hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami
mengikuti  kewarganegaraan istri  sebagai akibat
perkawinan tersebut.

Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} atan
laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin
tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan
surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat
atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya
meliputi temnpat tinggal perempuan atau laki-laki
tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan
kewarganegaraan ganda.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat diajukan oleh perernpuan sebagsimana dimaksud
pada ayat {1} atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal
perkawinannya berlangsung,.

Pasal 27

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang
terikat perlawinan yang sah tidak men},'ebabkan hllangnya
status kewarganegaraan dari istri atau suami.

Pasal 28

Setiap orang yang memperolell Kewarganegaraan Republik
Indonesia berdasarkan kelerangan yang kemudian han
dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi
kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang bernwvenang,
dinyatakan batal kewargancgaraannya.

Pasal 29 ...

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011
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Pasel 29

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan
Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
kehilangan dan pembatelan kewarganegaraan diatur.dalam
Peraturan Pemerintah.

BABV
SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

Seseorang vyang kehilangan Kewargancgarzan Republik
Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya
melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 sampai dengan Pagal 18 dan Pasal 22.

Pasal 32

{1} Warga Nepara Indonesia yang kehilangan
Kewarganegarazn Republik Indonesia  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, dan Pasal 26 ayat (1}
dan ayat {2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan
Republik indonesia dengan mengajukan permohonan
tertulis kepeda Menteri tanpa melalui prosedur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal © sampai dengan
Pasal 17.

{2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik
Indonesia, permohonan disampailtan melalui Perwakilan
Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliput
temmpat tinggal pemohon.

{3} Permohonan. ..
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{3) Permohonan untuk memperolek kembali
" Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh
ptrempuan atau Jald-talki yang ‘kehilangan
kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1} dan ayat (2} sejak
putusnya perkawinan.

(4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] meneruskan permohonan
tersebut kepada Menter dalam waktu paling lama 14
(empat belas} hari setelah menerima permohonan,

Pasal 33
Persctujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat
3 (tga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak
tanggel diterimanya permohonan.

Pasal 34
Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh
kembali Kewargancgaraan Republik Indonesia dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenat persyaratan dan tata cara

memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36
(1} Pejabat yang kerena kelalaiannya melaksanakan tugas
dan kewajibannya scbagaimana ditentukan dalam

Undang-Undang ini schingga mengaldbatlan seseorang

kehilangan . . .

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011
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- kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh

Kemnbali dan/atau kehilangan Kewarganegarsan Republik
Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
{satu) tahun.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan karens kesengajaan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 37

Setiap orang yang dengan sengaja  memberikan
keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah,
membuat surat atau dekumen palsu, memalsukan surat
atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen
yang dipalsukan untuk mempercleh Kewarganegaraan
Republik  Indonesia atau  memperoleh  kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan
pidana, penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 4 (empat] tahun dan denda paling sedikit Rp
250,000.000,00 {dua ratus lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap o¢rang .yang dengan sengaja menggunakan
keterangan palsy, termasuk keterangan di atas sumpah,
membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat
atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 {satu)
tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling
sedikit Rp 250.000.000,00 {dua ratus lima puluh juta
rupiah} dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiahj.

Pasal 38
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana

dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang
bertindak untuk dan atas nama korporasi.

(2} Korporasi- ..
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(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipidana
dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00
(satu  miliar rupiah) dan paling banyak Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar mpish) dan dicabut izin
usahanya,

{3) Penpurus korporasi sebagaimana dimaltsud pade, ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama S (lima) tahun dan denda paling
sedikit Rp 1.000.000,000,00 {satu miliar rupiah) dan
paling banyak Rp 5.000.00C.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

{1) Rermchonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap
menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan
memperoleh  kembali  Kewarganegaraan  Republik
Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum
Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi
belum selesai, - tetap diselesaikan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(2) Apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah diproses tetapi belum
selesai pada saat peraturan pelaksanaan Undang-Undang
ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut
diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang inil.

Pasai 40
Permohonan pewarganegaraan, pé&rnyataan untuk  tetap

menjadi  Warga Negara Indonesia, atau permohonan
memperolech kembali Kewargancgaraan Republik Indonesia

yang. ..
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yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang
ini berlalu dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan
ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 41

Anak yang lahir scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
e, huruf d, buruf h, huruf 1 dan anak yang diakui atau
diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia
18 {delapan belas) tahun  atau belum kawin memperoleh
Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melajui
Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4
{empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundengkan.

Pasal 42

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar
wilavah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau
lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik
Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik
Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat
mermperoleh kembali kewarganegaraannya dengan
mendaltarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam
waktu paling lambat 3 {tiga) tahun s¢jak Undang-Undang ini
diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan
kewarganegaraan ganda.

Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai {ata cara pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur

dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkan paling
lambat 3 {tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB VIii . ..
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BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini muiaj berlaku:

a.

Undang-Undang Nomer 62 Tahun 1958 ,tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia {Lembaran Negara,
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tshun 1976 tentang
Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun
1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Peraturan petaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun
1958 tenfang Kewarganegaraan Repubiik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Neomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang
Kewargancgaraan Republik Indonesia dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum
diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telzh
ditetapkan paling lambat 6 (enam} bulan sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Apustus 2006

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

. SEKRETARIAT NEGARA RI

¢risesneg Bidang Perundang-undangan,
R

L .% '9\
£ B X

ABdul Wahid
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG _
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur
pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan
timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara
mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara’
mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga
negaranya. '

Seiak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, thwal
kewarganegaraan diatur dalarm Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946
tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut
kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan diubah lagi
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang
Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan
Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang
Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukkan Pernyataan Berhubung
dengan Kewargaan Negara  Indonesia.  Seclanjutnya,  ihwal
kewarganegaraan ferakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62
Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang
Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1938 tersebut secara filosofis,
yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih rnengandung
ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila,
antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuban
hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan
. perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secare . ..
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Secara yuridis, landasan konstitusicnal pembentukan Undang-
Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950
yang sudah tidak berlaku sejak- Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang
menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, Dalam
perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tah‘_m 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin
perlindungan terhadap hek asasi manusia dan haek warga negara.

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah’ tidak sesuai lagi
dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai
bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang
menghendaki .adanya persamaan perlakuan dan keduduken warga
negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, periu dibentuk
undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal
26 ayat {3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tehun
1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan
penduduk diatur dengan undang-undang,.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat
Undang-Undeng Dasar sebagaimana tersebut di ates, Undang-Undang
ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal,
yaitu asas fus sanguinis, ius soli, dan campuran.

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai
berikut:

1.  Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan
berdasarkan negara tempat kelahiran.

2. Asas ius soli {law of the soil) secara terbatas adalah asas yang
menentukan kewarganegaraan sesecorang berdasarkan negara
tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan safu
kewarganegaraan bagi setiap crang.

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang
menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuvai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan
ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegarzan (apatride}

Kewarganegaraan. . .
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chargape.garaan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-
Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus. juga menjadi

dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia,

1

Asas kepentingan nasional edalah asas yang menentukan bahwa
peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional
Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai
negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan
bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada
setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di
dalam maupun di luar neger.

Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas
yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia
mendapatitan  perlakuan yang sama di dalam hulum dan
pemerintahan.

Asas kebenaran substantif adalah proscdur pewarganegaraan
seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai
substansi dan  syarat-syarat permohonan  yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan
perlalvan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan
warga negara atas dasar suky, ras, agama, golongan, jenis kelamin
dan gender.

Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan
dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan
memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga
negara pada khususnya,

Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam
segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus
dilakukan secara terbuka.

Asas publisitas adalah asas yang menecntukan bahiwa sescorang
yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik
Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia °
agar masyarakat mengetahuinya.

Pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini

meliputi:

a. siapa...
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a. siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia;
b. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegeraan Repubhk

Indonesia;
c. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;

d. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan
Republik Indonesia;

. ketentuan pidana,

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai anak yang Iahir
di luar perkawinan ysng sah scmata-mata hanya untuk memberikan
perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraannys saja.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor
62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
sebagaimana diubalh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976
tentang Perubahan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 62 Tshun 1958
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Selain itu, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya
yang mengatur mengenal kewarganegaraan, dengan sendirinya tidaic
berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan
delam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang Peraturan
tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910 -
296 jo. 27-458);

2, Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 tentang Wargancgara,
Pendudulc Negara jo, Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo.
Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang Tahun
1948 Nomor 11;

3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik
Indonesia Serikat dan Kcrajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun
1950 Nomor 2J;

4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan
Digunakannya Ketentuan-ketentuan dalamm  Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara
Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik
Indonesia bagi Penduduk Irian Barat; dan

S. Peraturan . . .
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S. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan
kewarganegaraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 .
Culcup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “crang-orang bangsa Indonesia asli” adalah
orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pemah menerima kewarganegaraan lain
atas kehendalc sendiri.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.

Hurul b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf { )
Ditentukannya “tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari
denpan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut

merupakan ., .

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



PRESIDEN
REPUSLIK INDONESIA

-6-

merupakan tenpgpang wakiu yang dianggap cukup untuk
meyakini bahwa anak tersebut benar-benar ansk dari ayah
yang meninggal dunia, '

Hurufg
Culoup jelas.

Huruf h
Pengakuan terhadap anak dalam ketentuan ini dibulktikan
dengan penetapan pengadilan.

Huruf i
Culkuap jelas.

Huruf j
_ Culcup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf }
Cukup jelas.

Huruim
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
* Culup jelas.

Ayat (2]

Yang dimaksud dengan “pengadilan® adalah pengadilan
negeri di tempat tinggal pemohon dalam hal permohonan
diajukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bagi
pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara .
Republilc Indonesia, yang dimaksud dengan “pengadilan’
adalalhh pengadilan sesual dengan ketentuan di negara
tempat tinggal pemehon.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal7...

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011
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Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Culcup jelas,

Pasal 9
Culaap jelas.

Pasal 10
Culkup jelas.

Pasal 11
Culkup jelas.

Pasal 12
Culkup jelas.

Pasal 13
Culaup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Culkup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Yang dimaksud dengan "dokumen atau surat-surat keimigrasian®,
misalnya paspor biasa, visa, izin masuk, izin tinggal, dan perizinan
tertulis lainnya yang dikeluarkan olch pejabat imigrasi.

Dokumen ...
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Dolumen atau surat-surat keimigrasian yang diserahkan kepada
kantor imigrasi oleh pemohon termasuk dokumen atau surat-surat
atas nama istri/suami dan anak-anaknya yang ikut memperoleh
status kewarganegaraan pemohor. '

Pasal 18
Cuitup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Yang dimaksud dengan "orang asing yang telah berjasa kepada
negara Republik [ndonesia® adalah orang asing yang karena
prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu
pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta
keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama
bangsa Indonesia.

Yang dimaksud dengan “orang asing yang diberi kewarganegaraan
karena alasan kepentingan negara” adalah orang asing yang dinilai
oleh negara telah dan dzpat memberikan sumbangan yang luar
biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan
untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di  bidang
perekonomian Indonesia.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat {2) 3
Yang dimaksud dengan “pengadilan® adalah pengadilan
negert di tempat tinggal pemohon bagi pemohen yang
bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Bagi
pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara
Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “pengadilan”
adalah Pengaditan Negeri Jakarta Pusat.

Ayat {3)

Cukup jelas.

Pasal 22...

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011
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Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc
Culoup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurf c
Yang dimaksud dengan “jabatan dalam dinas semacam itu di
fndonesia sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-
undangan hanyz dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia”
antara lain pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen.
Apabila Warga Negara Indonesia menjabat dalam dinas
sejenis itu di negara asing, yang bersangkutan kehilangan
Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian,
tidak semua jabatan dalam dinas negara asing
mengakibatkan kehilangan Kewarganegaraan Republik
Indonesia.
Huruf { ’ )
Yang dimaksud dengan “bagian dari negara asing” adalah
wilayah yang menjadi yurisdiksi negara asing yang
bersanghkutan,
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf 1
Cuilaup jelas.
Huruf i

Yang dimaksud dengan *alasan yang sah’ adalah alasan
yang diakibathen oleh kondisi di lvar kemampuan yang
bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan

keinginannya. - -.
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keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesta,
antara lain karena terbatasnya mobilitas yang bersangloutan
akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang
. bersanglutan, pemberitahuan Pejabat tidak diterima, atau
Perwakilan Republik Indonesia sulit dicapai dari tempat

tinggal yang bersangiutan.

Pasal 24

Cukup jelas,
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Culaap jelas.
Pasal 28

Yang dimaksud dengan ®instansi yang berwenang” adalah instansi
yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa dokumen
atau surat-surat tersebut palsu atau dipalsukan, misalnya akta
kelahiran dinyatakan palsu oleh kantor catatan sipil.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jclas.

Pasal 32 ...

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



PRESIDEN
REFPUBLIKX INDONESDIA

- 11 -
Pasal 32
Ayat {1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan
kepada anak dan istri atau anak dan suami yang kehilangan
Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam memperoleh
kembali Kewarganegaraan Republik Indenesia tanpa melalui
proses  pewarganegaraan {naturalisasi] sebagaimana
dimaksud dalam Pasal @ sampai dengan Pasal 17.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat {3)
Yang dimaksud dengan “putusnya perkawinan” adalah
putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan
putusan  pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hulcum tetap atau karena suami atau istri meninggal dunia.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 33
Culcup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Culup jeias.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38 ...
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Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cultup jelas. .

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
: Culcup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas,

Pasat 46
Culkup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4634
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.
MENTERL HUKUM DAN HAK ASAS! HARUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Kepa a:
1. [ irektur Jenderal I.m.lgraSI

L spartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
¢ sehuruh Indonesia

3. K :pala Perwakilan Republik Indonesia

SURAT L.DARAN MENTER! HUKUM DAN HAX ASASI MANUSIA
: REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.09-IZ,03.1¢ TAHUN 2006
TENTANG
~ FASILITAS KEIMIGRASIAN BAGI ANAK
SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS
C(ANG LAHIR SEBELUM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

.. - Schubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun
) 2006

:ntang Kewarganegaraan Republik .Indonesia pada tanggal ! Agustus 2006 dan

’ "dnf:ta; iznnya Peraturan Menteri Hukum don Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

mio:- M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Peridaftaran Untuk. Memperoleh
CEWar ancgaraan Républik Indonesia Bérdasarkan Pesal 41 dan Memperoleh Kembali

- Kewar ancgaraan chubhk Indonesia Bcrdusarkan Pasal 42 Undang- Unda.ng Nomor 12
"__-Tn!\m 2006 tentafig Kewarganegaraad Republik Tndonesta, bersame -ini disampaikan

bébera: a hal- ‘sebagai tindak lanjut dari pelaksansan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun' 2006 tentang Kewarganegamnn chubh.k Indonesia k.hususnya yang
berkait n desgen ketentuan keimigrasian: '

I.

[%)

An-: scbagamana dimaksud dalam Pasai 4 huruf ¢, buruf d, heruf b, dan enak yang
diar ut atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undeng
No:vor 12 Tehun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yeng belum
ber: sin 18 (delapen beles) tehun ataw belum kawin, yang belum mengajukan
per. whonan pendafieran untuk memperoleh kewargancgaraan Republik Indonesia
seb: saimana dimeksud dalam Pasal 41 Undeng-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Ker arganegaraan Republik Indonesie tetap diwajibkan memiliki izin keimigrasian dan

pen oenan izin keimigrasian tersebut® cukup d:sclesmkani&xlakukan olch Lantor umgras:
‘yan - wilayzh Kesjanya meliputi tempat tmggal ana.k

m«
200
belz

I""

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf | Undang-Undang Nomor 12 Tahun

ientang Kewarganegaraan Repubiik Indonesia, yang belum berusia 18 (delapan
} tahun atau-belum kawin dan berterpat tinggel di wilayah negara Republik
2512, yang belum mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh
kew rganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 41 Undang-
Une 2z Nemor {2 Tehun 2006 tentang hewarganegaraan Republik Indonesia tetap
div lokan memilikj izin L.cu*ngmman dan pcmbenan izin keimigrasian lersebut cukup

_d:se >saikan/dilakukan cleh kantor 1m1gas: yang, vnlayah Keganya® mcllputl tcmpat
ng: l:-l anak,

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011 /'7
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‘3. a. Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢, huruf d, huruf b, buruf |

anak yang diakul atau dlangkat secard sah sebagaimeana dimiksud dalim Pas) 5
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegarean Republik -

Indonesia, yang belum berusia 18 (delepan belas) tahun atau belum kawin, yang
telah mengejukan permohonan pendafiaran untuk memperolch Kewargancgarnan
Republik Indonesia sebagaimana dimeksud dalam Pasal 41 Und?ng-Undang Nomor
12 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hek Asesi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tetapi belum mendapat- Keputusan
Menteri tentang perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia sedangkan masa
\/6crlnku izin xeimigrasiannys telah habis, dapat diberikan penangguhan paling lama
90 (sembilan pulub) bhari oleh Kepala Kantor -Imigrasi yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal annk dengan melempitkan bukti permohonan pendaftaran,

5. Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurof ¢, huruf d, huruf h, huruf | dan
anak. yang diekui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tenung Kewargancgaraan Republik
Indonesta, yeng belwn berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin yang
ielah menggjukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh -kewarganegaraan
Republik Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006, dan sudah mendapat Keputusan

" Menteri tentang perolehan kewarganegarnsn Republik Indonesia maka orang tuz
atau wali dari anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia

(wajib)melaporkan secara tertulis perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia
N ut kepada kantor Imlgrest yang wilayah ketjanya meliputl tempat dngga) anak
atau kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kesjanya meliputi tempat
tinggal anak dalam hal anak bertempat tinggal di Juar wilaysh negara Republik
Indonesla, dengan melampirkan: ‘ -

(I} XKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perolehan
. Kewargancgaraen Republik Indonesia; - ¥
(2) paspor kebangsaan lain atan paspor orang tuanya_(bagi anak yang namanya
“tercantum dalam paspor orang tuanya); dan
(3)  dokumen kelmigrasian atas nama anak yang bersangkuiar.

) 4 _ _KcPaIa Kantor Imigrasi atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayal:
' kerjanya melipuli tempat tinggal anak, setefah  menerima laporan tertulis
sebagaimena dimaksud pade angka 3 melakukan: :

2. pembatalan/pencabutan izin keimigrasian atas nama anak yang bersangkutan:

@ - penerbitan  Paspor Republik Indonesia alas permohonan anask yang
i bersangkutan_dan/atau orang tua nteu walinys sertu mencatatnya dalam buku
tegister dengan mencrakan cap pada Paspor Republik Indonesia di halaman
endorsemeni/pengesahan yang berbunyit "Pemegang Paspor ini adalah subyek
Pasal 4 huruf ¢, huruf d, huruf b, huruf ], dan Pasal 5 Undang-Undang Nomeor
_ 12 Tahun 2006 tcntang Kewarganegaraan Republik Indonesia” (bentuk dan
O ukuran cap sebagaimana tercantum dalam Lampiran [);
¢

pemberian keterangan yang dilekatkan (affidavit) pada paspor kebangsaan lain
bahwa “Yang bersangkutan adalah subyek Pasal 4 Luruf ¢, huruf d, huruf I,
huraf ], den Pasal S Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegarann  Republik Indonesia” (bentuk affidevit  sebagaimana

FROPRUS

‘ercasium dadara Lamptran 7).
J. Tcrlh'adap anak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b dapat diberikan
tasilitas keimigrasian sebagai berikut: -
& anak yang hanya memegang paspor kebengsaan lain pada saat masuk dan

berada di wilayah negarn Indonesia dibebaskan dari kewsjiban memiliki Visa,
Izin Tinggal, dan Izin Masuk Kembali (re-entry permir);

oy
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subnive

anak yang hanya memegang paspor kebangsaan lain scbaguimana dimaksud
pada huruf a.yang melakukan perjalanan masuk atau ke luar wilayah
Indonesin, pada paspornya diterakan Tanda Bertolak/Tanda Masuk oleh
Pejabat Imigrasi atau Peougas Pemerikss Pendaratan di Tempat Pemeriksean
[migrusi; )

anak pemegang dua paspor pada saat yang bersamoan (Paspor Republik
Indonesia dan paspor kebangsaan lain), pada saat masuk atan ke lunr wilaysh
negara Republik Indonesia wajib menggunakan satu paspor yang sama;

anak pemegang dua paspor sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ yang memilih
menggunakan paspor kebangsnan inin puda sast mosuk slay ke luar wilayah
negara Republik Indonesia maka Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa
Pendaratan  di Tempat Pemeriksaan Imigrasi menerakan icap “"Yang
bersangkutan subyck Pasal 4 huruf ¢, huruf d, huruf b, hurof 1,’dan Pasel S
Undanp-Undang Nomer 12 Tahun 2006 (entang chargancgaraan Republik
Indonesia” pada  Arrival Departure Card-nya (bcmuk don ukuran cap
sebagaimana tercantum dalam Lampiran £).

Demikion  Surst  Bdaran ini  dibual wmuk dilaksanakan . dan dipedomani
ana mestinyd, '

Ditefapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 2006

Fx
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; _ L{imp:'ran I
BENTUK DAN UK UR i CAP

. Beatv: gup ukuran cap ynng-ditemku.n pada paspor annk 'berkcwa:gan_egamun ganda terbargg
bete: ang Paspoy Republiy Indotesia: o

Nomor Reglster :

Pemegang Faspor rnl adalah Subyek Pasal 4
hurf ¢, huror S, huruf h, huruf |, dan Pasai 5
U "Undang Nomar 12 Tahun 2006 tentang
arganegaraan Repubiik Indonesta,

- Kakarﬂmf?er':taklfan Rl#

7 cm
!
2, Bentuk ¢ uKuran egp YRDg diterakan ofep Pejabat Imigrasi atay Petugas Pemeriksa Pendaratay g;
~ Tempar 'etetikennn Itilgtast pags Atrtval Deparrype Cavr

d (4D Cardy anay YBng metiggunaiesr
PASPOr k¢ bangsaan lainnya pada sag masuk -

81au ke luar wilayap négara Republik Indonesia:

YANG umamrm

FASAL & HURUE SHURMP o Hunuy
H, Kk L DAM pagyy B Uy MBS &
HOMOR 32 TAHUH 2004

1,5cm

Scm

i j ul, 2011
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3 : | ' ' Lampiran 11

1 1. Ben uk affidavit yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi:
' KETERANGAN
' Nay 1 £ veeevneenns (PIL)
Noror Paspor
: Ter .pat/Tenggal Lahir L S —
| Naia Orang Tua (WNI) - 1 s s

A!:‘nat - P T T L L L L R LI R R e PR R R RN L LR R LR

ad: tah subyek Pasal 4 huruf ¢, huruf d, huruf h, huruf |, dan Pasal § Undang-Undang
Nc¢ nor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraaan Republik Indonesia, -

Shasiasy PrmtrsIRARaRERaRLEARE

Kepala Kanlor-: Imigrasi

2. bentul affidavit yang di keluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia:

KETERANGAN L
NO.Ldrnierenasansiss

Nima : :

M mor Paspor ‘ y  owm A e
T :mpat/Tanggal Lahir : ‘_
N 1ma Orang Tua (WN '

|

t

|

|

f’:ﬁ}'

' " ‘  #lamat ‘

iI ' : ~ ¢ ‘alah subyek Pasal 4 huruf ¢, hurof 4, huruf b, huruf |, dan Pasat § Undang-Undang
i * omor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraaan Republik Indonesia.
|

.............................................................
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN,
DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 30, dan Pasal 35 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewargancgaraan Republik Indonesia,
perlumenetapkan Peraturan Pemerintah  tentang Tata Cara Memperoleh,
Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan

Republik Indonesia;

Mengingat 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repuklik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor [2 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indoncsia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
4634);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH,
KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEN KEMBALI
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Datam Peraturan Pemcrintah ini, yang dimaksud dengan :
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1.  Pewargancparaan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperolech Kewarganegaraan

Republik Indonesia melalui permohonan,
2. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Republik Indonesia,

3. Menter adalah menteri yang linpkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan
Republik Indonesia.

4. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk olch Mented untuk

menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.

5. Perwakilan Republik Indonesia adalah Keduiaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal
Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.

6.  Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia.

BAB II
PEWARGANEGARAAN

Pasal 2
Orang Asing vang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undaag-Undang dapat

mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri,

Pasal 3
(1} Permchonan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan di Indonesia olch pemohon sccara
tertulis dalam bahasa Indonecsia di atas kertas bermcterai cukup dan sckurang-kurangnya

memuat:

2. nama lengkap;

b. tempat dan tanggal lahir;
c. jenis kelamin;

d. status perkawinan;

¢. alamat tempat tinggal;

i. pekerjaan; dan

g.  kewarganegaraan asal.
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(2) Pcrmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

a. fotokopi kutipan akte kelahiran atan surat yang membuktikan kelahiran pemohon
yang disahkan olch Pejabat;

b. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat
talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isterifsuami pemohon bagi yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh Pejabat;

c.  surat keterangan kcimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wiiayah
kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah
bertempat tinggal di wilayah ncgara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun
berturet-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;

d. fotokepi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat;
e. surat keterangan schat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
f.  surat pemyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;

g.  surat peroyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang

DasarNegara Rupublik Indonesia Tahun 1945;

h.  surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah Kerjanya meliputi tempat tinggal

pemohon;

i. surat keterangun dari perwakilan ncgara pecmohon bahwa dengan memperolch

Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;

j.  surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya mcliputi tcmpat tinggal pemohon

bahwa pemehon memiliki peketrjaan dan/atan berpenghasilan tetap;
k. bukti pembayaran vang Pewargancgaraan dan biaya permohonan ke kas negara; dan

L. pasfoto pemohon terbaru berwama ukuran 4X6é (empat kali enam) sentimeter

schanyak & (enam} lembar,

(3) Pcrmohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan kepada

Pejabal yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Pasal 4
(1) Pcjabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohbonan beserta

lampirannya scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Dalam hal persyaratan adminisiratif pcrmohoenan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
secara fongkap, Pejubat melakukan pemeriksaan substantif penmohionan dalum wakwta paling

lama 14 {empat belas) ban terhitung sejak 1znggal permohonan diterima.

(3) Dalam hal permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memcenubi persyaratan
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substantif, Pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.

{4} Dalam bal permchonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, Pejabat meneruskan
permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitong sejak tanggal
pemeriksaan substantif selesai dilakukan,

Pasal 5
(1} Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan mencruskan permohonan disertai dengan
pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) had terhitung
scjak tanggal permohonan ditcrima dari Pejabat.

(2) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait,

(3) Instansi terkait schagaimana dimaksud pada ayat (2} memberikan pertimbangan secara tertulis
kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) han terhitung sejak tanggal
permintaan pertimbangan diterima.

(4} Apabila pertimbangan tidak diberikan kepada Menteri dalam waktu sebagatmana dimaksud pada
ayat (3), instansi terkait dianggap tidak berkeberatan.

Pasal 6

([} Presiden mengabulkan atau menolak permohenan sebagiimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dalam waktu paling lambat 45 (cmpat puluh lima) hari terhitung scjak tanggal permolionan

diterima dari Menteri,

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dikabulkan, Presiden menctapkan
Keputusan Presiden dan memberitahiukan sccara tetulis kepada pemohon dengan tembusan
kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) harl terhitung sejak tanggal
Keputusan Presiden ditetapkan.

(3) Keputusan scbagaimana dimaksud pada ayat (2), petikannya disampaikan kepada Pejabat untuk
diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Pejabat, dan

perwakilan negara asal pemohon.

Pasal 7

(1} Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untek mengucapkan sumpah atau menyatakan janji
sctiz dalam waktu paling lambat 3 {liga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitabuan petikan

Keputusan Presiden dikiriom kepada pemahon.

(2} Dalam hal pemohon memenuvhi panggilan dalam wakw yang ditentukan schagaimana dimaksud

pada ayat (1), pcmohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji sctia di hadapan Pcjabat
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€

dan disaksikan oleh 2 {dua) orang saksi.

Dalam hal pemohon tidak memenubi paoggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
alasan yang sah, pengucapan sumpab atau pemyataan janji setia dapat dilakukan di hadapan
Pcjabat dalam batas waktu sehagaimana dimaksud pada ayat (1),

(4) Pelaksanaan pengucapan sumpah atan pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

n

@)

dibuat berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dalam 4 (empat) rangkap:
a. rangkap pertama untuk pemohon;

b. rangkap kedua disampaikan kepada Menteri;

c. rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara; dan

d. rangkap keempat disimpan olch Pejabat.

Berita acara pengucapan sumpah atau pemyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal §
Dalam hal pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah seielah dipanggil secara terfulis oleh
Pejabat uniuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji sctia pada waktu yang tclah
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Keputusan Presiden batal demi

hukum.

Pejabat melaporkan Keputusan Presiden yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada Menteri dengan melampirkan petikan Keputusan Presiden yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Apabila pemohon dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak

3)

dapat mecogucapkan sumpah atau menyatakan janii selia sebagai akibat kelalaian Pejabat,
pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pcjabat lain yang

ditunjuk oleh Mecnten.

Menteri dalam waktu paling tambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima
laporan mengenai kelalaian Pejabat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat lain

untuk mengambil sumpah atau pernyataan janji setia pemohon.

Pejabat fain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
han terhitung sejak tapggal penunjukaninya mmemanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah

atau menyatzkan janji setia,

Pasal 10
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(1} Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan
dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal penpucapan sumpah atau pernyataan janji sctia,

(2} Dalam hal anak-anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ataw belum kawin
ikut memperoleh status kewargancgaraan pemohon, dokumen atau suratsurat keimigrasian atas
nama anak-anak pemohon wajib dikembalikan kepada kantor imigrasi yang wiiayah kerjanya

meliputi tempat tinggal pemohon.

Pasal 11
(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditolak, Presiden

memberntahukan kepada Menteri.

(2) Penolakan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan diberitahukan secara
tertulis olch Menteri kepada pemnohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling

lambat 3 ftipa) bulan terhitung scjzk tangeal permohonan diterima oleh Menteri.

Pasal 12
(1) Menteri mengumumkan nama omang yang telah memperolch Kewarganegaraan Republik

Indonesta dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Pengumuman scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setclah berita acara pengucapan

sumpah atau pemyatzan janji setia ditcrima oleh Menteri.

BAB Il
TATA CARA PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN
KEPADA ORANG ASING YANG BERJASA KEPADA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA ATAU DENGAN ALASAN
KEPENTINGAN NEGARA

Pasal 13
(1) Presiden dapat memberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Orang Asing yang
telah berjasa kepada negara Republik [ndonesia sctelzh memperoleh pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, keenali dengan pemberian kewarganegaraan terscbut
mungakibatkan yang bersangkwtun berkewarganegaraan ganda.
(2) Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada

Orang Asing yang karena prestasinya huar biass di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan
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(1)

teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan

keharuman nama bangsa Indonesta.

Pasal 14
Presiden dapat memberi Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Orang Asing karenz
alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan terscbut mengakibatkan yang

bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

{2) Kewargancgaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Qrang

Asing yang dinilai oleh negara tclah dan dapat memberikan sumbangan yang fuar biasa untuk kepentingan

memantapkan kedaulatan negara dan meningkatkaa kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

(D

@)

(3

Pasal 15
Usul pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
diajukan kepada Menteri oleh pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga

kemasyarakatan terkait,

Usul pemberian Kewarganegarazn Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
diajukan kepada Menteri oleh pimpinan lembaga negara atau iembaga pemerintah terkait deagan
tembusan kepada Pcjabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang

diusulkan.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan sccara tertulis dalam bahasa

Tndonesia di atas kertas bermeterai cukup yang dilampiri dengan:
a. fotokopi akte kelahiran;
b. dafiar riwayat hidup;

c.  surat pcmyataan selia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. surat pemyataan bersedia menjadi Warga Negara Indonesia dan  melepaskan

kcwarganegaraan asalnya;
¢. fortokop paspor atau surat yang bersifat paspor yang masih berlaku;

f. surat keterangan dari perwakilan negara Orang Asing yang diusutkan bahwa yang
bersangkutan akan kechilangan kewargancgaraan yang dimilikinya sctclah mempcerolch

Kewarganegaraan Republik Indonesia;

g surat rckomendasi yang berisi pertimbangan bahwa Orang Asing yang diusulkan layak

uritttke diberikan kewarganegaraan karena jasanya atau atasan kepentingan negara; dan

h. pas foto terbaru berwama ukuran 4X6 (empal kali cnam) sentimeter scbanyak 6 (cnam)

lembar.
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Pasal 16
Menleri memeriksa persyaratan substantif pengusulan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 15,

Berdasarkan hasil pemeriksaan schbagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mencruskan usul
pemberian Kewargancegaraan Republik Indonesia disertai dengan pertimbangan kepadaPresiden.

Pasal 17
Presiden menyampaikan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mempercleh pentirobangan,

Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia.

Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

menetapkan Keputusan Presiden mengenai pemberiar Kewargancgaraan Republik Indonesia.

Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petikannya disampaikan kepada
Menteri untuk diteruskan kepada Orang Asing yang bersangkutan melalui Pejabat dan

salinannya disampaikan kepada:

a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

b. lembaga pengusul;

c. Menter;

d. perwakilan negara asal Orang Asing yang bersangkutan; dan

¢. Pcjabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 18
Pcjabat memanggil Orang Asing yang bersangkutan sccara tertulis untuk mengucapkan sumpah
atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung scjak tanggal
pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada Orang Asing yang bersangkutan.

Dalam hal Orang Asing yang bersangkutan memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan
scbagaimana dimnaksud pada ayat {1}, Orang Asing yang bersangkutan mengucapkan sumpah
atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat dan disaksikan oleh 2 {dua) orang saksi.

Dalam hal Orang Asing yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan scbagaimana dimaksud
pada avat (1) dengan alasan vang sail. pengucspan sumpah atau pernyataan janii setia dapat

dilakukan di hadapan Pejabat dalam batas waktu schagaimana dimaksud pada ayat ().

Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan fanji setia scbagaimana dimaksud pada ayat (1)}
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)

(1

@)

1

(2}

3

(N

- dibuat dalam berila acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji sctia dalam 4 (empat)

rangkap:
a. rangkap perfama untuk Orang Asing yang bersangkutan;
b. rangkap kedua disampaikan kepada Menteri;
c. rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara; dan
d. rangkap keempat disimpan olch Pejabat.

Berita acara pengucapan sumpah atau pcmyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a disampaikan kepada Orang Asing yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 14
(cmpat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 19
Dalam hal Qrang Asing yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sab sctelah dipanggil
secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu
yang telah ditentukan sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Keputusan Presiden batal
demi hukum,

Pejabat melaporkan Keputusan Presiden yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Menteri dengan melampirkan petikan Keputusan Presiden yang bersanghkutan.

Pasal 20
Apabila Orang Asing yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan scbagaimana dimaksud
dalam Pusal 18 ayat (1) tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji sctia scbagai
akibat kelalaian Pejabat, Orang Asing yang bersangkutan dapat mengucapkan sumpah atau

menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk olch Menteri,

Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejzk tanggal menerima
laporan mengenai kelalaian Pejabal sebagaimana dimaksud pada ayat (1} menunjuk pejabat lain

untuk mengambil sumpah atau pemyataan janji setia Orang Asing yang barsangkutan.

Pcjabat lain scbagaimana dimaksud pada ayat (2) datam waktu paling lambat 14 (cmpat bclas)
hari terhitung sejak tanggal penunjukannya memanggil Orang Asing yang bersangkutan untuk

mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 21
Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, Orang Asing yang bersangkutan wajib
mengembaiikan dokumen atau surat-surat keemigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tingga! Orang Asing yang bersanghkutan dalam wakty

paling lambat 14 {cmpat belas) hari terbitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan
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janji setia.

(2) Dalam hal anak-anak Crang Asing yang bersanpgkutan yang belum berusia 18 (delapan belas)

)

(2

1

@)

tahun atau belum kawin ikt memperoleh status kewarganegaraan Orang Asing yang
bersangkutan, dokumen atau surat-surat keimigrasian atas nama anak-anak Orang Asing yang
bersangkutan wajib dikembalikan kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 22
Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditolak, Presiden membetitahukan

secara tertulis kepada Meateri disertai alasannya.
Penolakan serta alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis olch

Menterd kepada pimpinan lembaga nepara, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan

terkait.

Pasal 23
Menteri mengumumkan nama Orang Asing yang dibeti Kewarganegaraan Republik Indonesia

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peugumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berita acara pengucapan

sumpah ataw pernyataan janji setia diterima olch Menteri.

BAB IV
TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK ANGKAT

Pasal 24

Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menunit penetapan

pengadilan sebagai anak olch Warga Nepara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

0y

2

Pasal 25
Untuk memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, orang tua angkat
dari anak yang diangkat mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
Permohonan schagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuai:

a. nama lengkap orang tua angkat;
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i.

tempat dan tanggal lahir;
alarmat tempat tinggal;
pckerjaan;
status perkawinan orang tua; f, nama lengkap anak angkat;
tcmpat dan tanggal lahir anak;
jenis kelamin anak; dan

kewarganegaraan asal anak,

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:

a.

fotokopi kutipan akte kclahiran atau surat keterangan kelahiran anak yang diangkat yang
disahkan oleh Pejabat;

b.  izin keimigrasian bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik
Indonesia;

¢. surat keterangan tempat tinggal anak dari camat bagi anak yang bertempat tinggal di

wilayah negara Republik Indonesia;

d. fotokopi paspor anak yang masih berlaku,

¢. penetapan peogadilan negeri tentang pengangkatan anak;

f.  surat keterangan dari perwakilan negara anak bahwa tidak keberatan anak yang
bersangkutan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;

g. fotckopi kutipan akte kelahiran orang tua yang mengangkat anak yang disabkan olch
Pejabat;

h. fotokopi paspor atau kartu tanda penduduk orang tua yang mengangkat anak yang

disahkan oleh Pejabat;

1 otokopi kutipan aktc perkawinan/buku nikah, kutipan aktc perceraian/surat talak/
perceraian, atau kutipan akte kematian salah satu orang tua yang mengangkat anak yang

disahkan olch Pejabat; dan

j-  pasfoto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 {cmpat kali cnam) sentimeter sebanyak 6

(enam) lembar.

Pasal 26

(1} DPecjabat memncriksa kelengkapan persyaratan peamohonan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23

)

datam waktu paling lambat 14 (empat belas) terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 25 belum [engkap, Pejabat

mengembatikan permohenan kepada pemohoen dalam wak paling fambat 14 (empat belas) han
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(2)

terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.

Dalam hal permohonan telah lengkap, Pcjabat menyampaikan permohonan sebagaimana
dimaksnd dalam Pasal 25 kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 27
Menteri memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas} hari terhitung sejak diterima dari Pejabat.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Menteri
mengembalikan pemmohonan kepada Pejabat dalam wakta paling lambat 14 {empat belas) han
ierhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dari Pejabat untuk dilengkapi.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Menteri menctapkan

keputusan mengenai perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat.

Pasal 28
Keputusan Mcnteri mengenai perolehan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3), disampaikan kcpada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
tanggal ditctapkan dan salinannya disampaikan kepada Pejabat dan penvakilan negara asal

pemaohos.

Pejabat menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam

wakiu paling lambat 7 {tujuh) hari terhitung scjak tanggal Kepuwsan Mcenteri diterima.

Pasal 29

Dalam hal perclehan Kewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak angkat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 berkewargancgaraan ganda, berlaku ketentuan Pasal 6 Undang-Undang.

Pasal 30

Menteri mengumumkan nama anak angkat yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BABY
TATA CARA KEHILANGAN, PEMBATALAN,
MEMPEROLEN KEMBALI KE“’ARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA DAN MENYAMPAIKAN PERNYATAAN
INGIN TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA
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Bagian Pertama

Tata Cara Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasz1 31

(1) Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewargancegaraannya karena:

a.

b.

@)

memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauvannya sendiri;

tidak menolak atau tidak meclepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang
bersangkutan mendapat kescmpatan untuk itu;

masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;

secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di
[ndenesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat

oleh Warga Negara Indonesia;

sccara sukarcla mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau

bagian dari negara asing tcrsebut;

tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan

untuk suatu negara asing;

mcnipunyai paspor atau sural yang bersifat paspor dari ncpara asing atau surat yang dapat
diartikan sebagai {anda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas

namanya; ataun

bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indoncsia sclamna 5 (lima) tahun
terusmicnerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan
scngaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia
schelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap S (lima) tahun berikutnya
yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negam
Indonesia kepada Perwakilan Republik [ndonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah
mecmbceritahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, scpanjang yang berszngkutan

tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Warga WNegara Indonesia dinyatakan hilang kewargancgaraannya olch  Presiden  atas

permobonannya sendiri apabila yang bessangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau

sudah kawin, bertempat tinggal di luar ncgeri, dan dengan dinyatakan hilung Kewarganegaraan

Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewasrganegaraan.

Pasal 32
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Pimpinan instansi tingkat pusat yang mengctahui adanya Warga Negara Indonesia vang
memenuli ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) mengkoordirasikan kepada Menteri.

Pimpinan instansi tingkat daerah atau angpota masyarakat yang mengetahui adanva Warga
Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Pejabat.

Anggota masyarakat yang bertempat tinggal di lwar wilayah negara Republik Indonesia yang
mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan
Kewargaznegaraan Republik Indoncsia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)

melaporkan secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 33
Laporan scbagaimanz dimaksud dalam Pasal 32 ayat {2) dan ayal (3) sckurang-kurangnya

meimuat;
a. nama lengkap, alamal pelapor dan terlapor; dan
b. alasan kehilangan Kewargancgaraan Republik Indonesia terlapor.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri antara lain:
a. fotokopi Surat Perjalanan Republik Indounesia atas nama yang bersangkutan; dan

b.  fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat
diartikan sebagai tandz kewargancgaraan yang masih berlake dari negara lain atas

namanya.

Pasal 34
Sebagui tindak lanjut hasil koordinasi dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,
Menteri memeriksa kebenaran laporan tentang kehilangan Kewargancgaraan Republik

Indoncsia.

Untuk keperluan pemeriksaan scbagazimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan

klarifikasi kepada pelapor, teclapor, dan instansi terkait.

Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2)
telah memenuhi ketentuan scbagaimana dimaksed dalam Pasal 33, Menteri menetapkan

Kepuiusan Menteri tentang nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indoncsia.
Kcputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3} tembusannya disampaikan kepada:
a. Presiden;

b. Pejabat yang wilayah kerjunya meliputi tempat tinggal orang yang Kehilangan

kewargancgaraan;

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



c. Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah ketjanya meliputi tempat tinggal orang yang

kehilangan kewarganegaraan; dan
d. instansi terkait,

Pasai 35
(1) Permobonan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) diajukan secara terlulis oleh yang bersanglaitan kepada Presiden melalui

Menteri.

{2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuwat dalam bahasa Indoncsia di atas kerias
bermeterai cukup dan selurang-kurangnya memuat;

2, nama lengkap;

b. tempat dan tanggal lahir;

c. alamat tempat tinggal;
d. pekerjaan;
¢. jenis kelamin;

f.  status perkawinan pemohon; dzn
g. alasan permohonan.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilampiri dengan:

a. (otokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemochon yang

disazhkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;

b. fotokopi akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceratan/surat tatak/perceraian, atau
kutipan akte kematian isteri/suanii pcmohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;

c. fotokopi Surat Perjalanan Republik Indonesia atau Karlu Tanda Penduduk yang disahkan
oleh Kepala Perwakilan Republik Indoncsia;

d.  surat keterangan dan perwakilan negara asing bahwa dengan kehitangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia pemohon akan menjadi warga negara asing; dan

¢. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali cnam) sentimeter sebanyak 6
(cnam) lembar,

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beseria lampirannya disampaikan kepada

Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon,

P'asal 36
(1) Perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 dalam wakie paling Jama 14 (empat belas) hari terhitung scjak
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tanggal diterimanya permohonan,

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 belum lengkap, Perwakilan
Republik Indonesia mengembalikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat

belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Dalam hal permohonan telah lengkap, Penvakilan Republik Indonesia menyampaikan
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam waktu paling lama 2

(dua} bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.,

Pasal 37
Menteri setelah menerima permohonan dari Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu
palingll lama 14 (cmpat belas) harfi memeriksa permohonan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (3).

(2) Dalam hal pcrmohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Perwakilan

Republik Indoncsia dalam wakty paling lambat 14 {empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan

diterima untuk dilengkapi.

&)

(N
(2)

3

Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dalam

wakeu paling lambat 14 (empat belas) hari techitung scjak tanggal permohonan diterima.,

Pasal 38

Presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan Keswarganegaraan Republik Indonesia.

Keputusun Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petikannya disampaikan kepada
Perwakifan Republik Indoncsia dalarm waktu paling lambat 14 (empat belas) bari terhitung
sejak tangzgal Keputusan Presiden ditetapkan dan salimannya disampaikan kepada Menteri dan

Perwakilan Republik Indonesia.

Perwakilan Republik Indenesia menyampaikan keputusan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung scjak tanggal Keputusan

Presiden diterima.

Pasal 39

Menteri mmengumumkan nama orang yang kehilangan Kewargancgaraan Republik Indonesia scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 38 dalam Berita Megara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembatalan Kewarganegaraan Republik Indonesia
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Pasal 40
Setiap orang yang memperolch Kewargancgaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan
yang kemudian har dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau tejadi kekeliruan
mengenat orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewargancgaraannya.
Pernyataan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada putusan pengadilan yang tefah

memperoleh kekuatan huloum tetap.

(3) Berdasarkan putusan pengedilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan

@

(3

kepada Presiden untuk membatalkan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam hal perolehan
Kewarganegaraan Republik Indonesia ditctapkan berdasarkan Keputusan Presiden.

Dalam hal pcrolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Meateri,

pembatalannya ditetapkan dengan Keputusan Meanten.,

eputusan Presiden mengenai pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petikannya

disampaikan kepada yang bersangkutan dan salinannya disampaikan kepada instansi terkait.

(6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat {4) tembusannya disampaikan kepada:

a. Presiden;

b. Pejabat yang wilayah kerjanyz mecliputi tempat tinggal orang yang kehilangan

kewargancparaan;

€.  Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kegjanya meliputi tempat tinggal orang yang

kehilangan kewarganegaraan; dan

d. instansi terkait.

Pasal 41

Bagi Warga Negara Indonesia yang kewarganegaraannya dibatalkan, berlaku ketentuan peraturan

perundangundangan mengenai orang asing.

Pasal 42

Menteri mengumumkan nama orang yang kewargancgaraannya dibatalkan scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 dalam Berita Ncgara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh Kembali

Kewarganeegarann Republik Indonesia

Pasal 43
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(1) Warga Negara yang kehilangan Kewarpancgaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf 2 sampai dengan huruf h Undang-Undang, dapat memperoleh kembali
Kewarganeparaan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Presiden

melalui Menteri.

{2) Tata cara pengajuan permohonan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

ketentuan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12.

Pasal 44
(1) Warga Negara Indoncsia yang kehilapgan kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf i Undang-Undang, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan
mengajukan perrmehonan kepada Menteri melalui Pejabat ataw Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon,

(2) Pcrmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dizjukan sccara tertulis dalam bahasa Indonesia di
atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

a. nama lengkap;
b. alamat tempat linggal;

¢. tempat dan tanggal lahir;

P

pekerjaan;
e. jenis kelamin;
£ stalus perkawinan; dan
g. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Tndonesia.
(3) Penmchenan schagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri dengan:

a. totokopi kutipan akte kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran

pemohon yang disahkan olch Pejabat atau Perwakilan Repubtik Indonesia;

b. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat
membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan

oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;

c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akie perceraian/surat talak/
pereeraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disabkan oleh Pejabat

dtau Perwakilan Republik Indoncsia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;

d.  fotckopi kutipan aktc kelahiran apnak pemochon yang belum berusia 18 (delapan belas)
tazhun dan belum kawin yang disahkan ofch Pejabat atau Perwakifun Republik Indonesia

bagi yang mempunyai anak;

¢, pemyitasn tertulis bahwa pemohon sctia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
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Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan
mcmbelanya dengan  sungpguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang
dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;

f. daftar nwayat hidup pemohon; dan

g. pasfoto pemohon tethbarn berwarna vkuran 46 (empat kali enam) sentimeter schanyak 6

(enam) lembar.

Pasal 45
Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kegjanyz meliputi tempat tinggal
pemohon memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam

wakiu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Pejabat atau
Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu
paling lambat 14 (cmpat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk
dilengkapi.

Dalam hat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Pecjabat atau
Perwakiian Republik Iudoncsia menyampaikan permohonan kepada Menteri dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernohonan diterima secara

lengkap.

Pasal 46
Menteri memeriksa kelengkapan permohonan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima
dari Pejabat atan Perwakilan Republik Tndonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal

pemohon.

Dalam hal permohonan betum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Pejabat
atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung

sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkaps.

Dalam bal permohonan telah lengkap, Mcateri menctapkan keputusan memperoleh kembali
Kewargancgaraan Republik Indoncsia dulam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak

tangg:l permohonan diterima.

Pasal 47
Keputusan Menteri scbagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), disampaikan kepada Pejabat
atau Perwakilan Republik donesta datam waktu paling lambat 14 {cmpat belas) hari sejak

tanggal ditetapkan dan salinannya diswmpaikan kepada Presiden dan Pejabat atau Perwakilan
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Republik Indonesia.

(2} Pcjabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

Keputusan Menteri diterima,

Pasal 48
(1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat
tinggal di wilayah negara Republik Indoncsia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keputusan sebagazimana dimaksud dalam

Pasal 46 ayat (3), dengan sendirinya berkewarganeparaan Republik Indonesia.

(2) Apabila dengan perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (}) mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas)
tahun atau sudah kawin berlaku ketentuan Pasal 6 Undang-Undang.

Pasal 49
(1) Warga Ncgara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undeng sejak putusnya perkawinan
dapat memperoleh kembali Kewargancgaraan Republik Indoncsia dengan mengajukan
permohonan kepada Menteri melalui Pejabat atar Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah

kerfunya meliputi termpat tinggal pemchon,

(2) Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1} diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
a.  nama fengkap;

b. alamat tempat tinggal;

c. tempat dan tanggal lahir;

d. pekeruan;

c. jenis kelamin,

f.  status perkawinan; dan

fre

alasan kehilanganK cwargancgaraan Republik Indonesia.
(3) Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (2}, harus dilampiri dengan:

a.  [utokopi kutipan akte kelahiran atau surat lain yang mcmbukaikan rentang ketahiran

pemohion yang disahkan ofch Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;

b. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat
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membuktikan bahwa pemohon pemah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan
oleh Pgjabat atan Perwakilan Republik Indonesia;

c. fotokopi kutipan akte perkawinawbuku nikah, kutipan akte perceraian/surat
talak/pereeraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh
Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;

d. fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia [8 (delapan belas) tahun
dan belum kawin yang disahkan olch Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi

yang mempunyai anak;

e. pemyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahnn 1945 dan akan
membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang

dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
f. daftar riwayat hidup pemohon; dan

&, pasfolo pecmohon terbaru berwarna vkuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter scbanyak 6

(enam} [embar,

Pasal 50
Pcjabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat {inggal
pcmohon memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam

waktu paling !ambat 14 (empat belas) bart terhitung sejak tanpgal permohonan diterima.

Dalam hal permohonan belum iengkap, Pcjabat atau Perwakilan Republik Indonesia
mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam wakiu paling lambat 14 {empat belas)

hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk ditengkapi.

Dalam hai permohonan telah lengkap, Pejabat atan Perwakilan Rcepublik Indonesia
mncnyampaikan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

terhitung scjak tanggal permohonan diterima secara leagkap.

Pasal 51
Menteri memeriksa kelengkapan permohonin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3)
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima
dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal

pemohon.

Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan permolionan kepada Pejabat
ataw Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 {empat belas) hari terhitung

sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.

Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh kembaii
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Kewargancgaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak

tanggal permohonan diterima,

Pasal 52
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), disampaikan kepada Pejabat
atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
tanggal ditetapkan dan salinaunya disampaikan kepada Presiden, Pejabat atan Perwakilan
Republik Indeonesia;

Pejabat atau Perwakilan Republil: Indonesia menyampaikan keputusan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1} kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

Keputusan Menteri diterima.

Pasal 53
Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat
tingeal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali 15
Kewargancgaraan Republik Indonesin berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksod dalam

Pasal 51 ayat (3), dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.

Apabila dengan perolehan Kewargancgarazn Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan anak berkewargancgaraan ganda, setelah berusin 18 (delapan belas)

tahun atau sudah kawiu berlaku ketentvan Pasal 6 Undang-Undang.

Pasal 54

Menteri mengumuimkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

schagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (1) dalam Berita Negars Republik

Indonesia.

Bagian Keempal

Pernyataan Ingin Tetap Menjadi Warga Negara Indonesiza

Pasal 55

(1) Perempuan atau laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki atau perempuan

warga ncgara asing kchilangan Kewargancgaraan Republik Indonesia karena menurut hukum
negara asal suami atau istri, kewarganegaraan istri atau suami mengikuti kewarganegaraan

suami atau istri scbagai akibat perkawinan tersebut.

(2) Jika perempuan atau laki-laki scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ingin tetap menjadi Warga
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Negara Indonesia dapat mengajukan surat pemyataan mengenai keinginannya kepada Menteri
melatui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinpgal orang yang mengajukan pernyataan.

Surat pernyataan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah 3 (tiga) tahun scjak
tangpal perkawinan berlangsung, dibuat dalam bahasa Indonesia di atas kerias bermeterai cukup
dan sekurang-kurangnya memuat:

a. nama lengkap orang yang mengajukan pernyataan;
b. tempat dan tanggal lahir;

c. jcnis kelamin;

d.  alamat tempat tingpal;

c. pekerjaan;

f.  kewargancgaraan suami atau istri;

g, status perkawinan; dan

h. nama lengkap suami atau istri.

(4) Sural pcrmyataan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:

(1)

a.  fotokopi kutipan akte kelaliran orang yang mengajukan pemyataan yang disahkan olch
Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
b. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku oikah orang yang mengajukan surat pernyataan

yang disahkan olch Pejabat ataw Perwakilan Republik Indonesia;

c. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat
membuktikan bahwa orang yanpg mengajukan surat pernyaiaan pernah menjadi Warga

Negara Indongsia yang diszhkan olch Pejabat atau Perwakilan Republik indonesia;
d.  sumt pernyataan menolak menjadi warga negara asing dari orang yang mengajukan surat
pcrnyataan di atas kertas bermeteral cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang

berwenang atau kantor perwakilan negara asing; dan

c. pasfoto berwama terbaru dari orang yang mengajukan surat pernyatzan berukuran 4X6

(cmpat kali conam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Pasatl 56
Pejabat atauw Perwakilan Republik Indonesia setelah menerima pernyataan memeriksa
kelengkapan persyaratan permyataan schagaimana dimaksud dalam Pasal 535 dalam jangka waktu

14 (empat belas) han terhitung sejak tanggal permohonan diterima,

Dalam hal pemyataan belum  lengkap, Pejabat ataw Perwakilan Republik  Indonesia

mengembalikan kepada orang yang mengajukan pernyatzan dalam waktu paling lambat 14
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(3)

{empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi.

Dalam hal pernyataan telah dinyatakan lengkap, Pejabat atau Penvakilan Republik Indonesia
menyampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak
tanggal pernyataan diterima secara fengkap,

Pasal 57
Menteri memeriksa pemyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dalam waktn
paling lambat 14 {empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Pejabat atau
Perwakilen Republik Indonesia,

Dalam hal pernyataan belum lengkap, Menteri mengembalikan pernyataan kepada Pejabat atau
Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak
tanggal pernyataan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dilengkapi.

Pasal 58

Dalam hal pemyataan telah lengkap, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluk) hari terhitung
scjak tangpai pernyataan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia, Menteri
menetapkan keputusan bahwa orang yang mengajukan pernyataan, tetap scbagai Warga Negara
Indonesia.

Keputusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kcpada I’cjabat atau Perwakilan
Republik Indonesia untuk diteruskan kepada orang yang mengajukan pernyataun dalam waktu
paling lambat 14 (cmpat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima dan

tembusannya disampaikan kepada Pejabat atau Perwakifan Republik Inconesia.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 59

Anak yang berkewargancgaraan panda scbagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang, wajib
didaftarkan oleh orang tua atau walinya pada Kkantor imigrasi atau Perwakilan Republik
indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak,

Kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencatat dalam register dan mengeluarkan bukti pendaftaran untuk memperoleh fasilitas
sebagai Warga Negara Indoncsia yang berkewarganegaraan ganda.

Ketentuan lebth lanjut mengenal tata cara pendaftaran dan pencatatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) scita pemberian fasilitas sebapaimana dimaksud pada ayat (2) diatar dengan

Peraturan Menteri.
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Pasal 60
(1} Anak yang berkewarganegaraan ganda schagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), paling
lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (dclapan belas) tahun atau sudab kawin harus

menyatakan memilih salah satu kewargancgaraannya.

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1} memilih Kewarpancgaraan Republik
Indonesia, pernyataan disampaikan kepada Pejabat atau Perwalkilan Republik Indonesia yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

(3) Pemyatasn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara terlulis dalam bahasa Indonesia

di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memiuat;
a. nama lengkap anak yang menyampaikan pernyataan;
b. tenpat dan tanggat lahir;
c. jenis kelamin;
d. alamat tempat tinggal;
e. nama lengkap orang tua;
f.  status perkawinan orang tua; dan
g kKewarganegaraan orang tua.
(4) Pemyataan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampin dengan:

a, fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik
Indonesia;
b. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oteh Pejabat atau

Penwakilan Republik Indonesia;

c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah anak yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun tetapi sudah kawin yang disahkan olch Pejabat atau Perwakilan Republik
indonesia;

d. fotokopi paspor Republik Indonesia danfatau paspor asing atau sural lainoyzs yang
disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;

¢, sural pemyataan melepaskan kewarganegaraan asing dari apak yang mengajukan surat

pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang disciujui olch pejabat negara asing yang
berwenang atau kantor perwakilan negara asing; dan
f.  pasfoto berwarna terbaru dari anak yang menyampaikan pernyatzan berukuran 4X6 (empat

kali cnim} sentimeler sebanyak 6 {enain) lembar.

Pasal 61
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(1) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan pernyataan memilih
Kewargancgaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima.

@) Dalam hal pernyataan belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia
mengembalikan pernyataaa kepada anak yvang srenyampaikan pemyataan memilih dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk
dilengkapi.

{3) Dalam hal pemyataan telah lengkap, Pejabat atau Penwakilan Republik Indonesia menyampaikan
kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 {empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima
secara lengkap.

Pasal 62
(I3 Menteri memeriksa pemayataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dafam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung scjak langgal diterimanya pemyataan dari Pejabat

atau Perwakilan Republik Indonesia.

(2} Daiam bal pernyataan belum lengkap, Menteri mengembalikan pernyataan kepada Pejabat atau
Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung
sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi.

(3) Dalam hal perayataan telah lengkap, Menteri menctapkan keputusan bahwa anak yang bersangkutan

Warga Negara Indonesia.

Pasal 63
(1) Keputusan Menicri schagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) disampaikun kepada pemohon
melalui Pejabat atan Perwakilan Republik Endonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hkart terhitung sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Presiden dan

Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.

(2} Pejabat atav Perwakilan Republik Indonesia memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada anak yang mengajukan pernyataan memilih dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

terhitung sejak tanggal Keputusan Menten dilerima.

Pasal 64
(1) Pcmberitahuan scbagaimana dimaksud dafam Pasal 63 ayat (2) juga memuat kewajiban anak
untuk menyerahkan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia tanda terima
pengemoalian dokumen atau surat-surat Keimigrasian negara asing dalam waktu paling lambat
14 (einpat belas) hari terhitung scjuk tanggal pemberitabuan diterima oleh anak yang

menyampatkan pernyataan memilih,
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(2) Keputusan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disampaikan olch Pejabat atau
Perwakilan Republik Indonesta kepada anak yang menyarnpaikan permyataan memilih setelah
anak terscbut menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surai-surat keimigrasian
negara asing kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.

(3) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia melaporkan kepada Menteri tentang penyerahan 18
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling larnbat 14 {empat
belas) hari terhitung sejak tanggal penyverahan Keputusan Menteri kepada anak yang

menyampaikan permyataan memilth.

Pasal 65
(1} Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) memilih kewargancgaraan asing
atau  tidak memilih salah satu kewargancgaraan, berlaku ketentuan peraturan

perundangundangan mengenai orang asing.

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan keputusan, dokumen, atau surat lain
yang membuktikan identitas anak sebagui Warga Negara Indenesia dalam wakiu paling lambat
14 (empat belas) hari techitung sejak tanpgal batas waktu yang ditentukzn sleh Undang-Undang
untuk memilih berakhir,

Pasal 66

Formulir yang digunakan untuk:

a, pewarganegaraan;

b. memperoleh Kcewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat;

c. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;

d. memperolch kermbali Kewarganegaraan Republik Indonesia;

e. menyampaikan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia;
f. pendaftarun anak berkewarganegaraan ganda; dan

g.  memilth kewarganegaraan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda, diatur dengan Peraturan

Mernteri.

BAB VII
KETENTUAN PERALITHAN

Pasal 67

(1) Perempuan asing yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Indonesia dalam waktu | {sarnu)

tahun sebeium Undang-Undang berlaku, diberi kesempatan untuk menyatakan keterangan
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memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(2) Kesempatan untuk menyatakan keterangan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun
setelah perkawinan.

(3) Proses penyelesaian perolchan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dizjukan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal yang menyampaikan pernyataan dan dilakukan berdasarkan
Undang-Undang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasat 68

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Pemcrintah Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62
Tahun 1958 tanggal 23 Desember 1958 dan peraturan pelaksanaannya; dan

b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tabun 1976 teotang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undeng-Undang Nomor 62 Tahun 1938 tanggal 13
April 1976 dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan Jdinyatakan tidak berlaku,

Pasal 69
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Apgar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintali ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakaria
pada tanggal, 2 Januan 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ted

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada ranggal 2 Januari 2007
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MENTERI HUKUM DAN HAK
ASBASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

AD INTERIM,

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA MEMPERGLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH
KEMBALI

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Rcepublik Indonesia

diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus Tahua 2006. Undang-Undang tersebut

memerintahkan pclaksanaan beberapa ketentuan untuk diatur lebih fenjuit dalam Peraturan

Pemerintah, yaitu Pasal 22 mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan

Republik Indonesia, Pasal 30 mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan

Kewargancgaraan Rcpublik Indonesia, dan Pasal 35 mengenai persyaratan dan tata cara

memperolch kembali Kewargancgaraan Republik lndonesia. Sedangkan khusus ketentuan lebih

[anjut mengenai biaya permohonan pewarganegaraan scbagaimana yang dimaksud dalam Pasal

[2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia akan

diatur dengan Peraturan Penicrintah tersendiri.

Penyusunan beberape kelentuan yang merupakan  peraturan pelaksanaan Undang-Undang

Nornor 12 Tahun 2006 tentang Kewargancgaraan Republik Indonesia dalam satu Peraturan

Pemerintah dimaksudkan agar lebih efisien dan terintegrasi serta untuk memberikan keinudahan
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bagi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang kewarganegaraan,

Asas khusus yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Pemerintah ini merupakan asas yang
juga terdapat dalam Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2006 tentang Kewargancgaraan
Republik Indonesia, yaitu:

1.  Asas perlindongan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib
memberikan perlindungan penuh kepada seliap Warga Negara Indonesia dalam keadaan

apapun baik di dalam maupun di luar negeri;

2. Asas kebenaran substantif, yaitu prosedur pewarganegarzan sescorang tidak hanya bersifat
adminisiratif, tetapi juga discrtai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya:

3. Asas keterbukaan, yaitu asas yang mencntukan bahwa dalam scpala ihwal yang
berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka temmasuk batasan

waktu penyelesaian permohonan pada sctiap tingkatan proses; dan

4, Asas publisitas, yaitu asas yang mcncntukan babwa sescorang yang memperoleh,
kchilangan, memperoleh kembali kewargancgaraan Indonesia, atau ingin tctap menjadi
Warga Nepara Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar

masyarakal mengetahuinya.

Adapun pokok materi muatan yang diawsr dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi tata cara

pengajuzn permohonan dan/atau penyampaian pernyataan uniuk:

L. memperolch  Kewargancgaraan  Republik  Indonesia  melalui  pewargancgaraan,
pengangkatan anak, karena pemberian olch negara terhadap orang yang berjasa, atau

karena alasan kepentingan negara;

2. kchilangan Kewarganegaraan Republik Indoaesia, baik kehilangan dengan sendirinya

maupun atas permchonan yang bersangkutan;
3. pembatalan perolchan Kewarganegaraan Republik indonesia;

4.  memperoleh kembali Kewargancgaraan Republik Indonesia karena kehilangan deogan

sendirinya, kehilangan karcna permohonan, dan karena putusnya perkawinan;

5. tctap menjadi Warga Negara Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang kehilangan

Kewarganegarzan Republik Indonesia karena perkawinan; dan
6. memilth Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang berkewarganegaraan ganda.
yang disampatkan melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal pemolion atau orang yang menyampaikan pernyataan,
Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah ini juga dislur mengenai anak yang berkewarganegaraan
ganda sebapaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun atau belum kawin. Anak yang berkewarganesarzan ganda iersebut wajib didafiarkan oleh
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orang tua atau walinya pada kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memperolch fasilitas sebagai Warga Negara Indonesia -
yang berkewarga-negaraan ganda. Jika anak yang berkewarganegarsan ganda tersebut telah
berusia 18 {dclapan belas) tahun atau sudah kawin harus mengajukan pernyataan memilih salah

satu kewarganegaraannya.

Dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan adanya persyaratan berupa foto kopi kutipan akte
alan surat/sural keterangan yang harus disahkan oleh Pejabat. Yang dimaksud dengan disahkan
olch Pejabat adaiah Pejabat mencocokkan foto kopi kutipan akie atau surat/surat keterangan

dengan aslinya.

Ketentuan fersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat
dengan tetap memperhatikan kebenaran substantif dari kutipan akte atau surat/surat keterangan

yang diperlukan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas,
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan wakty paling lama 45 (empat puluh lima} hart untuk melzkukan pemeriksaan
substantif’ dan meneruskan permohonan diserlai depgan pertimbangan kepada Presiden
oleh Menteri mencakup waktu paling [ambat 14 (empat belas) han untuk mendapat

pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Avat(l)
Cukup jelas.
Ayai (2)
Cukup jelas,
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Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "alasan yang sah" antara lain, sakit yang dibuktikan

dengan surat dokter, sedang menunaikan ibadah apama.

Avyat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (3).
Ayat (2}

Cukup jelas.

Pagal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Yang dimsksud dengan “dokumen atau surat-surat keimigrasian® adalah kartu izin tinggal
terbaias, kartu izin tinggal tetap, buku mutasi, dan perizinan (ertulis lainnya yang

dikeluarkan oleh pejabat imigrasi.

Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jclas.
Pasal 14

Cukup jelas,
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18
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Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas,
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat{l)
Lihat penjelasan Pasal 10,
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24

Yang dimaksud dengan “pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal
pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.
Bagi pemohon yang bertempal tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang

dimaksud dengan "peagadilan” adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 25
Cukup jclas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas,
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Avyal (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Huruf a

Faktor yang..., Virra Wirdhinigsih, Pascasarjana Ul, 2011



Cukup jelas.

Hurnuf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf'd

Yang dimaksud dengan "jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanzan hanya dapat
dijabat oleh Warga Negara Indonesia” antara lain pegawai negeri,
pejabat negara, dan intelijen. Apabila Warga Negaa Indonesia
menjabat dalam dinas sejents itu di negara asing, yang bersangkutan
kehilangan Kewargancgaraan Republik Indonesia. Dengan demikian,
tidak semua jabatan dalam dinas negara asing mengakibatkan

kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “"bagian dari negara asing" adalash wilayah

yaug menjudi yurisdiksi negara asing yang bersangkutan.

Huruf £

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Hurufh

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33

Yang dimaksud dengan "alasan yang sah" adalah alasan yang
dizkibatkan olch kondisi di luar kemampuvan yang bersangkutan
sehingga is tidak dapat menyatakan keinginannya unwuk tetap menjadi
Warga Negara Indonesia, antara lain karena terbatasnya mobilitas
yang bersangkutan akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan
vang bersangkutan, pemberitahuan  Pejabat tidak  diterima, atau
Perwakilan Republik [ndonesia sulit dicapai dari tempat tinggal yang

bersangkutan.
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Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas,
Pasal 39
Culcup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas,
Pasal 42
Cutrup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jefas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Paszal 49
Cukup jelas,
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
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Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jclas,
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas,
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas,
Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1}
Cukup jelas.
Ayar ()

Cukup jelas.

Ayal (3)
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Yang dimaksud dengan "dilakukan berdasarkan Undang-Undang" adalah

bahwa proses penyelesaiannya tidak lagi melalui Pengadilan telapi melalui

Pejabat.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBILIK INDONESLA NOMOR 4676
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